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PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

A. Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah
Dasar hukum pengelolaan keuangan daerah mengikuti ketentuan dalam paket

undang-undang di bidang keuangan daerah, yaitu antara lain sebagai berikut.
1. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. khususnya bagian yang

mengalur keuangan negara.

2.

3.

4.

5.

9.

8.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah.
Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Daerah.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan penqelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembanqunan
Nasional.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan penqawasan
atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuanqan
Daerah.

lO.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 200b tentang pengelolaan Keuangan
Daerah.

1 1. Pemerintah N omor 24Tahun 2005 yang diperbaharui dengan peraturan pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintahan.

l2.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ientang Laporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 22 tahun 2011tentano
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012.

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pedoman
Keuangan Daerah dan Perubahannya, yaitu permendacri Nomor 59
dan Permendagri Nomor 2i tahun 201 L

Pengelolaan
tahun 2007



l4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pernerintah Daerah'

B. Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dengan fungsiJungsi manajemen

yang dik:enal selama ini Dalam suatu organisasi, pada dasarnya manajemen dapat

diartikan sebagai suatu proses yang melibatkan orang-orang untuk menentukan'

menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi yang telah ditetapkan dengan

pelaf,sanuan fungsi-{ungsi perencanaan (planning'1' pengorganisasian (orgonizingl'

p"nyr.rnun personalia atau kepegawaian (staffing) ' pengarahan dan kepemimpinan

(l"oding) du., p"ngawasan (controliing) Begitu pula dalam pengelolaan keuangan daerah'

iungri munaie-en tersebut diwujudkan dalam siklus pengelolaan keuangan daerah'

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13'fahun 2006' tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Bab I, Bagian Pertama Pasal 1 tentang ketentuan

u-.i-nyu menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah

.nmuu hak dan kewaiiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah

yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamrrya segala bentuk kekayaan yang

Lnrirbungun dengan hak dan kewajiban daerah tersebut Selaniutnya' dalam Bagian

KetigaPa'sal4menyebutkanbahwapengelolaankeuangandaerahdilakukandengan
tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis' transparan

dan bertanlgung iawab dengan memperhatikan asas keadilan' kepatutan dan manfaat

untuk masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

pnr"n.u.tuun, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban' dan

pnngu*urun keuangan daerah yang gambarannya adalah sebagai berikut'
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C. Perencanaan

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif. efisien, dan tepat
sasaran maka diperlukan perencanaan pengelolaan keuangan daerah serta keseragaman
peraturan yang berlaku guna tercapainya tu.'uan otonomi daerah dan menghindarkan
dari ketimpangan permasalahan antarwilayah. Perencanaan tersebut harus mencakup
penyelenggaraan perencanaan makro atau perencanaan yang berada pada tataran
kebijakan daerah atas semua fungsi pemerintahan dan meliputi semua bidang kehidupan
secara lerpadu dalam daerah masing.masing.

Perencanaan daerah akan menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang,
jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara
pemerintahan di daerah dengan melibatkan masyarakat. Adapun tujuan perencanaan
adalah untuk hal berikut ini.

1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan.

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang,
antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaanJ penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan.

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan
sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Perencanaan pengelolaan keuangan pemerintah daerah akan tergambar di dalam
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), yang di dalam penyusunan APBD harus
mempertimbangkan sinergitas antara perencanaan pusat dan daerah, yaitu:

1. Keterkaitan antarwilayah dari segi sosial, ekonomi, budaya dan politik sebagai
perwujudan wawasan nusantara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
lndonesia.

2. Potensi strategis di setiap wilayah.

3. Tujuan dan sasaran pembangunan setiap wilayah.

4. Rencana tata ruang dan pola pemanfaatan ruang yang optimal.

5. Keterkaitan lintas sektor dan lintas wilayah secara lebih efektif dan efisien.

Didalam penyusunan APBD, maka terdapat beberapa halyang menjadi prinsip yang
harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut.

1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. APBD harus disusun secara tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal.

3. Penyusunan APBD dilakukan secara transparan, yang memudahkan masyarakat untuk
mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluasJuasnya tentang APBD.

4. Penyusunan APBD harus melibatkan partisipasi masyarakat.

5. APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
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6. Substansi APBD tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan

yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Adapun permasalahan yang menjadi prioritas dalam pengelolaan keuangan

pemerintah daerah adalah sebagai berikut.

1. Masih tingginya pengangguran terbuka

2. Masih besarnya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan.

3. Masih rentannya keberlanjutan investasi dan rendahnya daya saing ekspor.

4. Pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri masih terkendala.

5. Rendahnya produktivitas pertanian dalam arti luas dan belum terkelolanya sumber

daya alam dan potensi energi terbarukan secara optimal.

6. Kualitas pendidikan dan kesehatan rakyat masih relatif rendah.

7. Penegakan hukum dan reformasi birokrasi belum didukung secara optimal.

8. Masih rendahnya rasa aman, kurang memadainya kekuatan pertahanan, dan masih

adanya potensi konflik horisontal.

9. Belum memadainya kemampuan dalam menangani bencana

10.Masih perlunya upaya pengurangan keseniangan antarwilayah khususnya di daerah

perbatasan dan wilayah terisolir masih besar'

1 1. Dukungan inf raslruktur masih belum memadai.

Sehubungan dengan permasalahan di atas, maka prioritas pembangunan pengelolaan

keuangan daerah adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan investasi, ekspor dan kesempatan kerja. Difokuskan pada peningkatan

daya tarik investasi dalam dan luar negeri, pengurangan hambatan pokok pada

prosedur perijinan, administrasi perpajakan, kepabeanan, dan lainlain.

2. Revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan, dan pembangunan pedesaan.

Difokuskan pada peningkatan produki pangan, akes rumah tangga terhadap pangan,

produktivitas, perikanan, dan lainlain.

3. Percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pengelolaan energi'

Difokuskan pada peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai dengan standar
pelayanan minimal, daya saing sektor riil, dan lainlain.

4. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan. Difokuskan pada akelerasi
penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata dan bermutu,

peningkatan ketersediaan, dan lainlain.

5. Peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan. Difokuskan pada stabilisasi

harga bahan pokok, mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin,

dan lainlain.

6. Pemberantasan korupsi dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Di{okuskan

pada penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, peningkatan kualitas

pelayanan publik, dan lainlain.

:
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7. Penanganan bencana, pengurangan risiko bencana, dan peningkatan pemberantasan
penyakit menular

Dari dokumen perencanaan di atas maka pemerintah daerah akan melanjutkankepada Iangkah iangkah berikut dalam penyusunan ApBD
1. Penyusunan Kebijakan Umum ApBD (KUA).
2. Penyusr-rnan prioritas dan pla{on Anggaran Sementara (ppAS).
3. Penyusunan dan penyampaian surat edaran kepala daerah tentang pedomanpenyusunan RKA SKPD kepada seluruh SKpD.
4. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang ApBD.
5. Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran ApBD.
6. Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang ApBD dan peraiuran kepaladaerah tentang penjabaran ApBD.

D. Pelaksanaan

Untuk anggaran pemerintah pusat. pelaksanaan ApBN dimurai dengan diterbitkannyaDaftar Isian Pelaksanaan Anqgaran,/DIpA. Segera setelah *u,u ,unun anggaran dimulai(1 Januari tahun berjalan), n.'ut u Op,q hu.u..l"gn.u ait".t itfuu,., untuk dibagikan kepadasatuan-satuan kerja sebagai pengguna anggaran pada kementerian,4embagalseperti padapemerintah pusat. pemerintah 
91"*l luga harus menempuh .u.^ yu,,i.u_u, d;;;;;sedikit tambahan prosedur. seterah terbit peraturan Daerah rentang AptsD. sKpD wajibmenyusun DPA Dengan demikian, maka freksibilitas penggunaan anggaran diberikankepada Pengguna Anggaran. DpA disusun seca.a ,inci _"nnrrut klasifikasi organisasi.fungsi, program. kegiatan, dan jenis beranja disertai indikator kinerja. Dokumen ini disertaidengan rencana penarikan dana untuk mendanai kegiatan dan apabila auri kngiutu;tersebut menghasilkan pendapatan maka rencana pJneri-aun kas (pendapatan) juga

harus dilampirkan. Jika DIpA bagi kementerian,4embaga sudah dapat dijadikan dokumenuntuk segera meiaksanakan
masihdiplerrukans;t";;"il::H:"',ffilti"T::j;nT,::ilil?it j"r"j:l
menyatakan tersedianya dana untr-rk meraksanakan kegiatan. spD ini diperiukan untukmemastikan bahwa dana yang diperlukan melaksanak"an kegiatan sudah tersedia padasaat kegiatan berlangsung Seterah DpA dan SpD terbit, maka -u.ing--u.i'.'g .u'iu.,-,kerja wajib melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya, ataspelaksanaan kegiatan oreh satuan kerja, ada dua sisterilaig terkart dengan pelaksanaan
anggaran, yaitu sistem penerimaan dan sistem pembavaran.

l. Sistem Penerimaan

Seluruh penerimaan daerah harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah dantidak diperkenankan digunakan secara langsung oleh sattin kerja yang melakukanpemungutan (azas bruto). oreh karena itu, penerimaan wajib cliseior ke R"k",-lrn,l

5
Penqelolaan Keuangan pemeri.tah Daprah
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3 PPKD,zKepala DPpKAD selaku bendahara umum daerah/BUD menerbitkan SpD.
4. PPTK di seluruh SKpD menyiapkan dokumen Spp_LS.
5. Bendahara penerimaan dan pengeluaran diusulkan ppKD kepada KDH untuk

ditetapkan sebagai bendahara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan daram
rangka pelaksanaan anggaran SKpD. Bendahara pengeluaran mengajukan Spp_Up/
GU,/TU (sistem UyHD) dan Spp_LS.

6 Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran adarah pejabat fungsionar. Baik
secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan fnrdugungunpekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak ."bugui pn,_,ju.in ;;kegiatan/pekerjaan,/penjualan,. serta membuka rekening/giro poJatau _n.yi_pun
uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya alas nama pribadi.

T Bendahara dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh bendahara penerimaan
pembantu dan/ atau bendahara pengeluaran pembantu.

8. Bendahara secara fungsional bertanggung jawab kepada ppKD selaku BUD.
9 . Bendahara secara administratif bertanggung jawab kepada kepala SKpD .

l0.Kepala SKPD mengajukan SpM Up,zGU fitJ danspM LS.
1I.PPKD selaku Kuasa BUD Menerbitkan Sp2D.
12.PPK SKPD mengakuntansikan dan menyiapkan laporan keuangan SKpD, serta

melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DpA SKPD Kepala SKpD mnrrniupkunpejabat yang melaksanakan tata usaha keuangan pada SKpD sebagar ppK sKpD.PPK SKPD yang mempunyl tugas meneliti keiengkapan Spp_LS (pengadaan
barang), UP, GU. TU dan Spp-LS gaji tunjangan clan 

'ainnya. 
Melakukan verifikasi

SPP, menyiapkan spM, melakukan verifikasi h-arian atas penerimaan, meraksanakan
akuntansi SKPD dan menyiapkan laporan SKpD.

13.Kepala SKPD menyusun pertanggungjawaban Dana (Sp".
74.PPKD/kepala DppKAD,BUD menyusun laporan keuangan dan pertanggung jawaban

pelaksanaan APBD.

Salah satu tahapan penting dalam tahap ini adalah penatausahaan bendaharapenerimaan dan penausahaan bendahara pengeluaran, yaitu seperti berikut.
l. Penatausahaan bendahara penerimaan.

Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruhpenerimaan dan menyetorkan seluruh penerimaan yang menjadi tanggung lawabnya.Prosedur penatausahaan bendahara pnnnri-uun"-nrupakan prosedur yang
digunakan menatausahakan kegiatan menerima, menyimpan. menyetor, membayar,
menyerahkan, dan mempertanggungjawabkan pene.imaan uang yang berada dalampengelolaan bendahara penerrmaan.

3ti:ry" yang digunakan pada prosedur penatausahaan bendahara penerimaan
rerdrn atas berikut ini

^ ,.".: r'
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a.

b.

C,

d.

e.

f.

s.
h.

t.

j
k.

l.

Anggaran kas.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-

SKPD).

Buku Kas Umum (BKU) Penerimaan'

Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian (RPH)'

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah)

Surat KetetaPan Retribusi (SKR)'

Surat Tanda Setoran (STS).

Bukti penerimaan lainnya yang sah'

Nota kredit&ukti setoran.

Buku simpanan,/bank
Perincian penerimaan perincian objek

Register penerimaan kas.

SKPD).
Surat PenYediaan Dana (SPD)'

Register SPD.

SuLt Permintaan Pembayaran (SPP), terdir! atas berikut ini'

1) SPP-Uang Persediaan (SPP-UP)'

2) SPP-Ganti Uang Persediaan (SPP-GU)'

3) SPP-Tambahan Uang (SPP-TU)'

4) SPP-L-angsung (SPP-LS)'

5) Register SPP.

6) Surat Perintah MembaYar (SPM)'

7) Register SPM.

8) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Adapun prosedur penatausahaan bendahara penerimaan terdiri atas berikut ini'

a. Prosedur penerimaan setoran melalui bendahara penerimaan'

b. Prosedur penerimaan setoran melalui bendahara penerimaan pembantu'

c. Prosedur penerimaan setoran melalui badan' lembaga keuangan' atau kantor

pos.

d. Prosedur perlanggungjawaban penerimaan setoran'

2. Penalausahaan bendahara pengeluaran'

Prosedur penatausahaan bendahara pengeluaran merupakan prosedur yang digunakan

untuk menatausahakan kegiatan menerima' menyimpan' menyetor' membayar'

menyerahkan, dan mempert"anggungjawabkan pengeluaran uang yang berada dalam

pengelolaan bendahara pengeluaran'

Dokumen yang digunakan pada prosedur penatausahaan bendahara pengeluaran

terdiri atas berikut ini

a. Anggaran kas.

b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-

c.

d.

e.
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I 9) Register SP2D.

I 10)Buku Kas Umum pengeluaran.

I 11) Buku Kas Umum pengeluaran pembantu.

I 12)Buku Pembantu Simpanan/Bank.

I 13)Buku pembantu panjar.

I 14) Buku Pembantu Pajak ppN,zpph.

I 15) Berita Acara pemeriksaan Kas.

I 16)Register penutupan Kas.

I 17) Rincian Pengeluaran perincian Objek.

I lB) Kartu Pengendalian Kredir Anggaran.

I 19) Laporan Pertanggungjawaban pengeluaran.

| 20)Surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran.
I
I Adapun prosedur penarausahaan bendahara pengeruoran rerdiri orar berikut inr.

I a Prosedur penerbitan Surat penyediaan Dana (SpD).

I b Prosedur penerbitan Surat permintaan pembayaran (Spp).

I c. Prosedur penerbitan Surat perintah Membayar (SpM).

I d Prosedur Penerbitan Surat perintah pencairan Dana (Sp2D)

I e. Prosedur Penggunaan Dana.

I f. Prosedur Pertanggungjawaban penggunaan Dana.

I
I F. Pelaporan
I
I Luporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu wujud benrux

I pertanggungiawaban pemerintah daerah atas penggunaan keuangan daerah dalam

I rangka pelaksanaan otonomi daerah dan operasionar pemerintah daerah. hal tersebut

I menjadi tolak ukur kinerja untuk dapat dipertanggungjawaban pada setiap akhir tahun

I anggaran Tujuan umum pelaporan keuangan daerah adalah untuk menyajikan informasr

f Vans oerguna untuk pengarnbilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas enuras

I 
nelanoran alas sumber ddya.

I btoran keuangan harus disusun se.uai dengan Slandar Akunransi pemerinlah (SAp)

I sesuai dengan Peraruran pemerinrah Nomor 24 Tahun 2005 yang rerah diperbaharui

I 1""s": 
Peraturdn Pemerintah Nomor 7r rahun 20 l0 tenrang Standar Akunran.i

I flTnlirtahan. Laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahun akan cliperiksa oreh

I 
BPK dan setelah itu dipertanggungjawabkan ke DpRD propinsi/kabupa ten/kota.

I C. Pe rta n g g u n gjawa ba n

; Dengan munculnya otonomi daerah dalam bidang keuangan. pemerintah daerah

I mempunyai kebebasan untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri. Pemerintah claerah

I Ot.u..Tnrencanakan sendiri, meiaksanakan sendiri serta mempertanggungjawabkan

I sendrn.

I

I

/ eenqetotaan t{euangan trer#ah Daerah g
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Dengan banyaknya regulasi, saat ini baik pemerintah pusat maupun pemerintah

daerah, Laik di tingkat kementerian maupun di tingkat sKPD diiuntut 2 (dua) jenis

pertanggungjawaban, yaitu: pertanggungjawaban keuangan dan pertanggungjawaban

linerja-.- Garnbaran menyeluruh dari pertanggungjawaban keuangan dan kinerja

oemerintah daerah adalah sebagai berikut'

Skema Pertanggungiawaban Keuangan Pemerintah Daerah

1. Pertanggungjawaban Keuangan

- UU Nomor 1712003

- UU Nomor 1/2004

- UU Nomor 2512005

- UU Nomor 32/2005

- UU Nomor 33/2005

- Dan Aturan Lainnya

-EF*g*@-@*
! ]l Prnit'a Anooara. ddn DPBD

IY

-{t-rF-rli1-

1. Pertanggungjawaban Keuangan

Pertanggungjawaban keuangan diatur di dalam paket regulasi keuangan' yaitu

Undung-undung Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah' Undang-undang

No-oi1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15

tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah'

Undang-undangNomor25Tahun2005tentangSistemPerencanaanPembangunan
Nasional,Undang-UndangNomor32tahun200zitentangPemerintahDaerahserta
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah'

Dalam sistem tersebut diatur mulai dari perencanaan sampai pelaporan, yang

penjelasannya adalah sebagai berikut.

a. Pemerintah daerah memulai kegiatannya dimana setiap SKPD mengajukan rencana

kegiatan kerja dengan menyusun dokumen anggaran, yaitu Rencana Kineria dan

Anggaran (RKA).

..Xr,
& xxl
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I b. Seluruh RKA tersebut dikumpulkan/kompilasi oleh rim Anggaran pemerintah Daerah

I flAPD) untuk dibahas dan diajukan ke DpRD.

I c DPRD akan membahas usulan anggaran atau RKA tadidengan tim TApD dan masrng-

I , ffiH Ll,lil; o".o"n"san yang panjans maka usulan RKA tadi akan menjadi usulan

I APBD Usulan APBD pemerintah kabupaten dan kota akan dievaluasi oleh pemerintah

I ill3ili';lffix,?flL;:*Ti:,i'sffi,":ilff::,:frf:iff:i,':i:i**,
I lebih tinggi akan dikembalikan kepada pemerintah propinsi/kabupat"./k.tu.:;:fl

t ::.::"i:pengesahan 
dari DPRD 

I

I e. setelah disahkan maka ApBD akan dirinci menjadi dokumen peraksanaan dnggaran 
I

I Om). yang merupakan dokumen terinci dari masing masing SKpD. 
I

I f. 
!^{1!um dicairkan pemerintah daerah akan menerbitkan Surat penyediaan Dana II (sPD) |

I n Untuk pencairan dana pemerinrah daerah/SKpD mengajukan drau membuar surar I

I Perminlaan Pencairan (Spp). 
I

I h Setelah iru dibuatkan Surar perintah Memboyar (SpM). 
I

I : 
Kemudian dibuatkan Surat Perintah pencairan Dana (Sp2D). 

II 
j Pencairan dana di aias akan dicatat di dalam buku buku serta dilaporkan dalam lap

l o".,anggungJawaDan keuangan. 
uu^u 5st t'l urrcrl)ulKd'l udldm laporan 

Ir^l
| 

2- Pertanggungjawaban Kinerja 
I

I Peraluran yang mengatur keseruruhan perranggungjawaban kinerja diarur daram I
I Inpres Nomor 7 Tahun 1999 lentang Sislem Akuntabilitas Kinerja Insransi pemerintah I
I (SAKIP). sisrem ini dimuiai dari perencanaan sampai peraporan. perencanaan I
I nembangunan daerah akan menghasirkan rencana pembangunan jangka penjang {RpJp), I

I ru;:l:T:n-i;illHlil::::",1,$iiil;1ff'""" 
stra'Iesis (Renstra) Rencana 

I
J Adanun penjelasan dari pertanggungjawaban kinerja adalah sebagai berikut. I
I a. Pemerintah daerah diwajibkan menyusun RpJp. RpJp ini merupakan penjabaran I
I tujuan daerah ke dalam visi. misi dan arah pembangunan daerah. I
I b Berdasarkan RPJP tersebut pemerintah daerah menyusun RpJM yang mempunyai I
I janst<a waklu 5 (lima) tahun sekari. sedangkan RpJM Daerah merupakan penjabaran I
I 9gl"isi. misi. dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada I
I lPiP.Daerah dan memperharikan RpJM Daerah. memuat arah kebijakan keuangan I
I daerah. slrategi pembangunan daerah. kebijakan umum. dan program satuon Kerja I
I Perangkat Daerah (SKPD). lintas SKpD. dan program kewilayahan disertai dengan I

| 
ffiTi.."n.unu 

kerja dalam keranska requlasi dan kerangka pendanaan yang bersifat 
I

I e.nn.roruun r(euanean pemerinrah Daerai 11 
4
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c. Setelah itu menyusun Renstra yang mempunyai jangka waktu 5 (lima) tahun sekali

yang isinya adalah perencanaan lebih lengkap' dibanding RPJM Renstra pada

ilngkat daerah memuat visi, misi, tuiuan, strategi. kebijakan' program' dan kegiatan

pnrnbung*un ,nsuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada

RPJM Daerah dan bersifat indikatif, sedangkan R.enstra- SKPD pada tingkat daerah

memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebiiakan' programi dan kegiatan pembangunan

yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta

berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif'

d. RKP Daerah merupakan peniabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP

Pusat memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah'

rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah

maupun yang ditempuh dengan mendorong parlisipasi masyarakat'

e. setelah itu, dibuat Renja yang berisikan laporan rencana setiap tahr-n sekali yang isinya

berpedoman kepada Renstra. Renja pada tingkat daerah disusun dengan berpedoman

pada Renstra dan mengacu pada prioritas pembangunan daerah dan pagu indikaiif'

serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan

langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat, sedangkan Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra

SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program' dan kegiatan

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun

yang ditempuh dengan mendorong partisipasi nrasyarakat'

f. Setelah rencana kinerja dilaksanakan maka disusunlah laporan hasil kegiatan tersebut

dalambentukLaporanAkuntabilitasKinerjalnstansiPemerintah(IAKIP).LAKIP
merupakan bagian dari pertanggung jawaban keuangan pemerintah daerah'

SAKIP ini merupakan dasar dari penyusunan sistem pertanggungjawaban keuangan

dimana setiap kegiatan yang akan diusulkan dalam kegiatan keuangan harus

mempunyai kinerja yang ielas. Yang akan dinilai/dievaluasi dalam pertanggungjawaban

kinerja. Usulan kinerja menurut informasi indikator kineria yang direncanakan, berupa

input, output, outcome, benefit dan impoct (indikator kinerja, yaitu benefit dan

impoct saat ini ditunda pelaksanaannya). Evaluasi kinerja ini dapat dilakukan sendiri

oleh para penyelenggara pemerintah daerah denglan menggunakan sistem pengukuran

kinerja.

Pemerintah daerah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD' baik

dalam bentuk laporan keuangan maupun laporan kinerja' Laporan keuangan disusun

dan disajikan sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintahan (sAP), sedangkan laporan

kinerja disusun sesuai dengan peraturan pemerinlah yang mengatur tentang laporan

kinerja instansi pemerintah. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD berupa laporan

keuangan.L-aporankeuanganyangdisampaikankeDPRDadalahlaporankeuanganyang
telah diperiksa oleh BPK. Laporan keuangan yang telah diaudit ini disampaikan kepada

DPRDselambat-lambatnya6(enam)bulansetelahtahunanggaranberakhir.L-aporan
keuangan tersebut setidak-tidaknya terdiri atas berikut ini'

rrx'
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1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
2. Neraca.
3. Laporan Operasional (LO).
4. l-aporan Perubahan Ekuitas (LpE).
5. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL).
6. Laporan Arus Kas (LAK).

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan sebagaimana di atas disampaikan ke DpRD dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan selama sau ranun anggaran.
Selain laporan keuangan tersebut, juga dilampirkan ikhtisar laporan keuangan perusahaan
daerah, seperti PDAM dan satuan kerja lainnya yang pengelolaanya diatur secara khusus
seperti Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

H. Pengawasan

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah setiap tahun akan mengalami dua (dua)
kali pengawasan. yaitu dari pihak internal (Aprp)cran pihak eksternal (BpK). pemerikaan
APIP dilakukan dalam tahun berjalan karena itu disebut interim aud.it, sedanqkan
pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksternal dilakukan setelah tahun berjalan divbut
post audit. Dasar hukum pemeriksaan internal audit. yaitu pp Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pembinaan dan Pengawasan dan penyelenggaraan pemerintah Daerah serta
PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern pemerintah (Splp),
sedangkan dasar hukum untuk eksternaladarah Undang Undang Nomor 12 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara oleh BpK.

.t
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GAMBARAN UMUM AKUNTANSI SEKTOR KOMERSIAL

A. Cakupan Bidang Akuntansi

Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pembenan kepastian mengenai
informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat kepuiusan
lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di daram perusahaan, orjanisasi,
dan lembaga pemerintah.

Akuntansi adalah seni dalam mengukur. berkomunikasi dan menginterpretasikan
aktivitas keuangan. Secara luas, akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan
keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oreh para manajet pengambil kebijakan,
dan pihak berkepentingan lainnya, seperti pemegang saham, kreditur atau pemilik.

Akuntansi keuangan adalah suatu cabang dari akuntansi dimana informasi
keuangan pada suatu bisnis dicatat, diklasifikasi, diringkas. diinterpretasikan, dan
dikomunikasikan.

Penerapan akuntansi di Indonesia secara umum digambarkan sebaqai berikut.

.lxxxx
;,.'x&*&

Di Indonesia, penerapan akuntansi terbagi
berikut.

dalam dua kelompok besar, yaitu sebagai
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Akuntansi perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu akuntansi keuangan (f nancial accounting\ l
dan akuntansi manajemen (monogement accounting]. Diiinjau dari orientasinya, entitas l

ffi::tffiffi:1ffi'"'"::hlaba'/keuntunsan' 
se'cangkanorganisasisektorpublik 

I
Akuntansi perusahaan mengacu p ada International Financial Reporting Stondord I

(IFRS) merupakan standar pencatatan dan pelaporan akuntansi yang berlaku secara I
intnr.ta.io.tul yang dikeluarkan oleh International Accounting Standord Boords (IASB)' 

I
sebuah lembaga internasional yang bertujuan untuk mengembangkan suatu standar I
akuntansi yanj tinggi, dapat dimengerti, diterapkan' dan diterima secara internasional' 

I
IFRSmerupakanstandaryangdibuatolehlnternationalAccountingStondordsI

Boords (IASB) dengan tujuan memberikan kumpulan standar penyusunan laporan 
I

keuangan pn.usuhuan di seluruh dunia' Perusahtran dapat menghasilkan laporan 
I

keuania.t yang berkualitas tinggi' dapat diperbandingl<an dan transparan yang digunakan 
I

oleh iivesior di pu.u, modal dunia maupun pihak pihak yang berkepentingan lainnya 
I

(stokeholder). Di Indonesia. aplikasi IFRS tersebut digunakan untuk penyusunan PSAK 
I

iPer,'tyataan Standar Akuntansi Keuangan) yang mrzrupakan standar bagi perusahaan 
I

bnsuriun -n,-,e.tgah, sedangkan bagi perusahaan tingkat kecil menggunakan SAK ETAP I
(Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) l

2. Akuntansi Pemerintahan (Gooermental Accountingl I
Akuntansi pemerintahan merupakan bidang khusus akuntansi yang dipergunakan I

oleh lembaga-lembaga pemerintah Bidang ini berl3una sebagai alat bagi pemerintah 
I

untuk menyelenggarakan pencatatan yang teratur tentang penerimaan dan pengeluaran 
I

dana. Sektor publik merupakan organisasi komplek dan heterogen yang menyebabka" 
I

kebutuhaninformasiuntukperencanaandanpengenclalianmenejemenlebihvariasi.TidakI
terkecuali bagi stokeholder sektor publik, mereka membutuhkan informasi yang lebih 

I

bervariasi, handal dan relevan untuk pengambilan keputusan. Tugas dan tanggung lawab 
I

akuntansektorpublikadalahmenyediakaninlormasi.baikuntukmemenuhikebutuhanl
internal maupun eksternal dari organisasi'

Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses

pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk

pemlbuaian keputusan dan untuk menilai kineria orgranisasi. Karena kebutuhan informasi

di sektor publik lebih bervariasi. maka informasi tida'k terbatas pada in{ormasi keuangan

fang dihasilkan dari sistem akuntansi organisasi. lnlormasi non-moneter seperti ukuran

outlput pelayanan juga harus dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan

,'1,'.: :,', : : ;'- --'i
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I Berdasarkan kebutuhan tersebut, lnternational Federotion ot' Accountants-IFAC

I 
(Federasi Akuntan Internasional) membentuk sebuah komite khusus yang benugas

I menyusun sebuah standar akuntansi bagi organisasi sektor publik yang berlaku secara

I internasional yang kemudian disebut Internationol Public Sector Accouiting Standords
T (IPSAS).

t Dalam pelaksanadnnya. komire tersebut ridak hanya menyusun standdr. letapr JUgd
I memDuat program yang sistematis yang mendorong aplikasi IPSAS oleh entitas-en'ras
I publik di seluruh dunia. IPSAS meliputi serangkaian standar yang dikembangkan untuk

I basis akrual (occruol bosis), namuniuga terdapat suatu bagian IpSAS yang ter;isah guna

I merinci kebutuhan untuk basis kas (cash basis). IpSAS dapat diadopsi oleh organisasi

J sektor publik yang sedang dalam proses perubahan dari cash basis ke occruol oosrs.

I 9^r^s:lisasi 
sektor publik yang terah memutuskan untuk mengadopsi basis akrual menurut

I lt'545. harus mengikuti ketentuan waktu mengenai masa transisi dari basis kas ke basis
I akruai yang diatur oleh lpSAS.
t
I Cukupan yang diatur dalam IPSAS meliputi seluruh organisasi sektor publik termasuk

I J,su lembaga pemerintahan. baik pemerintah pusat, pemerintah regional (provinsi),

I 11 T"lintah daerah (kabupaten,/kota), dan komponen komponen kerjanya (dinas_clinas).

| :' lndonesia. 
.aplikasi 

dari IpSAS digunakan sebagai bahan utama penyusunan SAp

I oeroasts akrual.

I

I B. Pengertian Akuntansi
I

I Pengertian akuntansi dapat dijeraskan merarui dua pendekatan, yaitu dari segi proses

| 1": 
dari segi lungsinya. Dilihat dari segi prosesnya, akuntansi adarah suatu keterampilan

| 13,?rn. 
mencatat. menggolongkan dan meringkas transaksi_transaksi keuangan yang

I dilakukan oleh suatu lembaga atau perusahaan serta melaporkan hasil-hasilnya di daram

I s:ratu laporan yang disebut sebagai laporan keuangan. Dilihat dari segi fungsinya,

I akunlansi merupakan sualu kegidtan jasa yang berfungsi menyaiikan informasi kuantilatil,

I ten-ttama yang bersifat keuangan, dari suatu lembaga atau perusahaan yang diharapkan
I daoat digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi di antara
I berbagai alternatif tindakan.
I

I Berdasarkan kedua pengertian akunransi sebagaimana di alas. maka dalar
I disimnulkan bahwa fungsi akuntan:r pada dasarnya adaiah unruk memberikan informasr

I kuantitatif mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi terutama yang bersifat keuangan yang
I bermdnlaal daiam pengambilan keputusan.

I Hal lain yang luga dapat disimpulkan dari kedua pengertian akuntansi dimaksud

I adalah mengenai pembidangan akuntansi. Menurut kedua pengertian akuntansi. kegiatan

I jutu yang dilakukan oleh akuntansi dalam menyajikan informasi keuangan. selalu beriaitan

I dengan kegiatan suatu lembaga atau suatu perusahaan. secara umum, akuntansi dibagr

I dalam tiga cabang. yaitu: akuntansi keuangan. akuntansi manajemen, dan akuntansr
pemerintahan.

,' , ,rf .;
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1.

2.

3.

Secara umum, baik dalam akuntansi keuangan akuntansi manajemen maupun

akuntansi pemerintahan, siklus yang terjadi pada dasarnya sama' dimulai dari suatu

transaksi yang berkaitan dengan keuangan, sampai dengan laporan keuangan disusun'

Berikut siklus akuntansi yang terjadi secara umum di semua entitas'

Mn--remm---wmx-=w,fv

Berdasargambardiatasdapatkitauraikanbahwasiklusakuntansiadalahsebagai
berikut.

Pencatatan daia ke dalam dokumen sumber/bukti transaksi'

Penjurnalan, yaitu menganalisis dan mencatat transaksi dalam jurnal (buku harian)'

Melakukan posting ke buku besar' yaitu memindahkan debet dan kredit dari iurnal

ke akun buku besar.

4. Penyusunan neraca saldo, yaitu menyiapkan neraca saldo untuk mengecek

keseimbangan buku besar.

5. Membuat ayat jurnal penyesuaian dan memasukkan jumlahnya pada neraca saldo'

6. Membuat ayat-ayat penutup, yaitu menjurnal dan memindahbukukan ayat-ayat

penutup.

7. Penyusunan laporan keuangan, yaitr-r laporan rugi laba, laporan perubahan modal

dan neraca (akuntansi komersial).

Sejalan dengan uraian sebelumnya, akuntansi pemerintahan merupakan salah satu

bidangakuntansiyangberkaitandenganlembagapemerintahan.Akuntansipemerintahan

-n-lliki karakteristik khusus, di antaranya lebih menekankan pada pencatatan

pelaksanaan anggaran negara serta pelaporan realisasinya Hal tersebut yang terkadang

menyebabkan akuntansi pemerintahan disebut sebagai akuntansi anggaran'

C. Basis Akuntansi

Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan

pengaruh atas transaksi atau keiadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan'

budl u1nr*nyu, terdapat dua basis akuntansi, yaitu basis kas (cosh basis of occounting\

dan basis akrual (occruoi bosis of accounting)'

'!.Y& gxry$



Kedua basis ini membedakan cara pencatatan transaksi ekonomi dan kejadian
kejadian lain untuk mempermudah pemahaman, berikut diberikan penjelasan awal terkait
basis akuntansi pada sektor komersiar. pendapatan menurut pencatatan dengan basis
kas adalah semua penerimaan dalam bentuk tunai atau kas yang dicatat di buku bank
perusahaan. Jumlah pendapatan yang dilaporkan adalah sama dengan total uang yang
diterima oleh perusahaan pada suatu periode. Di rain pihak, pengertian beban adalah
seluruh pengeluaran yang dibayar oleh perusahaan. Dengan demikian, totar beban yang
dilaporkan pada suatu periode adarah total pengeluaran yang tercatat pada buku bank
perusahaan. Pada akhirnya, laba atau rugi yang merupakan serisih antara pendapatan
dengan biaya, bila digunakan basis kas dapat diketahui iecara cepat dengan menghitung
berapa saldo kas yang ada pada akhir periode.

Untuk mempermudah pemahaman tentang basis kas dan basis akruar dapat dilihat
dari contoh berikut: perusahaan A selama tahun 2014 memiliki penghasiran .ebn.u. Rp
1.000.000.000,- yang sampaidengan tanggal 31 Desember semua uang sudah diterima
di rekening bank perusahaan. Beban perusahaan berupa tagihan yang clisampaikan dan
yang sudah dibayar untuk tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 900.000.000.
Dengan demikian, perusahaan akan melaporkan dalam laporan aktivitasnya sebagai
oenKuI

*p"ffi"tf"J -. --
- tla-ra--ab.R

€lr"1efifiili!fi t["*mb.r 20x
Pendapatan Rp 1.000.000.000

Biaya Rp (900.000.000)

Laba Rp 100.000.000

Basis akrual melakukan pencatatan berdasarkan apa yang seharusnya menjadi
pendapatan dan beban perusahaan pada suatu periode. Dengan demikian, suatu
perusahaan akan mencatat pendapatannya berdasarkan seluruh pendapatan yang
telah menjadi hak perusahaan, terlepas apakah hak ini telah diwujudkan dalam bentul
penerimaan kas atau tidak, demikian juga dengan beban.

Sebagai contoh, untuk membedakan pendapatan versi basis akrual dengan basis
kas adalah sebagai berikut: perusahaan B memiriki unit kegiatan berupa pemberian jasa
pelatihan kepada perusahaan klien sesuai dengan kontrak yang terah ditandatangani.
Pelatihan akan dilakukan serama Bulan Desember 20r4 dengannirai Rp 100.000.000.
Kegiatan pelatihan telah dilakukan sesuai jadwar. Krien mlmbayar kontrak tersebut
baru pada bulan Januari 2015. Menurut basis akrual. pendapatan perusahaan pada
tahun 2014 termasuk Rp 100.000.000 dari kontrak teisebut, meskipun tagihan baru
dikirimkan dan dibayar oleh ldien bulan Januari 2015. Jadi, pada tahun 2014. pendapatan
yang dilaporkan perusahaan adalah termasuk pendapatan dari kontrak sebesar Rp
100.000.000 tersebut.
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Di lain pihak. menurut basis kaLs. karena tidak ada penerimaan kas pada iahun 2014

maka tldak acla pendapatan dari kontrak tersebut yang diakui pada tahun bersangkutan

Pendapatan tersebut akan diakui pada tahun 2015 ketika perusahaan menerima

pembayaran rlari jasa pelatihan. Dengan demikian' berrdasarkan basis kas' pendapatan

pnru.uhuun jrrstru harus bertambah sebesar Rp 100 000 000 di iahun 2015 karena

adanya penerimaan kas. sedangkan berdasarkan basis; akrual' penerimaan kas ini tidak

berpe,'rgaruh pada pendapatan perusahaan tahun 20115'

Contoh lain untuk menggamlcarkan perbedaan t'eban antara basis akrual dengan

basis kas adalah sebagai berikut: dari jasa pelatihan di atas. honor instruktur sebesar Rp

50.000.000 baru dibayarkan pacla bulan Januari 2015, sedangkan biaya pencetakan

buku, sertifil.at serta konsumsi p'zserta telah dibayarkan ke supplier bulan Desember

2014 sebesar Rp 30.000 000. Pada basis akrual' semua jenis biaya ini merupakan beban

yang seharus;nya menjadi beban t;ahun 2014 karena rnenyandingkan antara biaya yang

ti.brl dnngun hasil yang diperolelh pada tahun yang sama Dengan demikian' apabila

jasa pelatih"an diakui pendapatannya pada tahun 201'4 maka seluruh biaya sehubungan

dengan pelalihan tersebut harus iLibukukan pada perkrde yang samal yaitu tahun 2014'

Den"gan demikian. laporan laba-rugi perusahan menurut basis akrual adalah sebagai

berikut.

Adapun di tahun 2015, tidak ada pendapatan dan biaya sehubungan dengan kegiatan

pelatihan ini.

Di lain pihak. menurut basis l':as, laporan laba rugi yang dilaporkan perusahaan tahun

2014 adalah sebagai berikut.

Dasar-Dasar Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah

Dqseiiber a9t d'

(50.000.000)

(30.000.000)

Biaya Konsumsi
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I Untuk tahun 2015, laporan laba-rugi perusahaan akan tampak sebagai berikut.Ir 
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I
I pendapatan

I I Hpr t00,000.000

I Biaya Honor lnsrrukrur ] np I TSO.OOO.OOO, I

I
I Biaya Konsumsi ] no I n I

I Laba ] nP I so ooo ooo '

I Secara singkat terlihat bahwa metode pencatatan basis akrual lebih memberikan
I glmuaran yang tepat mengenai kondisi keuangan perusahaan. Basis kas lebih mudah

1 dilakukan.serta memberikan gambaran yang mudah dimengerti mengenai status surplus

I 
arau dehsit perusahaan dikaitkan denqan saldo kas yang dimiliki.

I ?i,saT,pjng kedua basis akuntansi tersebut, terdapat alternatif lain basis akuntansi.

Lyaitu Modified Accrual Bosis (Basis Akrualyang Dimodifikasi). Basis ini merupakan suatu

| :ur| Skuntansiyang 
mengadakan pemisahan dengan cara pendapatan dicatat berdasarkan

I :as]s 
kas, sedangkan biaya berdasarkan basis akrual. Alternatif ini menggambarkan kehati

I nanan yang sangat tinggi (konservatisme) dari pihak mana.jemen perusahaan. Kehati-

J hauan tersebut tercermin dengan pencatatan biaya. bahkan ketika tiaya berum menladi

I kenyataan Pendapatan tidak dicatat sampai sudah menjadi kenyataan, yaitu saat diterrma

I nemOayarannya. Pendapatan hampir sama seperti menggunakan basis kas.

I t"baliknya. untuk beban justru basis akruar yang dipakai. Har ini dikarenakan

I nertimbangan perusahaan yang tidak dapat mengerak atau membatalkan tagihan

I sepanJanglas3 drdu nroduk sudah dinikmali oleh peru.ahaan. Bira pemasok sudah

I mensirimkan ragihan. maka peru.ahaan sudah mencalatnya sebagai biava. meskrpun

I 
ncmoayar.rnnya baru dilokukon tohun berikutnvo.

I Analogi dengan bidang akuntansi komersial. pengertian basis akuntansi di sektor

I nemerintahan dapat dijelaskan sebagai berikut. Daram basis kas (cosh bosis). pencatatan

I pendapatan dan atau biaya dilakukan pada saat kas diterima oleh kas pemerintah daerah (kas

I l.:.,daerah) atau dibayarkan dari kas pemerintah daerah (kas umum daerah). Di dalam

I oasis akruai. suatu transaki ekonomi dan peristiwa peristiwa lain diakui dan dicatat dalam

I catatan akuntansi dan dilaporkan dalam periode laporan keuangan pada saat terjadinya

I 
rransaKsr tersebut. bukan pada saat kas atau ekuivalen kas diterima atau dibayarkan.

| , 
Contoh transaksi yang membedakan basis kas dan basis akrualadalah dalam peristiwa

I poou sdat pemerinrdh menerbirkan surdr Keterdpan pajak (SKp). Dalam basis kas. saal

I terbitnya sKP tersebut belum diakui sebagai pendaparan. karena pemerintah berum

I le.nerima 
kas Namun, daram basis akruar, terbitnya sKp tersebut oleh pemerintah sudah

I diakui sebagal pendapatan, walaupun pemerintah berum menerima kas atas pendapatan
I paiak tersebut.

I

Gambaran Unu,n Al(untansi S(
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Biaya Honor lnstruktur (50.000.000)

Biaya Konsumsi
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Contoh lainnya, informasi akrualiuga menyangkul belanja barang yang masih harus

dibayar. Jenis belanja ini dapat terdiri atas belanja barar-rg/jasa yang masih harus dibayar'

yaitu kewajiban yang timbul akibai hak atas pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh

pemerintah daerah untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari' pengadaan barang

,u.n nuUit pakai seperti alat tulis kantor, pengadaan/penggantian inventaris kantor'

Lng"gunun auyu aan jasa, lainJain pengeluaran untuk membiayai pekeriaan yang sifatnya

.ron-fisik dan secara langsung menunjang tugas pokc'k dan fungsi pemerintah daerah'

pengadaan inventaris kantor yang nilainya tidak memenuhi syarat nilai kapitalisasi

-ini-rm yang diatur oleh pemerintah daerah dan pengeluaran iasa non-fisik' seperti

pengnluu.u. *tuk biuyu pelatihan dan penelitian, namun sampai pada akhir periode

pnlJporu. belum dilakukan pembayaran/pelunasan/realisasi atas haklperianjian/

komitmen tersebut. Dokumen sumbeiyang terkait berrl.Ipa tagihan dari penyedia barang/

jasa, surat keputusan pembentukan tim, berita acara serah terima (BAST) barang/jasa

dan dokumen pendukung lainnYa.

D. Perbandingan Basis Kas dengan Basis Akrual

1. Akuntansi Berbasis Kas

Akuntansi berbasis kas merupakan basis yang secara tradisional digunakan oleh

pemerintah di berbagai negara. Pengakuan dan pengpkuran dilakukan berdasarkan kas

masuk dan kas keluar.

Kelebihonnya:

a. Relati{ sederhana.

b. Mudah dipahami dan dilaksanakan'

c. Proses audit lebih mudah.

d. Memudahkan dalam pengendalian belanja'

KekurongonnYa:

a. Rentan maniPulasi arus kas.

b. Mendorong kecenderungan belanja sampai anggaran habis'

c. Tidak ada pengendalian aset nonkas secara terkoordinasi melalui akuntansi'

d. Aset terabaikan atau tidak digunakan dengan eferktif'

e.Pembengkakanutangdanrisikokebangkrutanti<lakterdeieksimelaluiakuntansidan
laporan keuangan.

f. Hanya memberikan gambaran parsial tentang keuangan negara'

g. Tidak memfasilitasi hubungan antara analisis ekonomis dengan output organisasi

h. Tidak menggambarkan beban keuangan yang sebenarnya' terutama beban penyusutan

aset tetap.

i. Tidak mampu menghasilkan neraca sehingga neqara tidak pernah mengetahui posisi

dan risiko keuangan (b/ind spof accounting\'
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diterima atau dibayarkan. Dengan kata lain' basis akrual digunakan untuk pengukuran

aset, kewajiban dan ekuitas dana'

Akuntansiberbasisakrualmerupakaninternotionalbestprocticeda|ampengelolaan
keuangan modern yang sesuai dengan prinsip Netu P.u.blic Managemen t (NPM) yang

-engJdepankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan'

Akrual basis mendasarkan konsepnya pada dua pilirr berikut'

b.

Pengakuan Pendapatan.
Saat pengakuan pendapatan pada basis akrual adalah. pada saat pemerintah

il".0".0"i ft"f. 
"n,uk 

-"luk'k- penagihan dari hasil kegiatan pemerintah Dalam

konsep basis akrual, mengenai kapan kas benar-benar 
. 

diterima menjadi hal yang

kurang pe.,ting . Oleh karena itu, dalam basis akrual kemudian muncul estimasi piutang

iJl"n"ntn, s"ebab penghasilan sudah diakui padahal kas belum diterima'

Pengakuan beban.

Pengakuan beban dilakukan pada saat kewajiban membayar sudah terjadi Sehingga

dengan kata lain, pada saat kewajiban membayar sudah terjadi' maka titik ini dapat

dianggap sebagai sforfing point munculnya biaya' meskipun beban tersebut belum

dibayar.

Kelebihannyo:

a. Menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik untuk tuiuan pengambilan keputusan

karena memenuhi urus "sn''iukit' baj-ik iniormasi' maka semakin baik keputusan" '

b. Pengalokasian sumber daya dapat diketahui lebih akurat'

c. Penilaian kinerja yang lebih akurat dalam satu tahun pelaporan karena penilaian

kesehatan keuangan dikaitkan pada kineria organisasi pemerintah'

Dapat menghasilkan nilai aset, kewaiiban dan ekuitas yang lebih baik'

Pengukuran penilaian biaya suatu program/kegiatan yang lebih baik'

Sesuai reformasi manajemen keuangan pemerintah yang diamanatkan oleh UU'

Sesuai dengan international best practices' termasuk untuk kebutuhan'

Gouernment Finance Stotistics (GFS) yang berbasis akrual

Mengakumulasi kewajiban pembayaran pensiun

Menyelaraskan/meratakan belanja modal dengan akuntansi penyusutan'

Mewaspadai tlslko defaultutang yang akan jatuh tempo bersanksi denda'

Memungkinkan perundingan dan penjadwalan utang yang mungkin tak mampu

dibayar di masa depan yang masih jauh, tanpa tergesa-gesa'

Permintaanhoircutapabilaposisikeuanganterlihattidaktertolonglagimenjadi
masuk akal di mata negara/lembaga donor'

Memberi gambaran xeuangan lebih menyeluruh tentang keuangan negara dari sekadar

d.

e.

T.

g.

h.

1.

i.
k.

l.

m.

n.
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o. Mengubah perilaku keuangan para penggunanya menjadi lebih transparan dan
akuntabel.

Kelemahannya:

b.

Relatif lebih kompleks dibanding basis akuntansi kas maupun basis kas menuju akrual
sehingga membutuhkan SDM dengan kompetensi akuntansi yang memadai.
Lebih efektifnya pengambilan keputusan yang telah mendapatkan informasi yang
lebih komprehensif .

Lebih efektifnya audit karena akuntansi akrual menyediakan catatan yang jelas dan
koheren.

Meningkatkan pengendalian politik (political control) melalui pemahaman yang lebih
baik atas dampak informasi keuangan terhadap kebijakan.

Meminimalisasi risiko kesalahan dalam pembayaran.

Dari hasil kajian tentang kelebihan dan kekurangan masing masing basis akuntansi
di atas, maka akuntansi berbasis akrual mempunyai berbagai kelebihan dibandingkan
dengan basis akuntansi kas dan basis akuntansi kas menuju akrual, dan hal ini se'jalan
dengan perkemb angan international best practices.

d.

{rf'
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AKUNTANSI DI DUNIA INTERNASIONAL
DAN SEKTOR PEMERINTAHAN INDONESIA

A. Praktik Akuntansi Berbasis Akrual di Dunia Internasional
Internationar Federotion or Accountant ('FAC) sebagai badan penyusun standar

akuntansi 
.internasionar menyarankan untuk mengimpremJntasikan basis akruar untuksektor publik Pelaporan berbasis akrual berminfaat dalam mengevaluasi kinerjapemerintah terkait biaya jasa layanan. efisiensi, clan pencapaian tujuan. Dengan pelaporan

berbasis akrual, pengguna dapat mengidentifikasi po.i.i knru'rgu., pemerintah danperubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuanpendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas peml.intah yang sebenarnya. Akuntansipemerintah berbasis akrual juga memungkinkan pemerintah untrrk mengidentifikasi
kesempatan dalam menggunakan sumber daya masa depan dan mewujudkan pengelolaan
yang baik atas sumber daya tersebut. oreh karena itu, akuntansi berbasis akrual saat inimemperoleh perhatian pentinn^ t !"!"ri!" negara, khususnya di negara negara anggotaoECD Berdasarkan data dari ADB dan IFAC. i erdapat r2nlgara dari 31 negara oECDyang telah sepenuhnya menerapkan.akuntansi berbasis akrual pada laporun kn"uungunnfu,
antara lain Australia, Amerika Serikat. Inggris, serandia Baru. dan swedia. s;in itu,terdapat beberapa negara yang sedang mengembangkan penerapan akuntansi akruarantara lain Brazil, Argentina, Belanda, dan Vietnam.

Pemerintah Swedia merupakan salah satu dari beberapa negara yang pertamakali menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual, yaitu penerapan pada tingkat
kementerian pada tahun 1993 dan penerapan pada lever konsoridasian setahun kemudian.
Pengembangan dan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual membutuhkan waktu
beberapa tahun dan tergorong lancar karena tidak ada perdebatan besar di pemerintahan
dan tidak ada penolakan dari kernenrerran.

*r-
,,**,l,r,.t'i{,t"r.r,
,,,{l'r'x,**.9}**.



"-n 
0,,*"0u," o"t"'''.''"n Swedia mempunyai I

:-:',:nf:?:T::lTun,bu.i. akrual mencakup pemerintah (secara keseruruhan) dan I
kementerian/embaga I
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bersejarah (heritage ossef) dan paiak 
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i !llliilTl#::)"T;.r" menyiapkan raporarr operasionar. neraca. raporan dana I
ffi:::::n;,;ffiil::ranggaranberbasisakruardiswecriaierahadasejak I
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penganggaran berbasis akrual Departemen keuangan Swedia telah melakukan beberap

penelitian untuk penerapan pnngunggu'at' berbasis akrual Berbagai reaksi muncul da

kementerian/lembaga, tetapi pada umumnya mendukung penerapan penganggara

berbasis akrual kurn.tu pnttn'upan dual sistem (sistem akuntansi berbasis akrual da

penganggaran berbasis kas) cukup memberatkan' A'kan tetapi' setelah banyak hal yan

iif.*iuX-, Depademen Keuangan Swedia memutuskan untuk membatalkan penerapa

O"tn".nn"."t'U"rbasis akrual dengan alasan penerapan dual sistem tersebut telah sesur

dengan perkembangan internasional l
BerdasarkanpenjelasanataspenerapanakuntarrsiberbasisakrualdiSwediatersebut,l

diketahuibahwainlormasiakruallebihbanyakdigunirkanttntukinternalmanajemenpadal

lru*ftrn**n":m?il:T:ilJ"ffift::ilffi::j;:.,ff[Tf:fi:i I
biaya. seperti depu.tn.,tn,'i"u't o"puf Pemerintah lebih banyak menggunakan informasi 

I
pengganggaran dibandingkan dengan in{ormasi.bl1b1ls akrual' Karena itu' informars' 'l
pada laporan oon.u,tonui' Jut' U'ulvu pn' objeX fnbift buttvuk dig"'ukun dibandingka'' 

I
dengan neraca dan laporan darLa lnfoimasi akrual I"Utn Uti'"G"''akan sebagai Jasar 

I
untu'k penilaian kineria keuangan bukan sebagai dzrsar alokasi sumber daya 

l

".dx3Hj:i: 
;:ff 

*d"n T""::xo#;::x?T::T:fi:".::1,'.X1ifi11?il":: I
deparlemen-departemen untuk mengembangkan sendiri sistem yang berbasis akrual' 

I
dalam kenyataannya .ebugiutt besar-departemen sudah siap dengan sistem akrualr- |
dalam waktu satu tahun, tlndungkun secara keseluruhan departemen sudah siap dalam 

I
waktu delapan belas bulanDepartemen secara individu menerima persetujuan untuK 

I
berpindah ke sistem yang baru' Untuk departemen secara individu' semua elemen kunci 

I
dari sistem baru, yaitu p-nngu,'ggu.un akrual, proses apropriasi, dan proses pelaporan 

I
berubah Pada saat Yang sama 

l

I

aB 
Dagr-Dasar Akrg*aill Aklr]al Pemerintgh o'erah 

' I- tt a 
I

.
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I :::3J:J:,il::#:ifi"::ffiffi:;.ff#:.ffi: **,t1gj"iffi -".''

I *rrl:1"jffi:i't 
ini merupakan daftar nesara-negara yang telah menerapkan akuntansi

I fo. Negara , 
---" 

".r^r.n

I
l
t " 

up"dl

I I IIW**"""s"ja* rgss paoa pJu,*";a;"]

l ] 
o 

lerancislr
l[Et-*-r***i;***#*,#rffi .;-;.a-;-',-;#
l -*'t**;
tI t.h-_l i;l:;r
| -"":ilil#il*::*:'L::ff,.tr;:i:.#ilm;"*mit*r*
I akrual.

I r:t .:,'. ,;;ll l l iArbania lffiJff "l
I

t

I LuIuIe', I , r - -
t.,
l'.- .. otu6,ui,;rr',f,rrri/-;:i;i1:*,i*;i 

., .. 2s

trJi"?:l 
akrual Penuh' konsotioasi@

aruntansr af<ruaf oenunlor,aof ,oua, a"pt zooz p"Ou p*Vr"** 
f 

"por"n

ffJid akrual Penuh' t'onso@

Amerika Serikat

ffi;i:i akruat penuh, r.onsorio"s-elat-ooo pao" p*yrs,,nan raporan

ffJffi:: 
akruat penuh, konsorioas selak rsse puou pJyr*nan r"poran

f,:'fJ:iii5""lfl Hl lJ3"o"' 
*'.s;"n"n' o"n' p'*"" p"'s"'b"'r*

Adopsi IPSAS efektif sejak tahun 2OO7

yTi1plq" pada.tingkat X"r"nt"r"n puOu trn* f ggS du" M*outrk*pada level konsolidasian setahun kemuctan

[??:iT*T" 
,k,ntansi ak|.uaI p"da-p-"ny,,s.,nan hpor",,r ke|. ,]sal'r

j 
ru8.

it ,,
_ C{argn

ffffJffil ill]|;:, il8i'5i;t"i" L'@
ekffi- : " ::"'l: :::-!:- I

1 Albania

2. Argentina

3. Azerbailan

4. Barbados

5 lBrazil | | rplcl l'cl frdsr dKruat penun Iahun 2O12
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B. Akuntansi Berbasis Akrual di Indonesia I
1. Dasar Hukum Penerapan Akuntansi Bert'rasis Akrual I

ffig$t*ffi'#rffil
',,.{t r''.' .. 

;-::;' 
;,: ::,:.,, :**lS-*t&Y: lr:

* 
futl"n - t t-t-'

Yes9AryiqY""r 

-ffi
Standar akuntansi pemerintah yang I -
Adopsi IPSAS akrualffi;*"r*ffi

--_-':;^.

Laal,,-r .trtam menoadopsi lPSAS i,k!gl--
Piloting dalam mengadopsl IrDAD irkrual -
o-uur p,*". t*sudofi |PSAS 'ilryg!ry4'k{991gry{'"
-----^ o .' |..''. I

!"n"" :
6. Cayman lsland

7. lndonesia

8. Israel

L Jamaika

10. Belanda

11 Nonvegia

Vietnam

Afganistan
' "' "i ?'"'1"=''1 "'ill l"i t' lii: ; ffi ;;," '.'u*. ".* "*,Proyek bank Dunia untuk relormasl

""; "1I." r"rygtq lP!4q,r!!"1--
Dalam proses mengadopsi IPSAS lkrual

Iffiffi; ,niunuG t",t*ur, rPsns 
"rttut

14. Aliazai

t5. Kamboja

Cina

17. Hungaria ' '"'"'- - -' .,-::. ;;;;1. ^"G k", d; 1n""rl., "i"rdDaram proses mens*::]'^::H;; 
o"L. ',',""n30"o ^or "*'nKerja sama Bank Dunia dan pemettt 
-. .- ;rc ..t.-,,-l

18. 1 Gambia

19. Laos

20. Latvia E,.^',61 llni Frnnz llnlllk retofmaSl iKUnlansl terrrr'r!u^

Proyek Uni Eropa untuk reiormas e

Dalam proses mengadopsi IPSAS akrual 
-

21 . I Lithuania

22. lq4!",L
Makedonia23.

24.

25.

2d

lvlo!9o!1
I\,t?gq_
Nigeria

Dalam proses mengadopsi IPSAS€hrual selaK zuuo
.-

Penqernbangan institusi termasuk IPSAS akrual

Dalam proses mengadopsi IPSAS basis kas dan menuiu akrual
.'-

27. Pakistan Dalam proses mengadopsi IPSAS DaSIS Kas uarr Irrt'rruJu

Adopsi IPSAS akrual
;:;;;;;;;;. silPs;ASakruat

24. Peru

29. lSlowakia
Adopsi IPSAS akrual

Penetapan peiaturan yang mensyaratkan adopsi IPSAS akrual
30.

31.
Ys"q
uruguay
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I realisasi anggaran. neraca. laporan arus kas. dan cataran atas laporan keuangan dilampiri I

I dengan laporan_ keuangan perusahaan negara d.in badan lainnya. saar iru pemeriniah I

I fjl:l::ffi:i j:ru:x'"[:T::i,"T::: 
"1.,:"nil::T#*:1lJ#?:":::1:r:.T: I

I undang'undang bld"ong knuangun negara dapal direrapkan di Indonesia. o"*,. nli,li] |

I :"T'il;"J::*,,l;::I;T;:;::;,""'#nl.l"n"" *"n,* |

I ^'ilJo"o","" nesara/daerah adarah hak pnn"o.i*un ,,."r;;:", vanq diakui I

I ;:T:; :il::i::":f 5*'Ji:,ff,ii* ry_n,inror, pusa rdaerah ,"",;";:; I
I .nbugui pnlgrrung nirai kekayaan bersih. 

r/uru'/uorrarr vdrrs !,dKur 
I

I 
, 

i:!:,";i:i::f.Nomor 
I rahun 2004 renrang perbendaharaan Negara 

I

I lffii:ilff,Til:';il'*T:"*T::"'l-u:#iTi,iltil:;lii""i:"il: I| :i:i*i:r;;::11Xi:;:n:':#fJ:Tt i::;::iii.,::,,;::ffn"n:::il; I

I . HT*il*ii:il,H;::::ffi::::3:H.eser N.m.r",,"^,";:: I
I tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual di Pemerintah Daerah. peraturan Menteri I
I I' menjadi pedoman bagi pemerinlah daerah unruk membuat membuar perdruran II i:tT,:r[: il"il"::'i,;,f:,:*::t]:r*ffi:::H:i:T]:[:il:f:li]i I
I secara penuh paling lambar tahun anggaran 2015. 

KIUcrr 
I

I q"R:1ruT;*n';;xtTiff?:::?,H'.1u*:iffi;:i"1;[il::il,11
I akan dilakukan dalam rangka penerapan ukuntun.i berbasis akrual di t,-.,jo,,riiu ud

I 
sebasai berikut.

| 
" liniilff#rr,uan berbagai informasi vang berkaitan densan akuntansi bert

I akrual.

| ,l Menyiapkan dan menetapkan SAp berbasis akrual.

| 3) Menyiapkan Rencana Impiementasi SAp berbasis akrual.

I U Tahun 2011

I 
t, 

fenV]ankan 
peraturan dan kebijakan untuk penerapan akuntansi berb

I

I 

: 
., ^&"yq6,6,'*,{;&&16f:,,-_: :*_, ;

I ;::::';:::ff"9::ff#:il:ffi,T:i.,::;i#l"ffffidirnd.nesiao".r.r',r..'" 
]

l' i;,il'#:ffi_";*r,";1":::::_,ahyansdaku 
l

I *l*,::il::i::":f 5*'Ji:,ffi* ry_n,in oh pusa daerah ,"",;";:; 
I

I 
, #:;:ffi;-#";';"#:iT,T:,ltunge",uonaunaraanNegara 

I

I l-"Jili:ilff,Til:';il'*T:"*T::"'l-u:#iTi,iltil:;lij"*"n: I
I q*ksanakan seiambar rambatnva pada lahun anggaran 200g dan serama o""n:;or:; I

I .tTrilffitil#il**;:::[H::::-.:-:;:; II rH::,ffTi::il:Tff"T}#r:"lti;rn,*"3t::LH*:ru"xm II i:tT,:r[: il";"::'i,;,f:,:*::t]:r*ffi:::H:i:T ]:[:il:f:li]i I
I ,;:;;;::i::;::i::,:,-"__ l
| *l;[n'j.'*tr'xn"4ffifh:'-#';,'i#J:l##ft1r'# |
f sebasai berikur 

I

I :*fif*dffiffi:;*u*.: I
I 

t, 
fenV]ankan 

peraturan dan kebijakan untuk penerapan akuntansi bert

I 
^- " 

,". :' :: ,.,"....^,," - se.or pmerinahan rrdonesia It :,'":"*:'T'*:x4'ryry'&'&'6fi',--:1*-',_ ._ _ - _ _:'f : *x*?x***, *Xi*fl
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2) Menyusun proses bisnis dan sistem akuntansi untuk penerapan akuntansi berbasis

akrual.

c. Tahun 2012
1) Mengembangkan sistem akuntansi dan pedoman yang akan digunakan dalam

penerapan akuntansi berbasis akrual.

il4elaksunakun capocity building berupa trailring dan sosialisasi SAP berbasis

akrual kepada seluruh stokeholders yang terliloat'

Mengembangkan teknologi informasi termasuk sistem aplikasi yang akan

diaunakan.

e.

f.

Tahun 2013
1) Melakukan uji coba implementasi Konsolidasi LK, penyempurnaan sistem dan

cdpacity building.
2) Penyusunan peraturan yang berkaitan'

Tahun 2014
1) Implementasi secara paralel penerapan basis CTA dan akrual dalam laporan

keuangan, tetapi laporan keuangan yang diberi opini oleh BPK adalah yang

berbasis CTA.

Konsolidasi Laporan K/L dan BUN dengan trasis akrual'

Evaluasi dan finalisasi sistem yang akan digunakan'

c.

1.

b.

Tahun 2015
1) Penerapan implementasi penuh akuntansi berbasis akrual di Indonesia'

2i Luporu.t keuangan yang diberi opini adalah yang berbasis akrual'

Penyusunan SAP Bebasis Akrual

SAP Akrual Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O

Dikembangkan dari SAP yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2005 dengan mengacu pa ialnternationol Pttblic Sector Accounting Stondards

(IPSAS) dan memperhatikan peraturan perundangan serta kondisi lndonesia' Beberapa

negara sebenarnya kesulitan menerapkan akuntansi berbasis akrual' namun lndonesia

tetlap menerapkan akuntansi berbasis akrual ini dengan beberapa pertimbangan

berikut.

SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan' beban' aset' utang'

dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis zrkrual, serta mengakui pendapatan'

belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis

yang ditetapkan dalam APBD.

SAP sebelumnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

2005 berbasis "kas menuju akrual" sebagian besar telah mengacu pada praktik

akuntansi berbasis akrual. Neraca yang disusun sebenarnya sudah berbasis akrual'

walaupun laporan realisasi anggaran masih berbasis kas'

2l

3)

2)

3)

&&r&.&&
,x&xx'* &

,xt
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I c Para pengguna gang sudah terbiasa dengan Peraturan pemerintah Nomor 24 TahunI 2005 dapat melihat kesinambrngannyu. Artinya, sebenarnya pengguna tinggal
I selangkah lagi untuk melaksanakan basis akrual secara penuh.

I 
2. Lingkup pengaturan peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2OlO

l Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ini meriputi SAp berbasis akrual dan
I SAP berbasis kas menuju akrual yang terdiri atas 3lampiran berikut.
t a sAP berbasis akrual terdapat pada rampiran I dan berraku sejak tanggar ditetapkan
I dun dapat segera diterapkan oleh sefiap cntiras.

I b SAP Berbasi> kas menuju akrual pada lampiran II berraku selama masa transisi bagi
I "ntitas 

yang belum siap untuk menerapkan SAp berbasis akrual.

I c. Proses penyusunan SAp berbasis akrual pada lampiran lll.

I 
3. Penerapan Basis Akrual

t ^ 
Penerapan uku{lTtberbasis akruar di pemerintah diatur daiam pasal 7 peraturan

; Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang menjelaskan sebagai berikut.

I a. l:T:"0:" SAp berbasis akrual dapat dilaksanakan secara bertahap clari penerapan

I 
SAP berbasis kas menuju akruai menjadi penerapan SAp berbasis akrual.

I 
O K€tentuan rebih lanjut mengenai penerapan SAp berbasis akruar secara berLanap

I l,"Oa 
pemerlntah pusat diatur dengan peraturan Menteri Keuangan.

I 
. 

1:i:"1*" Iebih ,anjut mengenai penerapan SAp berbasis akrual secara bertahap

I OuOa pemerintah daerah diatur dengan peraturan Menteri Dalam Negeri.

L , 
Pada tahun 2013 terbitlah peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 64 Tahun 2013

I lenrans Penerapan SAp Berbasis Akruai di pemerintah Daerah. peraruran menrerr Inl

| :::lo'pedoman 
bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan akuntansi berbasis akrual

I secara penuh paling lambai tahun anggaran 2015.
I
| 

4. Struktur SAp Berbasis Akrual

| ^, 
P"n,_"lur:l SAp berbasis akrual dijelaskan pada Lampiran I peraturan pemerintah

I T:Trr 71 Tahun 2010 (penjelasan iebrh rengkap tentang SAp berbasis akrual akan

I 
dibahas secara mandaiam di Bab VI tentang S;ndar Akuntansi pemerintah).

I

| 
5. Manfaat penerapan Akuntansi Berbasis Akrual

| ^ 
Dalam srudg Nomor 74 yang diterbitkan oreh International public sector

I Or:ou:ting Standords Board (2077), mengatakan bahwa informasi ya,.lg dirajika,,
I fll akuntansi berbasis akrual dalam pelapoian keuangan memungkinkan pemangku
I kepentingan (stakeholder) dalam rangka hal berikur.

I " Menilar akuntabiritas pengelolaan seruruh sumber daya entitas serta penyebaranI rumber daga tersebut.

I 
Otutun$ Ui Duhla lilernasional dan 

:ektor 
pFmerintahdn lndonesia 
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| ;. p"ngu.uiru., kepurusan mengenai penyediaan sumber daya' atau melakukan 

I
I bisnis dengan suattt en[itas'

I n"n,il'1,?,;'ll;,ix1lfJiJil:5fJlj"jl*"H:JTljffi:i:ji:;';::i:11'""*" I
| " xn::';* ru"1n:'ln:Iffn''ntun 

membiavai akriviLas aktivitasnva ctan 
I

| ' Y:t,il'I*n:il:il:ijffi:lil,lllffi:';:1tliffiil::il'ffi:iil:T I
I t"*ujian dan komitmen-komitmennya 

L^L^^ .-^-i.i r,-, r:nnann,a II : il:Hj:[T;;.:::ffi';::?:]11"1^:fi;T::ffi::ffi"1il;. I
I " ;:::":*T'"Tff'i:::J;fi"1i;':1il'"","",erin ah daram har efrsiensi dan I

| " il:;:--Jil"::",bassAkrua, I
| "--"J:,T;il'":",T"",:ii:::',:ilil:l?ff*l#lTftT.Iilii:lllilLxffil |

| 
;#;;il;;ore, ,nig'usi menuju penerapan akuntansi dan pelaporan berbasis 

I

I Troining kepada stokehoiders diperlukan untuk menguatkan komitmen 
I

I penguatan kompetensi SDM dan meminimalisasi rir;iko ketidakandalan data keuangan; 
II f:*:rl:[[* *:n',].tf,u:l]^ff[ljffi:f,]?:ililJr1i""1".d II n*l*:'m;il"lim";"T:x',ilT#.lffil*';:'iiili:i"'iT:::*::: I

I ;;ffi;i;;i;uri. ukruul dan bersama-sama mengupavakan pencapaian oDtnt 
I

I terbaik 
akrual dan oersarrrd-5d rr rd rrrYrrsur/u>q"*" 

I
I 1. Teknologi Informasi I

I riri:if*:::'t:$ix;'i::;ffi##ltiT::jffi*l;td'iilii"li I

I :run*;*itl;"t":ilff:t':i:lTasi 
terutarna diarahkan untuk pensembansan 

I

I

I

J & * 1 * !"1 i . .!l*i:r;; r' *'-',),:,.:.i*";"imn*it*i;],.,. . ..'t'
a^ oasar-Dasar Ahrntansi Akrual Bemerintah Daerah 

I
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I 2. Dana I

I Daram rangka pelaksanaan peratihan. pemerintah daerah membuiuhkan dana yang 
I

I i:ffi:fi':."11[,1:i*I"i:il1*,1"#1,',n#,u"o"ntinsan 
serta lenis komunikasidai 

I

I 

u,,ru^ ueruclsd,,cver 

I

I ' l""i:l:"q"oan 
Tantangan Penerapan Akuntansi Berbasis Akruat di 

I

l 
t 

;:ff;:r"r::::fi:.",inrah daram menerankan aL n,^."; h-,h-.. ..- -, I

I :-n::,;fi,:!,iJ,Yno*o^.u,r*"-.,rr004serrarekome"o*,uo l* |

| , [Hiljl,ff;;::]il:jliJjl,n"no",n,,,odra nesara I

| ' ffi:?:f[Tl;"ru;x*:1,'i:;,0il#;"'usun sistem akun ansidan aprikasi 
I

I ' ::HliH::,:1t;"#tr^T,:,"#:iili"H?;*,5,i#;ilk,unsun I
I 

" ;T:il"J;,i:"t 
dalam iumlah yans cukup yang memahami akunransi berbasis kas 

I

| ' ;:xl'il::'l;1;ilffi[:Tjffi:::,n30'"** vang dapat direkrut sebasai SDM I
| ' **rulmr;"i:::",il,ff,iHilH:T"i:?,ti#*juasanbdang I

| , rTfuil;il?;::;*;*ffi*"fi'il*;"*:",.",-- |

I ;ffi:*::li**r*:,Hr;'i'z#xil;*:T-'il,:::** |
| "u,,ll"oH*:ilil::*i'"?ll,"l#::iliT';:,:il,'"""'apanakun,ansiberbasis I

I 
"iti*#i"i',ffi*ilft*il*h:ffif:*,i,,;ffirhl* 

|
| &unansici ounia rnternasionatdar Sekror pe,ie*rlabn lfdolfsi{ 

I

--- 

--o1*******-



ffii*i***** |
' 
i*u**#*t**uo*','#n*#fr"*#*;#**Tr I
ff:Ht':ru:'fir"r*:n:::n*i:fffiT:[:'*il1l;I;]:Tffii{ |
tr*fit:A:ffi::T:."ji:i:.i*::flilJ,I:,*i;"'?i:'::?::;:xo'"'o'"'' I

' 
trl'ffiildll"Hln:*#:t*'i:ffiii;frl:;"runi;mrili I
penierintah pusat dan pemerintah daerah perlu secara serius menyusun perencanaan 

I

:*[1'J"1tffi*::*xru'**J:i;ffi:':;jfl:r?nfffrHlll I
korupsi. kolusi, dan nepotisma (NXN) otnn SDM yang terkait dengan akuntalli I

nl*"ru;l***-m:'11iiffiil:::Hf'J'jii;'"T?::l,ni:i I
bidang akuntansi Pemerintahan lt 
ffi:;il*"T:ffiJ"#'?t::?",perubahan,pardaumumnvaterdapatpihakinternar I
yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama dan.enggan untuk mengikuti Perubahan I
Untuk itu, pnrlu disu,utln'bagai kebiiakan dan dilakukan berbagai sosialisasi kepada 

I
seluruh pihak yang terkait, 

'Jhi"ggu 
penerapan akuntansi pemerintahan berbasis I

akrual dapat berjalan dengan baik tanpa ada resistensi 
l

e. Lingkungan/masYarakat
Apresiasi dari masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan penerapan 

I
akuniansi pemerintahan' Maslarakat perlu didorong untuk mampu memahami laPoran 

I
keuangan pemerintah' sehingga dapat mengetahui dan memahami penggunaan atas 

I
penerimaan pa.iak yang aipJlteh aari masyara&at maupun pengalokasian sumber 

I
duyu yu.tg adu. Dnngui duk'ngan yang positif' masyarakat mendorong pemerintah 

I
untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menialankan kebiiakannya 

l
Selain itu, pemerintah juga menghadapi tantangan di dalam menerapkan akuntansi 

I
berbasis akrual' antara lain sebagai berikut l
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disunakan sebagai dasar daram pengembangan

I 
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m:fffr*T:T::*:1i:::at berakibat terhadap penurunan ekuitas sebagai

t c Penerapan akuntansi berbasis akruardapat berakibat pada penurunan kualitas laporan
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KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan
pengembangan standar akuntansi pemerintahan, dan merupakan acuan bagi komite
standar akuntansi pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna
laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur
dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan.

A. Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga
pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya yang tidak bertujuan untuk mencari laba,
sedangkan menurut International Federotion of Accountants (IFAC), yang dimaksud
dengan "sektor publik" (public sector) mengacu pada pemerintah pusat (notionol
gouernment), pemerintahan daerah (regional gouernment\ misalnya propinsi, negara
bagian, atau teritorial, pemerintahan lokal (iocol go uernments), misalnya kota (cify, for,un)
dan unit pemerintahan lain yang terkait, misalnya badan atau lembaga.

Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban
keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan
mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang diterima umum. Akuntansi pemerintah
memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk
pelaksanaan akuntabilitas publik. Pengertian akuntansi adalah suatu proses pengumpulan
dan pengelohan data secara sistematis serta pengkomunikasian informasi keuangan
yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi,
sedangkan menurut PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sistem
akuntansi pemerintah merupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data,
pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan
pemerintah daerah.

X& ,&.
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B. Lingkungan Akuntansi Pemerintahan

Pemerintahan mempunyai lingkungan yang berbeda dengan sektor swasta Hal ini

harus menjadi pertimbangan dalam mengembangkan sistem akuntansi pemerintahan.

Prinsip dan standar akuntansi serta pelaporan harus dipahami dalam hubungannya

dengan lingkungan tempat prinsip iiu diterapkan, selain harus juga mempertimbangkan

para calon pengguna laporan keuangan.

Gouernmental Finance Ot'ficers Associotion mengemukakan bahwa untuk dapat

memahami model akuntansi pemerintahan dengan tepat diperlukan pemahaman

mengenai tiga hal, yaitu struktur pemerintahan, sifat dari sumber daya dan proses

politik.

1. Struktur Pemerintahan

Struktur pemerintahan pada umumnya diperlukan untuk melindungi dan melayani

kebutuhan warga negaranya. Pada pemerintahan demokrasi, struktur pemerintahan

berdasarkan sistem check and balances yang dilakukan dengan pemisahan fungsi

eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kesuksesan suatu pemerintahan tidak ditentukan

dari jumlah laba yang makimal, tetapi diukur dari mutu pelayanan dan efisiensi dalam

penggunaan anggaran. Ketiga lembaga dalam sistem trias politika tersebut bisa jadi

memandang dengan pendekatan berbeda mengenai bagaimana warga negara dilayani

dan dilindungi dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, apakah suatu pemerintahan

mempunyai keuangan yang baik atau buruk tidak dapat dijelaskan dengan mudah hanya

dari melihat data-data akuntansi dan laporan keuangan saja.

2. Sifat Sumber Daya

Tidak terdapat hubungan langsung antara barang dan jasa yang diberikan dengan

harga yang harus dibayar oleh pembeli. Sangat sulit diidentifikasikan hubungan antara

pajak yang dibayar dengan jasa yang diterima Misalnya, suatu individu tidak akan pernah

menerima jumlah barang dan lasa yang sama dengan iumlah paiak yang telah dibayar

kepada pemerintah.

Selain itu, berkaitan dengan sumber daya, pemerintah harus menginvestasikan

sebagian penerimaannya dalam aktiva yang tidak secara langsung menghasilkan

pendapatan, seperti jalan, jembatan, bangunan umum, dan lainnya. Hal ini tentunya

berbeda dengan perusahaan, dimana seluruh asetnya pada umumnya adalah untuk

menghasilkan pendapatan.

3. Proses Politik

Politik memegang peranan penting dalam negara demokrasi. Rakyat atau warga

negara melalui wakil-wakilnya dapat mempengaruhi pemerintah. Rakyat dapat menekan

pemerintah agar memberikan sejumlah yang maksimum kepada rakyat dengan jumlah
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pembayaran pajak yang minimum. Selain itu, di sektor publik, pemerintah harus
mengivestasikan sejumlah sumber daya ke daram aktiva yang tidak secara rangsung
menghasilkan pendapatan. seperti taman, jalan. dan bangunan umum lainnya. Hal
hal di atas merupakan alasan periunya akuntansi pemerintahan yang terpisah dengan
akuntansi komersil. baik dalam pelaporan maupun standar akuntansinyu, kuruktn.iltik
iujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya.

Lingkungan operasionai organisasi pemerintah berpengaruh terhadap ciri_ciripenting lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan
tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan pp 77/2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut.

4. Ciri Utama Struktur pemerintahan dan pelayanan yang Diberikan
a. Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan.

Dalam Negara Kesatuan Repubrik Indonesia yang berasas pancasila. kekr-rasaan adadi tangan rakyat sesuai dengan sila keempat. Rakyat menclelegasikan kekuasaan
kepada pejabat publik melalui proses pemilihan. Sejaran crengan pendelegasian
kekuasaan ini terdapat pemisahan wewenang di antara eksekutif, regislatif. yuiikutif.
dan penyelenggara negara lainnya sebagaimana diatur daram Unclang undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. sistem ini dimaksudkan ,ntrk -n,[u."u.idan menjaga keseimbangan ierhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di
antara penyelenggara negara.

Sebagaimana berlaku dalam lingkungan keuangan negara. pemerintah menyusun
anggaran dan menyampaikannya kepada DpR /DpRD untr,rk mendapatkan persetujuan.
setelah mendapat persetujuan, pemerintah melaksanakannya clalam batas batas
apropriasi dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan
apropriasi tersebut. Pemerintah bertanggung jawab aias penyelenggaruan keuangan
tersebut kepada DPR,/DPRD.

b. Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antarpemerintah.
Secara substansial. terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam sistem pemerintahan
Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat. pemerintah propinsi, dan pemerintah
kabupaten,/kota. Pemerintah yang lebih luas cakupannya memberi arahanpada pemerintahan yang cakupannya lebih sempit. Acranya pemerintah yang
menghasilkan pendapatan pajak atau bukan pajak yang lebih besar mengakibatkai
diselenggarakannya sistem bagi hasil. arokasi dana 

"umum. 
hibah. atau subsidi

antarentitas pemerintahan.

c. Pengaruh proses politik.

Salah safu tujuan utama pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan seiuruh rakyat.
Sehubungan dengan itu. pemerintah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan
fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan negara yang bersumber dari

' o.ir'},"!,.0{i' {,*i,, ii,"i","n3" -
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oleh pemerintah -nnguntl"'g sifat-sifat tertentu yang wajib dipertimbangkan dalam 

I
mengembangkan laporan keuangan' antara lain sebagai berikut l
1) Pembayaran pajak bukan meripakan sumber pendapatan yang sifatnya.suka rela 

lt iu:lf;:"Hnii*lJ:"'l?'ff:"',"*:i:::ff:il:ll ??il;::i:l'T:li I
diperoleh, kekayaan yang dimiliki, aktivitas bernilai tambah ekonomis' atau nilai 

I
kenikmatan Yang diPeroleh' I

'' ;:*:'l::y:t',n',:H:'I:: ffi;I5i"iifftxi*":'ff::Tfil''$;: I
m::j;;:;l';ffil'-Ti#i#,"#;$*'"?:::1"':l?[il:lffiqlff:i I
pemerintan. seperti layanan pendidikutl dan. kesehatan' pengukuran efisiensi 

I

, iff;ffi;f,l"i*""fi:T'*ilil1"ff1[,1]:**;"",angdiberikanpemerintah I
adalah relatil sulit l

5. Ciri Keuangan Pemerintah yang Penting Bagi Pengendalian I
a. Anggaran sebagai pernyzrtaan kebijakan publik' target fiskal' dan sebagai alat 

I
pengendalian

Anggaran pemertnrah merupakan dokumer.r formal hasil kesepakatan antara 
I

eksl[utif dan legislatif tentang telanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan I

r,l*:**5;;:ff[Hl;"lifftf",il:*.:::1;:r,"".,::li::'*':3: I
;'" x;i*"*u?1';:i:T::'dl:ffi'5ffi:i'::'"T*;'ff:""'':[i I
pemerintah untuk suatu perrlode tertentu yang biasanya mencakup periode.tahunan 

I
Namun, tidak tertutup kemungkinan disiapkannya anggaran untuk jangka waktu I
lebih atau kurang dari setahun Dengan demikian' fungsi anggaran di lingkungan I
pemerintah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan' 

I
antara lain karena hal berikut l
1) Anggaran merupakan pernyataan kebijakzrn publik 

l
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I

pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat'

Salah satu ciri yang pentrng dalam mewujudkirn keseimbangan tersebut adalah

berlangsungnya proses politil untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada

di masyarakat.

d. Hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah

Walauprrndalamkeadaantertentupemerintahmemungutsecaralangsungataspelayanan
yang jiberikan, pada dasarnya setagian besar perLdapatan pemerintah bersumber dari

pungutan pajak dalam .ungka tnmbntikan pelayanan kepada masyarakat Jumlah

oOi o""n dipungut tidak bturhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan

pemerit-rtah kepacla wajib palak Palak yang dipungut dan pelayanan yang diberikan

oleh pemerintah menganclurlg sifat-sifat tertentu yang wajib dipertimbangkan dalam

menjembangkan laporan keuangan' antara lain sebagai berikut'

1) Pembayaran pajak bukan meripakan sumber pendapatan yang sifatnya suka rela

Zi .fr-Un paiak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan pajak sebagaimana

ditentukan oleh peraturan perundang unclangan, seperti penghasilan yang

diperoleh, kekayaan yang dimiliki, aktivitas bernilai tambah ekonomis' atau nilai

kenikmatan Yang diPeroleh'
gnrinn.i pntuvu"un yang diberikan pemerintah dibandingkan dengan pungutan

o-"n atnt"i"t uniuk pnlayunu" dimaksr-rd sering sukar diukur sehubungan

dnnlun 
"-onopoli 

pelayanan oleh pemerintah' Dengan dibukanva kesempatan

kepada pihak lain untuk menyelenggarakan pelayanan yang biasanya dilakukan

pemerirttah. seperti layanan pendidikutl dan kesehatan' pengukuran efisiensi

pelayanan oleh pemerintah menjadi lebih mudah

T::::;.,__,..



b.

c.

Aset yang digunakan pemerintah, kecuali beberapa jenis aset tertentu seperti tanah.
mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas. Seiring dengan penurunan
kapasitas dan manfaat dari suatu aset dilakukan penyesuaian nilai.

C. Karakteristik Akuntansi pemerintahan

Lingkungan akuntansi pemerintahan sebagaimana diuraikan sebelumnya
mempengaruhi karakteristik akuntansi pemerintahan. Menurut A Guide to Accountino.
Financial Reporting, and Auditing in Federar Gouernment, ciri-ciri akuntanli
pemerintahan adalah sebagai berikut.
1. Tidak terdapat pencatatan laba-rugi karena tujuan utama lembaga pemerintah

bukanlah mencari laba.

2. Tidak perlu dilakukan pencatatan pemirikan pribadi karena rembaga pemerintah
adalah milik seluruh rakyat, dan kepemilikan itu tidak dituliskan dalam sebuah surat
bukti kepemilikan.

',-'-.x*i-t -a$.1- - .- -*1',,'i,... _,-...--

2) Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara
belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan.

3) Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum.
4) Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah.
5) Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam raporan keuangan pemerintah

sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.

Investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan.
Pemerintah menginvestasikan dana yang besar daram bentuk aset yang tidak secara
langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah. seperti gedung perkantoran,
jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasi. Sebagian besar aset dimaksudkan
mempunyai masa manfaat yang lama sehingga program pemeliharaan dan rehabilitasi
yang memadai diperlukan untuk mempertahankan manfaat yang hendak dicapai.
Dengan demikian, fungsi aset dimaksud bagi pemerintah berbeda dengan fungsinya
bagi organisasi komersial. sebagian besar aset tersebut tidak menghasirkan pendapatan
secara langsung bagi pemerintah, bahkan menimbulkan komitmen pemerintah untuk
memeliharanya di masa mendatang.

Kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk pengendalian.
Akuntansi dana (/und accounting) merupakan sistem akuntansi clan pelanoran
keuangan yang lazim diterapkan di lingkungan pemerintah yang memisahkan kelompok
dana menurut tujuannya. sehingga masing masing merupakan entitas akuntansi yang
mampu menunjukkan keseimbangan antara belanja dan pendapatan atau transfer
yang diterima. Akuntansi dana dapat diterapkan untuk tujuan pengendalian masing_
masing kelompok dana selain kelompok dana umum (the general /und) sehingga
perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pelaporan keuangan pemerintah.

Penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena diqunakan dalam
operasional pemerintah.
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3.

Sedangkan menurut Muhammad
pemerintahan adalah sebagai berikut.

4.

Bentuk akuntansi pemerintahan berbeda antara suatu negara dengan negara yang

lain tergantung pada bentuk negara yang bersangkutan'

Penyelenggaraan akuntansi pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari mekanisme

pengurusan keuangan dan sistem anggaran tiap negara karena fungsi akuntansi

pemerintahan adalah uniuk menyediakan informasi tentang realisasi pelaksanaan

anggaran suatu negara.

Gade (1993' 25), karakteristik akuntansi

1.

2.

Menggunakanakuntansidana(fund),..dana',ilisiniadalahsatuanakuntansidan
fiskaL ffiscol ond occounting entity) dengan seperangkat buku besar yang mencatat

kas, sumber-sumber keuangan selain kas, kewajiban-kewajiban, sisa atau saldo modal

beserta perubahan-perubahannya yang dipisatrkan untuk melaksanakan kegiatan

khusus atau mencapai kegiatan tertentu.

Tidak ada model atau disain tunggal untuk akuntansi pemerintahan' karena sangat

dipengaruhi oleh peraturan dan hukum yang berlaku negara tersebut' nilai budaya'

tradisi. dan faktor-faktor lainnya.

D. Pengguna dan Kebutuhan Informasi Para Pengguna

Beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah adalah sebagai

berikut.
. Masyarakat.
F Wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa'

! Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi' dan piniaman'

) Pemerintah.

Informasi yang disaiikan dalam laporan keuangan bertuiuan umum untuk memenuhi

kebutuhan informasi dari semua kelompok penglluna. Mengingat laporan keuangan

pemerintah berperan sebagai wuiud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara' maka

ko.pon"n laporan disaiikan setidak-tidaknya mencakup ienis laporan dan elemen

informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (statutory

reportsl. Selain iiu, karena pajak merupakan surnber utama pendapatan pemerintah'

maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar

pajak perlu mendaPat Perhatian.

Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan serta posisi

kekayaan dan kewaiiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila

didasarkan pada basis akrual, namun apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-

undangan yu.,g -n.ghuru.kan penyajian suatu laporan keuangan dengan basis kas'

maka laporan keuangan dimaksud wajib disajikan demikian'

Meskipunmemilikiaksesterhadapdetailinforrnasiyangtercantumdidalamlaporan
k"uungan, pemerintah wajib memperhatikan informasi yang disaiikan dalam laporan

.\''x
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PELAPORAN KEUANGAN

A. Entitas Akuntansi dan Pelaporan

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran,
kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan
keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih
entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib
menyajikan laporan pertanggungjawaban. berupa laporan keuangan yang bertujuan
umum, yang terdiri atas berikut ini.

) Pemerintah pusat.

} Pemerintah daerah.

) Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat.

)> Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya,
jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud diwa.iib
menyajikan laporan keuangan.

Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan,
pengendalian dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas
dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari
entitas pelaporan lainnya.

B. Peranan dan Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang

relevan mengenai posisi keuangan dan selunlh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah
daerah selama safu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah terutama
digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang
telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah,
dan membantu menenh.rkan ketaatannya terhadap perah.ran dan perundang-undangan.
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Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang

telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis

dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan berikut.

7. Akuntabilitas. Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan

kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang

telah ditetapkan secara periodik.

2. Monajemen. Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi

pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga

memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset

dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Trcnsporonsi. Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan juiur kepada

masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk

mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungiawaban pemerintah

daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan

ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4 . Keseimbongon Antargenerasi (lntergenerotionol Equity) . Membantu para pengguna

laporan unhrk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan

cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi

yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

C. Tuiuan Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat

bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik

keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan hal berikut.

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk
membiayai seluruh pengeluaran.

2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi
dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan
perundang-undangan.

3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan

dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.

4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh

kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah

berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik iangka pendek maupun jangka

panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah,

apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan

selama periode pelaporan.
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eksternal dapat dilakukan bila pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan
kebijakan akuntansi yang sama

3. Dapat Dipahami (IJnderstandablel

I tnformasi yang disajikan daram raporan keuangan harus dapat dipahami oleh

I ?nnsguna 
laporan keuangan dan dinyatakan daiam benruk.erta isrilah yang disesuaikon I

I 
o*nan bdtas pemahaman para pengguna laporan. 

I

I 
t Prinsip Akuntansi dan pelaporan Keuangan 

I

I Menurut PP No. 7 I TahLrr 20 10. prinsip akunlansi dan pelaporan keuangan dimakudka, I

I setrasal ketentuan yang dipahami dan diraati oleh pembuat srandar dalam menyusun srandar, I

I penyerenggara akuntansi dan peraporan keuangan daram merakukan kegiarannya. serra I

I 
penSsuna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. 

I

I ,",'D"'.|lffi:rillTr:rl,toi;?:1"u"" 
daram akunransi dan peraporan keuansan 

I

I 
v5q' vc ' \uL 

I

| 
1. B;src 

fkuntanst I
| , Basis akuntansi yang digunakan daram raporan keuangan pemerinrah adarah basis I

| ::i:iJH:ffi"T,T:iil:il:iil,?i;T;:::l*"l;llT_ff:,Tn5ff"#1 |
I lelah terpenuhi waraupun kas berum diterima di rekening kas umum negara/daerah I
I atau oleh enrilas.pelaporan dan beban diakui pdda sdal kewajiban yang mengakibotkan I
I nlnurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas beium dikeluarkan dari I

I lii:ll:ff.ilT:ffi'"1:i::*:iffiH:ri]:;j%pendapatan sepertibanluan 
I

I y,?31il1:'-t:":"::i;'H::ii::::i;il*it:"jffiilffi*.n1,",,1r.*l;:: I| il:t::::firu:nTffilifr:1,fi.;,li:r::ff?y:niffi:::ffiff"ilti I
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I :nru.? 

berarribahwa aset. kewajiban. dan ekuiras diakui dan dicarat pada saat rerjadinya I
I transaksi. aiau pada saat kejadian atdu kondisi ringkungan berpengaruh pudo knuunoun I

I 
nn."tintah. tanpa memperhatikan raat kas alau .etara ka, diterima atau dibuuarkui 

I

| 
' :::"::):::lj::1i""n",,"."" kas dan se,ara kas yans dibayar arau sebesar nirai I
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{1
yangakandatangdalampelaksanaankegiatanpemerintah.NilaihistorislebihdapatI
diandalkan daripada penilaian lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi Dalam hut I
tiJak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban ierkaii.

I
3. Prinsip Realisasi I

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang telah diotorisasikan melalui anggaran I
pnmnriituh suutu periode akuntansi akan digunakan urLtuk membayar utang dan belani" I
dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun' I
maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan 

I
telah menambah atau mengurangi kas' Prinsip penandingan biaya-pendapatan (mofching- |
cost with reuenue principte) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan I
sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi komersial l

4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (substance Orser Forml 
I

lnfomasidimaksudkanuntukmenyajikandenganwajartransaksisertaperistiwalainI
yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan 

I
di.uikur, ,"ruuidengan substansidan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitas' I
Apabila substansi iiansaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek 

I
formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan ielas dalam catatan atas 

I
laporan keuangan (CALK) 

l
5. PrinsiP Periodisitas I

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi meniadi 
I

periode:periode pnlapo.un slhi.tgga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya 
I

yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan' namun 
I

pnrirdn bulunun, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan 
l

6. Prinsip Konsistensi I

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode 
I

keperiodeolehsuatuentitaspelaporan(prinsipkonsistensiinternal).HalinitidakberartiI
bahwa tidak boleh terjadi peiubahan dari satu metocie akuntansi ke metode akuntansi 

I
yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode 

I
yan! baru diterapkan mampumemberikan informasi yang lebih baik dibanding metode 

I
L--u. Pnnguruh utas perubahan penerapan metode ini dungkapkan dalam catatan atas 

I
laporan keuanga" 

I
7. Prinsip PengungkaPan LengkaP 

I

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh 
I

pengguna. Informasi yang dibutuitkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan 
I

puduln.but muka (on the facel laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan 
l

niiar{'sar Akunlflsi liruaryfm'ntah Das'fi { 
|tt rr'!--- - t I

!r il t_

yangakan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah' Nilai historis lebih dapat

diandalkan daripada penilaian lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi Dalam hal

tiJak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban ierkaii.

3. Prinsip Realisasi

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang telah diotorisasikan melalui anggaran

pnmnriituh suutu periode akuntansi akan digunakan urLtuk membayar utang dan belania

dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun'

makapendapatanataubelanjabasiskasdiakuisetelahdiotorisasimelaluianggarandan
telah menambah atau mengurangi kas' Prinsip penandingan biaya-pendapatan (mofching-

cost with reuenue princip/e) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan

sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi komersial

4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (substance Otser Form)

lnfomasidimaksudkanuntukmenyajikandenganwajartransaksisertaperistiwalain
yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan

di.uikur, ,"ruuidengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitas'

Apabila substansi iiansaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek

formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas

laporan keuangan (CALK)

5. PrinsiP Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi

periode:periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya

yung di-ilikinyu iapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan' namun

pnrirdn bulunun, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan'

6. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode

keperiodeolehsuatuentitaspelaporan(prinsipkonsistensiinternal).Halinitidakberarti
bahwatidakbolehterjadipn,,buhandarisatumetocjeakuntansikemetodeakuntansi
yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode

yan! baru diterapkan mampumemberikan informasi yang lebih baik dibanding metode

L--u. Pnnguruh utas perubahan penerapan metode ini dungkapkan dalam catatan atas

laporan keuangan.

7. Prinsip PengungkaPan LengkaP

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh

pengguna. Informasilang dibutuitkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan

pada lembar muka (on the facel laporan keuangan atau catatan atas laporan Keuangan
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8. Prinsip penyajian Wajar
Laporan keuangan -"lf1lk- d,n1s.1n.y3ju, Laporan Realisasi Anggaran (LRA),Laporan perubahan Saldo.Anggaran I_nt it (SnL). L";;;u. Operasional (LO), Laporan

ff::"tT,::l'lls 
(LPE)' Neraca' Laporan e.,. 

^"''aaNr 
dan catatan'l#,-J;;";

,-^^?1T.lilnta 
penyajian wajar, 

.faktor 
pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun

i?:.', ,il:;:il"f :'llffiil#il:xi*,ilruI;:*1X:n*;tril",",,jffi
menggunakan pertimbangan sehat dalam p"ryJ.rr.r'f"o.ran keuanqan.

Pertimbangan sehal menoanduno rrnrrrr L-h-ri t- .,r ^ -
da,am kondisi 

-keilk;";;#uflil;#:::i:Tl-i:i,xH:*1.i,:'"?t**:?fi 
*t1;tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan t"rl"l,, .;;;;.-il"mun demikian. penggunaanpertimbangan sehat tidak

iersembunyl. *,s"j" ;;;;"T;;'_:*?:: T;.il:il:';"!",;i"il:i,T;:1" *::
;::::'-1 l""'ltil l:Y"j'b-i:, i,t"' !:',uniu .vang 

tertampau tinsgi, sehingga raporanKeuangan menjadi iidak netral dan tidak andal

G. Kendala Informasi yang Relevan dan Andal
Kendara informasi akuntansi dan raporan keuangan adarah setiap keadaan yang tidak

ll1ilnk'rk?. terwujudnya kondisi yans idnut d.t;;;;ujudkan informasi akuniansi
:::^ 110:." 

keuangan yang reievan dan andal ak;bat keieruatasan (/imito,ons) ataukarena alasan alasan kepraktisan. Tiga hal yung Inn,,ri-bulkan kendala dalam informasiakuntansi dan laporan keuangan pemenntah, yaitu seperti berikut.

1. Materialitas

... Walaupun idealnya memuat segala informasi, laltorarr kdiharuskan memuat informasi vans memenuhi kriteria .";li:.trtffililxlil"rJ;
material apabira keralaian untuk mencantumkan atau knruluiun ouru- -encatat informasiiersebut dapat mempenoaruhi keputusan 

"k.".-t p;;;;;a vang diambil atas dasarlaporan keuangan.

2. Pertimbangan Biaya dan Manfaat
Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi braya penyusunannya. Olehkarena itu, iaporan keuangan pemerintah tia* ,n_..ti"f. menyallkan segala informasiyang manfaatnya lebih kecil clari biaya penyusunannya. Namun demikian. evaluasi biaya

3an 
mlnf,aaj merupakan proses pertimbangull yung substansial. Biaya itu juga tidak

:,X1hTiHr'r".|;;Jf"tH:ilt''u'ivung;''nniil;';..L,'lruru'.'iuut,',ng-kin j;
y"l,y"gii": ''il;; ;'; lil-:j.*fffi:? fi:J:J:fj:,ffiffi ruru;x;dipikul oleh suatu entitas pelar_.,oran.
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3. Keseimbangan Antarkarakteristik Kualitatif

I Keseimbangan ""'i'T"'ill-"1'::'::11'f:1j::::*:l?1"::':m"ffi%::1"
I keseimbangan yang tepat di antara berbagai tuiuan normati{ yang diharapkan dipenuhi

I oleh laporan keuangu'' fn'n'i''tur'' n"l-:ljiTli{?:*:i::-T:::"J,::f ,|lr?:
I berbagai kasus berbeda' terutama antara relevansr oa

I kepentingan antara dua kar"ar.".nitr.rouurnuttt tersebut rrrerupakan masalah pertimbangan

I Proiesional'

I n. Unsur/Komponen Laporan Keuangan
I lemerintah terdiri atas laporan pelaksanaan ang gatan (budgetary

| .",55T;j:fi:::xffi;':Ji;"*-r rJil,:::ll:R'"H'i3:'ilil 1*
I aun Laporan pn'uUtrtui'SAl- Laporan finansial terdiri atas Neraca' LO' LPE' dan

I *^ CalKmerupaka''iupo'u"ou'**:"":T::::ll:iTfi::ii"].]l.r:fiffi::;
I luporun pelaksanaan anggaran mdupun ldporan nnan

I tlduk tn.pisahkan dari lap"oran pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial'

T

I r. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

TI *,,',ix?:Hil:J ::'""i',::illliilTff i:ffi ffi::ll'sil"ff '" q;i;ffi il'l(
I at".L.lttnx"" dengan anggarannya dalam satu periode

I Lupo,un realisasi anggaran menyaiikan ikhtisar sumber' alokasi' dan pemakaian

I sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah' yang menggambarkan

I oerbandingan un'u'u ultnnu'"un dan realisasinya dalarn satu periode pelaporan'

I 
' 

Unrufong dicakup secara langsung oleh LRA teldiri aias pendapalan-LRA' belania'

l transfer. dan pembiayaan. Masing,masing unsur dapat dilelaskan sebagai berikut'

I "Tilil;-;* "o"nn '".*imaan 
oleh bendahrara umum daerah vang menambah

I saldo anggaran leUitt Jutu- pn'ioae tahun anggaran yang bersangkutan yang meniadi

I hak pemerintah, a." tta"[ o"tf' dibayar kembali oleh pemerintah daerah'

I b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum daerah yang mengurangi

I saldo anggaran lebih Jalam periode tahun anggiaran bersangkutan yang tidak akan

I ato""..r"i *-r'"r"rannya kembali oleh pemerir'tah daerah

I c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uatrg oleh suatu entitas pelaporan dari/

I kepada entitas pelaporan lain' termasuk da'-'a p''ii-butgut dan dana bagi hasil'

I a. pnrr'lUtuouu'-' (f inan,;ingl adalah setiap penezrlmaan/pengeluaran yang tidak

I " 
:*#*#hiffi't#:*i:::;"nru:i[*?3i:il:1'i'iTi.i:r

I anggaran berikutnva' vans ialu' pe''gunggaran pemerintah t:1j:111Tfl'0u""

I untukmenurup d"fi.it utuu -".u.'faatkan surPlus;anssaranr,?,]lliilll,l,iiiliililll,

I antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil

I Dos;r-Dasqr Akuitansi Ak(uat PemEr*dn u{E'a'
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I antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian

I 
pinjaman kepada entitas lain, ian penyertaan modal oleh pn.nrintuh dunruh.

I 2. Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP_SAL)

I 0".ff""i:'.:;T'"1i#::i':"i?r'Tffi'"J:i"il";f,ffi:Jftffi'j"T:Tl;T; 
]

t 
sebelumnya. ' - """virr5rrq'r ur"sor 

l

I 3. Neraca 
I

I Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerinta. I

I 
aser. ulang. dan ekuiras dano pada tanggal terreniu. h. yaitu 

I

I .".,Y;:T,:::'"jxtH":-""1::r"; ;:1llj"'ase'1 
kewajibon dan eku'as Masing 

I

I " l;:::i:l:i,]ilfi"iin::t:..J:ilXi,j;fr:::Tj;i::,i,ill]:;T],iil::::* 
|I +!:'+i:fT.*::T:,:il::Hi':::?:i;,T*fim*::t*:*_:mru:* |I i::il[Til:,.:iffHii:*'::1,'ffiT?tT:i:,.-,- a"","-;;;"#;;";: 
I

l' [:H:1il,X11*,::H,::?ii,fr11i:J::;lff;:n,#"'n""npenve'esaannva I

| ;fr;ffffi:;:.'::;,.:."";iiJ"::;:."- 
-" 

I
I lVJan[aai ekonomi mdsa depdn yang rerwujud daram aser adarah potensi aser terschrrr I
I ::::1.1"_:b:'1f.. 

.r.banson. bdik Lngrrng maupun tdak lanssung. bagi keffi I
| ;n:;:::il 

o"-"''""h. berupa aliran pendapatan arau penshe-urun u"run;u''[u]i 
I

| ,,,,lii:1i[:::ili::[:1i?]",:1":::T,ffHi':i,."T,::il:.";j,,,j::tliT*:t I
| l'fu?' alau. dijual dalom waktu l2 ra* u"r"tit ri"" serak ranggdl pelaporan. o*,11'll I
I tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan.nuugui u.n, n;;il;;yf,r": I
I 

,dncar meripuri kas dan 5erara kas. investasi jangka pendek. piutang. dan 
'"r."d,";;.'' 

I

| ,,,ii:,ilT:ilil:il:l:i t'il::i::[i$Jil:ii::ilT:,:il";:il:1j,"",il:i:: I
I f"g digunakan masyarakal umum. Aser nonlol.u, dikiastfikas]kan ,nnn,r, ,n"nrlol, I
I 

iansXa panjang. aset terap. dana cadangan. dan asel lainnva. 
I

I ,.,upo,un,,*ungun ." 
I



:::i:::i:,;::;::,". I
| 1""":,T1]1l*,laniansmerupakaninvestasi:::,:,***T"i"-:t;:-il"[:

| ::*"m*::y:l#,ilT:1"*ilil:fftTi:i::: me,iputi investasi nonpermar

I aun permanen. lnvestasi nonpermanen antara lain n*'i"'' dalam surat u'ut'n n"nu":J 
I

I l,',"3ii',,il*ix'.1'::,:'#Hil:::il:tffi:i*lifi;'"''''"""'"H:ilJ,Tffi |
I ,*,,*.:".*iljilr#ffi:fl11"ilj:ffilri,l;i:bl",:;";#* |
| ;";",ff;'" 

(kemitraan) 

*^-i^,.h -amnr n,ai kewaiiban II -",:ii,*';::'I;'':H'i":ilil::T;i1"LTil;;l:il""[t;;tr#:1'J;]Ji:i: I
| 

*T;i:',T,.:r:Li1il:,"--onsekuensiperaksanaanrusasatautangc"^^ 
|

| "*J ""iuk 
berrindak'J masa raru ootu'kontnk',lJill:Tr*lh5;,,?tT;i;'.1 |I f,,'i#?l[ilffi:[rx:il{:f';:',1nm"."';xi**:;u*: I

| 
- 

ff;il;::**, ripakakan menurur hukum sebasaikonsekuensidarikontrak II n,n":'ljtl'*::gr:x"#il:'"i#i:i1,,:xi:?"*:,"'f:1""::ilT*5r I

| l#::Hi,ffil};**,,:liffil'"fl'Hil#tifri"ril?v I
I
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t Unsur yang dicakup secara langsung daram laporan operasional te.airr ^t^i ]

| ffJ::i#"1,?*l*;:';;il;;il;"';rbiasa Masing.'"''"n'"""'oli1i 
I

I 
a. Pendanalan Lo adarah hak pemerinrah yang diakui sebagai penambah nirai kekayaan 

I

I 
o. ulo"" 

"on"n 
kewajiban pemerintah vang diakui sebagai pengurang nirai kekayaan 

I

| ' Iiil:Hj;::l*,ffi"1::?ii:: [ilil?:: ffi::j:il:tJtn":";,1,.,ff 
,,",,, 

Iansan 
II , 3:: fl::i:::'"11',jn o""o"n",an ruor biasa arau beban ruar biasa yans terjddi karcna 
II ":itffH:Ti:*'#::"':iil"ff::::iff:ffi:il::l.t";:1?L;:H:ffi;:'" I

I 5. Laporan Arus Kas (rAK) |
t Laporan arus kas menvajikan inlormasi kas sehubungan dengan akrivitas operasi. I

I ;".";"?J:,ff"i:;i:ili:1,;ililnfl1.ffi.::t;:1'fflii#:;;1,iff:'ff:" I

I *, ff;';::fl:;j;:fi:illffiTl-:T:5ilit:1ilil'ener 
maan dan penge'Iuaran 

I
| 

" Pererimoan kas adalah semua ariran ka" yang masuk ke bencrahara umum ned:re / 
|

I " ffi'u-n 
l{as addtah semua aliran kas yang keiuar dari bendahara ,n.'u- n"noru, 

I

I " ;;:" 
perubahan Ekuitas (LpE) I

| 
,"^,:H:X:H:?;ffI::',;TJ;,i:i:;"]:;ffiff"'-dn a'du penurunan ekuias 

I
| 

,. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) I

I n:.li:?.i{,i#:i?i:r'iltJti,:::,i[:'Lri:l#":iiil:#:"iifl:1il,.ffi I| ffi:1b:il"Tf":?il;:TJ,"J':::?*,'#:tHH;,T3#il*T:il;;*_"; I
I u#*:ftqifr*fi;;:Til"r'#J:iilii:si}::;ti#F1:":::T:il |
I ; il:fffi':iiil*:'::ffi;ffi:1T;tr":ilf::iff:l;:l:"".' I
| ,"**,*n",nnun u, 

I
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|
kendala dan hambatan yang dihadapi dalam penr:apaian target l

' 
[lT:f#;#":1il:'iT'--ffi::#r:,:T,:i::"[ff::k1il'ii.;:*:: I

| ,ilfril*'-'il::til#ffi-:::;:-;::ffi |
I pn.eriniahan (PSAP) yang belum disajikan dalarn lembar muka laporan keuangan l
I n Menyediakan inlormasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar' yang I
I ridak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan l

| ' 
Pengakuan unsur/Komponen Laporan Keuangan I

1,"":i:,:li::li:1ff:ilxffi:'::'"'J?:::,.1;:;::i"il,:""'ffi;i&::!fi1 II l:ffi:::;:"il'**s':n"i"iil:i5:,"::::T"ffi',::il::;Tt"i"]:l'"l I
I [;*ffi'5t::ff'J:l;::*T:l'[T::,:;",:*;i:'i]il:llil1lfffi:T::l:: !
I neristiwaterkair'pos-pos'*':""*:-:",'--:,.-",-::," 

"",:-" ":" I
I o,"ull;:lll lililltli:l 

o"''' dipenuhi oleh srraru keiadian atau peristiwa untuk 
I

I r Terdapot kemungkinan bahwa manfaar ekonomi vanq berkailan dengan kejadian atau 
I| ,h:H':,:',ft::::;:;:',"":'ffi;:::: I

I 
o"nat dieslimasi dengan andal 

-: .- .- ^--^-..1: r.-i,^*i- h-n^^L,r^" I

I o",,"ol[],ffiil1ffi"":;:["fft1;fTcrian'/periiliwa 
mernenuhikrireria pengakuan 

l
I f . Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi I

I -".:::ilIfi::ffi:1"xi::t11T#;::T"i::ilil"'X-,ilfir#iliT:"*::il1 |
I *"ml::::"*"lJ::?:"J:1i#j::'"lfi:'Tii:'.iliffHil;'ffi"1ffil I

I fji:i:i:t:T:t'lilti:":ff:T:"Jt ::Ifllj:liJ;l;ji':T,i:'3:ffiiil1ilJ"il1 |

I

I 
:""' o*r-oprar<untatr*ruarererintarr ryrarr 

I
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Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat

pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai

fungsi perbendaharaan (diterbitkannya SP2D-GU).

l. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai mng untuk mengakui dan memasukkan

setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan

menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan

.u*ber duya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk

memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi

yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan'

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah' Transaksi

yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam

mata uang rupiah.
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STAN DAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

A. Basis Akuntansi yang Digunakan di Sektor pemerintahan

Pada tahun 2010. untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja,
pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang staniar
Akuntansi Pemerintahan (SAp). perubahan yang sangat nyata dari SAp sebelumnya
yang diatur oleh Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 adalah diwajibkannya
penggunaan akuntansi berbasis akruar (accrual) oleh pemerintah, termasuk pemerintah
daerah, dari yang sebelumnya menggunakan akuntansi berbasis kas menuyu ikrual (cosh
toword accruall.

,- Reformasi keuangan negara yang ditandai dengan lahrrnya paket UU di bidang
Keuangan Negara pada tahun 2003 dan 2004 riengamanatkan pentingnya tata
kelola keuangan yang baik (good gouernance), yang antara lain berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta mengikuti international best practices
yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Reformasi keuangan negara mencakup
reformasi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Har ini ditandai
dengan kewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan negara
berupa laporan keuangan pemerintah yang setidak-tidaknya terairi atas raporan rearisasi
anggaran! neraca. laporan arus kas. dan catatan atas laporan keuangan dirampiri dengan
laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Saat ini. pemerintah teiah
menyusun iaporan keuangan dengan basis kas menuju akrual yang merupakan basis
transisi sampai dengan akuntansi berbasis akrual sebagaimana ditetapkan dengan paket
UU bidang keuangan negara dapat diterapkan di indonesia.

Perubahan basis akuntansi ini tidak serta merta muncur karena sebenarnya sudah
disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan seberumnya. yaitu pada pasar 1 Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang menyebutkan sebagai berikut.
a Pendapatan negara/daerah adarah hak pemerintah pusat,/daerah yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan bersih.
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pemerintah pusat/daerah'""0'::,: 

I

| *#*#*ni*,;:h;:;lrfifii*in##ia*i*r II
| 

^u-un 
demikian. ada masa transisi unluk menuju akrual penuh yang dijela*"t:::: 

II r*-**ii*::*::::1t''ff:ilil.1,'.*Hffi::::l"T::t"ffi!:;'*:il |I :i'.u,*ltlifulu:-:ff:i:-H:liffi;H',:'*#il*:l*ffi?fl* |
I 1T":"::**::',,#*;ilti-:ffi;.iJ*iuraibrcunakanserambatia-b:;,; I

I
| , Basis Akuntansi CTA

I :ffit'"ti'"-*rt",t:lJ:Tfil::t[:j:,['1"ffi':';;::i]Iffil?,i1x I
I ;;:, 

"r"i ".,"r. 
meningkatkan akunrabililas ki rerja birokrasi pemerinrah dalam 

I

I m:nlT"T"";il::#i',lj;,nflffiif,iliJ111?,li,,X1i'jii,iLl';Xf,l[lil]i I

I "i:*:1,:"*::ii*:::::i::r::::::l"J:il::ilTJ:;l;r:"r I
lbidangakuntansipemerintahan"adalahperubahandaribasisakuntansikasmenjadibasisI| *****:i;ffiil;:ii;LT,:fl:lt'3i::i:::TilHfllr:ffiffll[xl I

I 
prnr,,r", yang disesuaikan dengan kondisi di lndonesia 

lI ,"^j:'*:11",;:ilHn$:il:ffi';1ffi:fl:ji:ilfi:?i::iilj:'.tT:$iil |I *li;::*l}"::j'trj,'i1ff"1il:x':lijfli.l"l'1fi;,l"ii#J:'tl:#::: I

I iju:*:l'rr*r;i;*t"T'il1"-berbasis 
akn at berum diraksanakan disunakan 

I

1,,^iT*T'xil.il1"#y"l;iilffi,if1';:1,fff::',Jfils'lF?..':':1,ffi:ffi:[:: I

I l;T*{*-s*,ts*hll:ilit.::';ffirili:r*r#r:itrr;;ii':1 || #fum:?:rua*:T:t?"::T"lT"[?::"[:1f:,'*:il'n:ru1 
|
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I in?l;::::.T:il'3:::TJ";H:ianggaran 
dan basis akruar untuk pengakua' aser' 

I

l,:J:):ff','^-J;:il:::?l""iliftfFTi'.i::?'$":,1.1::ll*H.?lj,i II :I::":ll?:;il;*"lu';*,::tl;*;,*'=i:i.:.l.xiigl[ff:ffi 
|

I ffii:#;#;ft*{,n*r*:',^il*J""TrfliTiffi:i:Htrffi#rn":rit I

I ffi1i:il::fl ffffiintah/kemenrerian/lembasa 
dihardpkan ddpar sesera mener -,. 

I

| ;trFd",.:-:-:i:ilT;":ilfi:i1.f',"il,,ffiT:"ffi:f;; 
I

I ;*:.,,.ffi?*tt#tg'**,.T;ilFr1'":Jfftix':iT;i:ii.,nnilrl't I
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2. Perbedaan Basis CTA dengan Basis Akruat I

I r;ru:"; ;itr""rffi:;.'d[ri*#il:lil'**fr{*inil |
I ::ilJi::i L1lfiT:1xi;"i,llarrerjadinva 

tronsaksi rersebu 
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t,l
Kerangka Konseptual
Tambahan Paragraf:
A. Penyusutan Asel Tetap

B. Entitas Akuntasi

Aset yang digunakan pemerintah,
kecuali beberapa ienis asel terlentu
seperti tanah, mempunyai masa
mantaal dan kapasiias yang terbatas.
i)ernn9 oengan penurLrnan hapasitas
dan manfaat dari sualu aset dilakukan
penyesuaian nilai.

Enl;taq dkurtans; ne,Lpakan
Lrnrl pada pemerintahan yang
mengetoia anggaran, kekayaan, dan
Kewaltoan yang menyelenggarakan
aKUntanst dan menyajikan laporan
Keuangan atas dasar akuntansi yang
orserenggarakannya.
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1.2 Laporan Keuangan A. Laporan Keuangan Pokok:
'1. Laporan Realisasi

Anggaran

2. Neraca

3. Laporan Arus Kas

4. Catatan Atas LaPoEn
Keuangan

B. Laporan Lalnnya:

1. Laporan Kinerja

Keuangan.

2. Laporan Ekuiias

Definisi Pendapatan basis akrual
sebaoai-mana tercantum dalam
Paradral 58 b. PP 24 d!(eluarhan^
dari insur LRA dalam Pa.agtat oz'
PP 71.
Def inisi Belania Akrual s-ebagai-.
mana tercantum dalam Paragral

if, I JI# sll8u8',Ig Fa',ti I 
*',

Def inisi Penerimaan Pembia'/aan
sebaoaimana tercantum dalam
Paradral 58.o. PP 24 dimasukkan
dalari definidi Pembiayaan dalam
Paragra{ 62.d-PP 71

Laporan Keuangan Pokok:

1. Laporan Realisasi Anggaran

2. Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih

3. Neraca

4. Laporan Operasional

5. Laporan Atus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

t.3 Unsur LRA

1.4 Laporan Perubahan SAL Laooran Perubahan Saldo AnggaEn

:gl'"r"",1/,1l5,iglilTTf, 3!!i!f i3[*
tahud oelaporan dibandingkan oengan
tahun sebelumnya

Neraca
Ekuitas dana lancar, ekuitas dana
investasi dan Ekuitas dana caoangan
dihapus, digantikan dengan Ehullas'

t.6 Laporan Operasional

B,

c.

Laporan OPerasi-onal menYaiikan
ikhtisar sumber daya ekonoml
vanq menambah ekuitas oan
ben-oounaannva Yang dtletota
bleh demerinlah Pusal/daeran
untuk keoiatan PenVelenggaraan
pemerinlahan dalam satu Penooe
pelaporan.
Unsur LO mencakuP PendaPatan
Akrual, Beban, Transter' dan Hos
Luar Biasa.
Beban diakui Pada saat timbulnya
kewaiiban, terjadinYa konsumsl
aset, alau leriadinya Penurunan
manfaal ekoriomi atau polensl lasa.

1.7 Penqakuan Belania
menladi Penqahuan
Belahja dan Beban

Belania diakui berdasarkan

'fi l#,iiI8 R:ltill.lf i,33!,'/
Daerah dlau enlitas Pelaporan.
Khusus Pengeluaran melalui
bendahara Pengeluaran
penqakuannya terJadl paoa

::""igiJlllH9:1"'Jty,";l"Trr:x"
bleh'unii yang memPunYal lungsr
perbendaharaan.

'ai iersebut
unit yang

I I 'l Laporan Heallsasl ]l Laporan hearrsdsr 
^r'vvdr 

or I 
I

I nnggaran 12 Laporan Perubahan saldo

I I I I 2. Neraca I Anggaran Lebih 
I

I I | 3. Laporan Arus Kas 13. r,t"racu 
L

I I | 4. Catalan Atas LapoEn 14. Laporan Operasional 
]

| | | Keuangan 15. Laporan Arus Kas 
I

I I J B. Laporan Lainnya: 16. Laporan Perubahan Ekuitas

I I I I 1. Laporan Kinerja 17. Catatan Atas Laporan Keuangan 
I

l f";*,rua*e[T-.,"+,1*tl\\ \ \: ffiffi\l@ffil@-ffil\l l \, ffiI
I
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PSAP 01 Penyajian
Laporan Keuangan
Laporan Operasional

PSAP 12 Laporan
Operasional
Ruang Lingkup

Manlaal

Laporan itnanstaJ mencahup laooran
operasronat yang menyaijk;n pos_pos
seoa0al 0eflkut:
A. Pendapatan-LO dari keqiatan

operasional.
B. Beban dari kegiatan operasional.
u. Surptus/defisij dari heqratan
D. Non-Operasionat, bilaAda.
E. Pos luar biasa, bila ada.
F. Surplus/defisit-LO

PSAP ini berlaku untuk seliap entitas
petaporan dan entitas akuniansi, baik
pemefintah pusat maupun pemerintah
daerah, dalam menyusun Japoran
operastonal yang menggambarkan
pendapatan-LO, beban, dan sLrrplus/
rer/slt operasional dalam sualu periode
re,aporan tertentu, tjdak termasuk
lerusahaan negara/daerah_

l

t.1

llt.2
Laporan Operasional menvedjakan
Intormast menqenai seluruh keoiatan
operastonat keuangan entilas o-elaporanyang lercermrnkan dalam pendaDdtan
LU, Deoan. dan surpJus/deticit
operaslonal.dari suatu entrlas Delaoorany€ng penyajtannya disandinqkan
oengan penode sebelumnya-.

Laporan Operasronal disattkan
sekurang-kurangnya sekali dalam
selanun. Laporan suatLl enttlas
oerLroan dan
qgpqian operasional tahLrnan
orsajrhan dengan slralu periode
Yal9reqrn pendek dari satu tahun.
enlras narus menqunqkapkan
Intormast sebagai benkut.r. Atasan penggunaan pertode
- perapotan trdah satu tahun.z. iakra bahwa jumlah,iumlah

homparatit dalam Laporan
uperastonat dan catalan _

catatan lerkait tidak daoat
drperban-dingkan

rit.3 Periode Pelaporan

t.4 Struktur Laporan
Operasional StrLrktLlr Laporan Operasional:A. pendapatan-LO

B. Beban
C. Surplus/Defisitdarjoperasi
D. Kegiatannonoperasional
E. Surplus/Defisit sebelum pos
F. Luar Biasa
G. Pos Luar Biasa
H. Surplus/Defisi!LO
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Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual l
Standar akuntansi pemenntahan berbasis akrual berisi hal berikut'

> Kn.ungku Konseptual Akuntansi Pemerintahan l

i ;:ffi31:il:?ll"-:i:j1",[:::::ruerbasisKas I
: ;:ffi 3i t:i"',:Ti::'Inran Keuangan I
; ;3tiffffT:H"ff:T*T"" I
; i3i| 33 tfi:l3:l tl:'J:ff Da,am Pengerjaan I
; ;3l| ?3 i:[ftiil"Tff:::?n,ubuhun Kebijakan Akuntansi' Perubahan Estimasi 

IAkuntansi, dan Operasi yang tidak dilanjutkan'

; ;:i| i;i$l::KeuanganKonsoridasian I
ou,L'lL1?l"l:;:ff:i'dl^?i:iil::,i'fl"l::i:iil:nilf}:"#:n:'#i* |
h**tu*ff#:m:*:::tlli;,1"1i#;n*':'J:]:l'#::? 

I
pemecahan atas snauu,u tnu'uluh yang belum diatur dalam pernyataan standar akuntansi

i",.".aof.- l.ttnrp.etusi Pe"yataa'n Standar Akurrtansi Pemerintahan (IPSAP) adalah

o*'::::: 
:1*::l::H:::::':-j"#,1*";T1i"*:j:t?::t?..ifft 

I

Menteri Keuangan Nomor 238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi

Pemerintahan, sedangkan pemerintah daerah diatulr dengan dan harus diatur dengan

peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam

N"n".t No,io. 64 Tahun ZOlg tnt'tuttg Pn-ttn'uputt :SAP Berbasis Akrual di Pemerintah

:^ D*adas*Akunta{sr*ruarpeserhahDaeah 

I

Akuntansi Pemerintahan terdapat 3 (tiga) Lampiran, y,aitu: Lampiran I tentang Standar

AkuntansiPemerintahanBerbasisAkrual;LampiranlltentangStandarAkuntansi
Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual; dan Lampiran III tentang Proses Penyusunan

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual'

Standar akuntansi pemenntahan berbasis akrual berisi hal berikut'

i Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan'

> PSAP 0l Penyajian Laporan Keuangan

> PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas

> PSAP 03 LaPoran Arus Kas'

> PSAP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan'

> PSAP 05 Akuntansi Persediaan'

> PSAP06 Akuntansi lnvestasi'

> PSAP 07 Akuntansi Aset TetaP'

> PSAP 0B Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan'

> PSAP 09 Akuntansi Kewajiban'

> PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi' Perubahan Estimasi

Akuntansi, dan Operasi yang lidak dilanjutkan'

> PSAP ll Laporan Keuangan Konsolidasian'

. PSAP 12 LaPoran OPerasional'

Standar Akuntansi Pemerintahan (sAP) dikembangkan oleh Komite Standar

Akuntansi Pemerintahan (KSAP) Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan adalah

konsep dasar penyusunan dan pengembangan SAP :SAP merupakan acuan bagi KSAP'

penyusr.m laporan keuangan, pemerika, dan pengguna.laporan keuangan dalam mencari

pemecahan atas snauu,u tnu'uluh yang belum diatur dalam pernyataan standar akuntansi

pemerintahanlnterpretasi Pernyataa-n Standar Akurrtansi Pemerintahan (IPSAP) adalah

penlelasan, klarifikasi, dan uraian lebih lanjut atas PIIAP

SistemakuntansipemerintahanpadapemerintahpusatdiaturdenganPeraturan
Menteri Keuangan Nomor 238 Tahun2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi

Pemerintahan, sedangkan pemerintah daerah diatulr dengan dan harus diatur dengar-

peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam

NegeriNomor64Tahun2013tentangPn-.'n,apu.':sAPBerbasisAkrualdiPemerintah
Daerah.
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JENIS DAN BENTUK I.APORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

,}

A. lenis dan Bentuk Laporan Keuangan

Berdasarkan PSAP 1 peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010. laporan
keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-
transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas.

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat
bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, balk keputusan
ekonomi, sosial, maupun politik, yaitu sepedi berikut.
1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya

keuanean.

Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk
membiayai seluruh pengeltaran.

Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan
dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh
kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan
berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka
panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinlaman.
Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan.
apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan
selama periode pelaporan.
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- Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan
informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk -nnunlukkunakuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.
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diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya Keempat I
karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan I

I :lffi;#[dil:*ffi''.",*'*#il;ffi'il; I
I nnrnbiuyaan. sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran' saldo anggaran leorn surpruv I

I *fl":loran 
operasional (Lo). asel. kewaiiban. e:kuitas' dan arus kas suatu entitas 

I

I ;n*tF:il*nltT:r[ftH::;:l;*""perubahansAL I| : iilt:::t"Jil::lilki' I
| : Hi:,'"T"T:fffi,lil,i"',1,T"1."'n, , _ ^-^^ -^^,-n II i:::H; f"xi:;::ff*.TJ:'iil;l'i:i:,*'#i:::ffikii;'d;il, 

,n:"# 
|

I J::'il,il:::1T:"H:fl::::a'ias 
Laporan Keuansan (caLK)) 

I| '::ffi:,:i*:ill"Ti'1ffi,,*, I

I 'fttl*ff*"o'LPSAL 
I
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I . i"iara uang pelaporan.

I - Satuan angka yang digunakan.

I
! 

l. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

t Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan raporan pelaksanaan anggaran

t yang menggambarkan_ perbandingan antara anggaran dengan rearisasinya daram satu
I periode pelaporan. Informasi yang terdapat dalam LRA berguna bagi para pe.gguna

t laporan dalam mengevaruasi keputusan mengenai alokasi sumber su-bln, duya'nko.,o,-',,,

I aKunrabrtrtas dan ketaatan entitas terhadap anggaran.

LDarl L.Y. jusa dapat dilihat tingkat penyerapan anggaran entitas vang dapat menjadi
I salah satu indikator produktivitas atau kinerja entitas. LRA disusun dan disajikan dengan
I menggunakan basis kas. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi

I 
yang diterapkan dalam dokumen anggdrdn.

I
I I 

pendapaian - LR^ 
#I l:::ql':=''@l *.r 1o*, r

I ] 9urplus/Delisit LFA | {*rr; , rxxx)

I 
rerrermaan Hembrayaan ffi

I rengeruaran Hembtayaan I xxx I

I
I Isirerysixen ] r,,*l l r^*i- l
I Unsur yang dicakup daram laporan rearisasi anggaran terdiri atas pendapatan, belanja,

I lransler' dan pembiayaan Masing-masing unsur tersebut didefinisikan sebagai berikut.

I a Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas clana

I l"lam 
periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah

I daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan terdiri

I atas pendapatan asli daerah. pendapatan transfer, rain lain pendapaian yang sah.

I b Belanja adalah semua pengeruaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dalam

I lnmode. 
tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya

I \".bali oleh pemerintah daerah. Belanja terdiri atas beranja operasi. belanja modal.

I dan belanja tidak rerduga.

I c Transfer penerimaan atau pengeluaran oreh suatu entitas peraporan rain termasuk

I dana perimbangan dan ddna bagi hasil.

I d Pe,mbiayaan adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada

I i"layaan 
bersih entitas yang perlu dibayar kembali danlatau akan diterima kembali,

| ?"1* 
pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, yang

I oaram penganggaran perintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau

I memanlaalkan surplus anggaran.

] 
,""0 *" Brnruk Laporan Kuang€n pQ1irerintah Daerah 
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lrooororn .*erfisaSi'
Pendapatan - LRA

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan (Transfe0

Surplus/Defisit LFtA

Penerimaan Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan Neto

SiLPA/SiKPA

XXX XXX

(xxx) (xxx)

(XXX) (XXX)

XXX XXX

XXX XXX

XXX xxx

(xxx) (xxx.)



Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi'

Pengeluaran pembiayaan, antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok

pinjaman, pemberian piniaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal pemerintah'

Beiikut adulah format LRA yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

64 Tahun 2013.

Pemerintah Kota ABC
LaPoran Bealisasi Anggaran

UntukTahun yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 201X dan 201Y

Satubet: PP 7I Tdhun 2010 tentahg Stllht1at Akuntansi Penernndhtth

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau

pnnuntun *lio unggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya'

Laporan tersebut terdiri atas saldo anggaran lebih, dikurangi penggunaan saldo anggaran

lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan, dilumlahkan dengan sisa lebih atau

kurang pembiayaan anggaran, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya' dan

lainlain.Berikutadalah{ormatLaporanPerubaharrSALyangdiberikanolehPeraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013'

XXXX

XXXX

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Transfer

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA

Belanja OPerasi

Belanja Modal

Belanja tidak Terduga

JUMLAH BELANJA

TRANSFER

TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA

SURPLUS/DEFISIT

XXXX
XXXX

XXXX
XXXX

XXX)(

XXXX

PEI\4BIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

PEMBIAYAAN NETO

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
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I pemerintah Kota ABc I

I Laporan perubahan Satdo Anggaran Lebih 
I

L per 3.t Desember 201X Dan 20ly 
Illtltlllrl

T 
I L,,'' 

I

I 

t 
i;::."**mbarkan posisi keuangan suaru enrrrds peraporan mensenai dser. I

f kewaliban. dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup datu11, ,'rn.u.u tn.ai.ilt'ul I

I :-;fl::il,1il#:n'"?H;I#:l',::l:"1':,::''.,ff:l:;;*:::*^ |
I ouerah' sebagai akibat dari peristiwa ma'sa lalu dan dari mana -uptuut nt ono.i'al, I

| il::;ff*:il:Ji::fi"'[Hi:ili:":i"*:::i:l r;:HJ:ff:**T:i: I

| ffi[::i:il:::i"H_1ilil*#:;:itTiHiff JHffJ:x:t '-"'"oi" I
I u Kewajiban adalah urang yang timbur dari perisriwa masa raiu yang penyeresaiannya 

I| . lT,'"1"T:il-iffi:;'::j;;::'#::ilffHl,1ffi",.hanlara I

| ;:,i::"ffrHT::::ffi::eracappKD *,,un",u.u."_".,",;;":; I
I 

U""n sesuai dengan permendagri Nomor b4 Tahun 2013. 
II ,",;;:")H:#:.::..," Irl

I l=*-AK'VA I .". I ,". 

lrl
I'lilllluun lill::
I

| 
,*o *. Benruk Laporan t<uangan eenorrntalaeryh

l-r

Jo* ,r,r rirrfl *t, Pzoiu ,
1 Saldo Anggaran Lebih Awal XXX XXX
2 Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan Tahun Berjalan

Subtotal (1 + 2)
(XXX) (XXX)

3
XXX XXX

4 Srsa Leoih/Kura tg Pernb,dyaan Arggdran {SiLpA SiKpA)

Subtotal (3 + 4)

XXX XXX
5

XXX XXX
6 Koreksi Kesalahan pembukuan Tahun Sebelumnya

Lain-lain
XXX XXX

7
XXX XXX

8 Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7) XXX XXX

' lrxl ; 40fr l
Asel Lancar

Kas

Piutang

Persediaan

AKTIVA

xxx
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Ilrurffi

&.v
Jumlah Aset Lancar

Investasi Jangka Panjang

lnveslasi nonPermanen

lnvestasi Permanen

Jumlah Investasi Jangka Paniang

AsetTetap
Tanah

Peralatan dan lvlesin

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Gedung dan Bangunan

Jalan, lrigasi, dan Jarrngan

Aset Tetap Lainnya

Konstruksi dalam Pengerjaan

Jumlah AsetTetaP

Aset Lainnya

Asei Laintain

Jumlah Aset Lainnya

Jumlah Aktiva
PASIVA

Kewajiban Jangka Pendek

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang Pajak

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

Ekuitas Dana Lancar

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Cadangan untuk Piutang

Cadangan untuk Persediaan

Pendapatan Yang Ditangguhkan

Jumlah Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Investasi

Diinvestasikan dalam Inveslasi Jangka Panjang

Diinvestasikan dalam Aset Tetap

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dan'l

Cadangan)

Jumlah Ekuitas Dana Investasi

Jumlah Pasiva
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Arus kas dariaktivitas operasi__-
Arus kas masuk arus kas keluar
Arus kas dari aktivitas investasi

Arus kas masuk arus kas keluar
Arus kas dari aktivitas pendanaan

Arus kas masuk arus kas keluar
Arus kas dariaktivitas transitoris I

Arus kas masuk
Arus kas keluar

' tafi*f n, x'. ' {ahlrxt.f -,

(xxx) (xxx)

(xxx) (), x {)

(xxx) (xxx)

(xxx) (xxx)

J : ::: ::::::::::: : :'.,_: . : : : :X
I 95!9:i*:'ebuah laporan arus kas adalah sebagaiberikut.
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**i***#**#H:il |
;"'i:::T:::ff::lilTfil":i:xtasi terdiri atas berikut ini 

Ia) Penjualan aset tetap'

b) Penjualan aset lainnYa'

I ffiffi:T:*i:lti#'0"*',.seku*as I
' 

il'"i;:,iHfl?'i:iil;:- 

investasi terdiri;etas berikut ini 
I

:l ;:*xij::T$:'""'#:l':?:; I
e) Pembelian investasi dalam bentuk sekuritas'

c. Aktivitas Pendanaan

r,H$mufrffi4+;H*l*ffil
atau pemberian piniaman iangka panjang l
1) Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan' antara lain sebagai berikut 

l

;l i:::n:::::1i:"J;;5ffi::' I
.; Penn.imuun kembali finjaman kepada premerintah daerah' I
d) Penerimaan kembali piniaman kepada trrerusahaan negara l

2) Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan' antara lain sebagai berikut l
a) Pembayaran pokok utang luar negeri l

il 3:nT:x i:5:,:f:ffi::llil" u","0" pemerintah daerah I
d) Pengeluaran kas untuk dipinjamkan ketr'ada perusahaan negara 

l
d. Aktiviras Transitoris --r..^-^^ r,-- ,,-^^ ri.t,lr I" 

**::**n*x,Jf:i:,:::'JlilJil:iT::iffi"::::ffi:i5:#:'.lil':: I
transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tid;k 

I
mempengaruhi pendapatan, beban' dan pendanaan pemerintah l
Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerlmaan PFK dan penerimaan 

I
transitoris, seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan' 

I

14 
Dssar-Dasar Akwnansi Alfuj Pemer'lntatr Daer4! 
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Laporan Arus Kas I

sr*,t
ABUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas Masuk

Pajak Daerah

Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipjsahkan
Lajn-lain PAD yang Sah
Dana Bagi Hasil pajak

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus

XXX

xxx

XXX

xxx

xxx

Dana Otonomi Kh!sus
Dana Penyesuaian

Pendapatan Bagi Hasil pajak

Pendapatan Bagi Hasjl Lainnya

xxx

xxx
Pendapalan Hibah

Pendapatan Dana Darural
pendapatan Lainnya

Jumlah Arus Kas Masuk

Arus Kas Keluar
Belanja pegawai

Belanja Barang
Hibah

Bantuan Sosial
Belanja Tak Terduga
Bagi Hasjj pajak

Bagi Hdsil pendapatal lainnyd
Jumlah Arus Kas Keluar

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operas

ARUS KAS OAFI AKTIVITAS INVESTASI ASET NONKEUANGAN

Arus Kas Masuk
Pendapalan dari penjualan AsetTetap
Jumlah Arus Kas Masuk

xxx

XXX

XXX

XXX

XXX
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I I Arus Kas Bersih dari Anivitas Investasi Aset nonKeuangan I-""t---]-:

I I*"T:""ff1i,:]I'JTA'PEMBTAYAAN I --- I """ i Illl1 klffir;ffi:il"'" i*,i,*I ' :H:::r:,i::**.ll tr#:Yn;""';J:.::::;'"^' Fi II l^,""*"'rr#l:';i[#;:"'ii'::,,","" i ; i ;
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| *:l**uffi#Hn::,**tli;ffi:illllr'1"r"}ff:*ilTilTl I

I .,".i:,'"ffH[::Tiil:lililJi]:11[l:f,'Jil,::ffi11*-'il:l';ff:T:,n'.":H I
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1,frfiii #;;ffi-:ffi I

t c. Yang berguna dalam memprediksi pendaparan-Lo yang akan diter,." ,"ru ..*l"n I

I ffii*entilas 
dalam periode mendatang dengan cdra menydjikan laporan secara 

I

I 
.l 

$n*jm;nan 
ekuitas (bila defisit operasional). dan peningkaran ekuitac (bila 

I

I for.ot dasar dari sebuah laporan operasional adalah sebagai berikut. Illli;l
I l:;:J:":,:":i:::::;:*..n.peras.na m
I f::1::;:i:'j"-"Pos'|uarb'|asa 

iT- 
|

I ts-e/,sD"/r"r-lo | --.--f - I I

I mfin'r,t 
ff:ll":T:Jil::'-lT:-*'il:'n::l"ililJ:ffI:"'.*:il: 

I
I 

" ffinu'un-l-o 
adalah hak pemerinlah yang diakui sebagai penambah nilai keka',^^. 

I
I b Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengura", 

",,", 
**r""" I

I . H:1", adalah hak penerimaan drau kewdjibdn penseruardn ,""n o"r,r","n .*,, I
I :::::ffrir:T:i"ri/kepada 

entiras pelaporan lain rermasuk dana perimbanqan 
I

I d Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena I

I Hi::;ff":::'ffi::H"i::,*1.:;:i;::,ehpera,uranMen,eri I
I 

O"n. Neseri Nomor 64 Tahun 2013.

| 
,* *" *ruk Laloran Krrnsan hnrerinra.aer* f7 

|

Tahun n raru***l
Kegiatan Opensional

Pendapaian

Beban

Surplus/delisil dari operasi

Keg iatan N o n -O p e rasi o n al

Surplus/def isit darj kegiatan nonoperasional

Surplus/defisit sebelum pos luar biasa

Pos Luat Biasa

Surplus/Defisit-LO

(xxx)

xxx

(xxx)



Pemerintah KabuPaten/Kota
LaPoran OPerasional

untukTahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 201X dan 201Y

(Dalam Rupiah)

& ^ffi
Pendapatan

2 Pendapatan Asli Daerah

3 Pendapatan pajak Daerah xxx xxx xx xxx

Pendapatan Retribusi Daerah xxx xxx xx xxx

5
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaaan
Daerah yang diPisahkan

xxx xxx xx xxx

6 Lainlain PAD yang Sah xxx xxx xx xxx

7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d 6) xxx xxx xx xxx

8

I Pendapatan Transfer

10 Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan

11 Dana Baqi Hasil Paiak xxx xxx xx xxx

12 Dana Bagi Hasil Sumbel DaYa Alam xxx xxx xx xxx

13 Dana Alokasi Umum xxx xxx xx xxx

14 Dana Alokasi Khusus xxx xxx xx xxx

Jumlah PendapatanTransfel Pemerintah Pusal-Dana
Perimbangan (1 1 s.d 14)

xxx xxx xx xxx

17 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

18 Dana Otonomi Khusus xx xxx

19 Dana penyesuaian xxx xxx xx xxx

20
Jumlah Pendapatan Tlanster Pemerintah Pusat -
Lainnya (t8 s.d l9)

xxx xxx xx xxx

21

22 Transfer Pemerintah Provinsi

23 Pendapatan Bagi Hasil Pajak xxx xxx xx xxx

24 Pendapatan Baqi Hasil Lainnya xxx xxx xx xxx

25
Jumlah Pendapatan Transter Pemerintah Provinsi (23

s.d 24)
xxx xxx xx xxx

26 Jumlah Pendapatan Transter (15 + 20 + 25) xxx xxx xx xxx

27

2a Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

29 Pendapatan Hibah xxx xx xxx

30 Pendapatan Dana Darurat xxx xxx xx xxx

Pendapatan La!nnya

32 Jumlah Lainlain Pendapatan yang Sah (29 s.d 31) xxx xxx xx xxx

34 Jumlah Pendapatan (7 + 26 + 32) xxx xxx xx xxx

35

36 Beban

37 Beban Operasi

38 Beban Pegawai xxx xxx

39 Beban Barang/Jasa xxx xxx xx xxx

40 Beban Bunga xxx XXX XX xxx

41 Beban Subsidi xxx xxx xx xxx

42 Beban Hibah xxx xxx xx xxx
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I 45 | B"bun L.in,tuin / ,",, ] -fiTxx"
I , lJ - lii,an tseoan operu", 1i l<

I I+; I AeoanTransrer

t
I
Il :;:
T,,
Il"r
II
; 

62 I Jumlah Surptus Nonoperasionat (58 s.d 60) xxx xxx f xx f-xxx

l lo+

I
I
| 

- ogT- -Jurntah o"ti"it Nonop"ra"ion"r@il oq I xxx I xxx xx xxx! loslr
I | 7^ I Jumlah Surplus/Detisit dari Keqiatan Nonooerasionat I

I '" | (61+67) | xxx I xxx xx xxx

I I /1 Surptus/Detisit Sebetum pos Luar Biasa (s4 + 69) ,r, f -ir,, frr f- ,**
Ill
fr-I,I I 76 | Jumtah pendapatan Luar Biasa (74) "-; .-l;
I
l tzo
II 80 | Jumlah beban Luar Biasa t78l I ryy , ""- 

-T-- ^I l 
)ban Luar Biasa (78) 

WxI,t ..,

I
I 

,".," PP-t t.t,.tl tnt.].t,,,., \t.ht., \tu...,-.t ,.,,.,.,t..,

I
I 6. Laporan Perubahan Ekuitas (LpE)
t
I t-uporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas

I tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Berikut adalah format laporan

I nerubahan ekuitas yang sesuai dengan permendagri Nomor 64 Tahun 2013.

I

I 
Jenis dry Benr)taaporpitruanglf emergah Daerah *' 
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tt '-- ,*$l*{ffiS*Xx- Anggaran&o* Realisasi
.r*01X, r% SeaUsacl

4olv
43 Beban Banluan Sosial xxx xxx XXX
44 Beban Penysutan xxx

Beban Lainiain xxx xxx
Jumlah Beban Operasi (38 s.d 45) xxx xxx xx xxx

47 Beban Transler
4A Beban Transfer Bag Has palak
49 Beban Transfer Bag Hasi Pendapatan Lairrnva
50 Beban Transler Bantuan Keuanctan ke Desa

Beban TrangJer Keuangan La nnya XX
52 Jumlah BebanTransfer (48 s.d 50) xxx xxx xx xxx
53 Jumlah Beban (46 + 5t) xxx xxx xx xxx
54

55 Surplus/Defisit Dari Operasi (34 - 52) xxx xxx xx xxx
56

57 Surplus/Def isit dari Kegiatan Nonoperasional
5B Surplus Nonoperasional
59 Surplus Penjualan Aset nonlancar xxx XX xxx
60 Surplus Penyelesaian Kgwajiodn Jangka panjang xxx xxx

Su,plus dari Kegiatan nonOperasional lairnya
62 Jumlah Surplus Nonoperasional (58 s.d 60) xxx xxx xx xxx
63

64 Defisit Nonoperasionat
65 Defisit Penjualan Asel Nonlancar XXX XX
66 Defisit Penyelesaian Kewajiban Janqka panianq xxx
67 Defisit dari Kegiatan nonoperasional Lainnva xxx
68 Jumlah Defisit Nonoperasional (64 s.d 66) xxx xxx xx xxx
69

70 Jumlah Surplus/Detisit dari Kegiatan Nonoperasional
xxx xxx xx xxx

/1 Surplus/Defisit Sebelum pos Luar Biasa (S4 + 69) xxx xxx xx xxx
72

73 Pos Luar Biasa
74 Pendapatan Luar Biasa
75 Pendapatan Luar Biasa xxx xxx xxx
76 Jumlah Pendapatan Luar Biasa (74) xxx xxx xx xxx
77

78 Beban Luar Biasa
79 Beban Luar Biasa xxx xxx xx xxx
BO Jumlah beban Luar Biasa (78) xxx xxx xx xxx
B1

82 Jumlah Pos Luar Biasa (75 + 79) xxx xxx xx xxx
83

a4 Surplus/Defisit- LO (70 + 81) xxx xxx xx xxx
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Pemerintah Provi nsi/Kabupaten/Kota.,""

SKPD
Laooran Perubahan Ekuitas

untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 201X dan 201Y

Pemerintah Provi nsi/Kabupaten/Kota
PPKD

LaPoran Perubahan Ekuitas
untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 20lX dan 201Y

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
LaPoran Perubahan Ekuitas

untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 201X dan 201Y

Ekuitas Awal xxx xxx

2 Surplus/Defisit-LO xxx xxx

3 Dampak kumulatif Perubahan Kebiiakan/Keselglg! vl9!91T1

Koreksi Nilai Persediaan

5 Selisih Revaluasi Aset Tetap xxx xxx

6 Lain"lain xxx

7 Ekuitas Akhir xxx xxx

Surtbd: PP 7l Tahtn20l0 tenknllStundar Akartdnsi P.nerintohdh

7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

a. Menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal/keuangan dan

pencapaian target perda APBD, berikui kendala dan hambatan yang dihadapi dalam

pencapaian target.

Y.*. %ri -?o\*
1 Ekuitas Awal xxx xxx

2 Surplus/Defisit-LO xxx xxx

3 Dampak kumulatil Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasarl

4 Koreksi Nilai Persediaan

5 Selisih Revaluasi Aset Tetap xxx xxx

Lain-lain xxx xxx

7 Ekuilas Akhir xxx xxx

ffiil lDx 1 ltw e
1 Ekuitas Awal xxx xxx

2 Surplus/Defisit-LO xxx xxx

3 Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasari

4 Koreksi Nilai Persediaan

5 Selisih Revaluasi Aset Tetap xxx xxx

6 Lain-lain xxx xxx

7 Ekuitas Akhir xxx xxx

-
lxx
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b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan.
c' Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan

kebijakan akuntansi yang dipirih untuk dite;apkan atas transaksi transaksi dan keiadian-
kejadian penting lainnya.

d. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penya.;ian yang wajar, yang
tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Sistematika penyajian CaLK adalah sebagai berikut.
a. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi.
b. Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro.
c. Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendaranva.
d. Kebijakan akuntansi yang penrlng.

1) Entitas pelaporan.
2) Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
3) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan Iapo.an keuangan.4) Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan

ketentuan pernyataan SAp oleh suatu entitas pelaporan.
5) Setiap kebilakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan

keuangan.

e. Penjelasan pos-pos laporan keuanqan.
1) Rincian dan penjelasan masing:masing pos laporan keuangan.
2) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh pernyataan SAp yang belum

disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
f . Informasi tambahan lainnya yang diperlukan.
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Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKpD
Sisternatika penulisan catatan atas

El9lTllgk'g l^9!ll9kr1 
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oencdpa,dn rdrger r;nerjd APBD sK;D

Indicalor penLapaian larqet kinerla ApBD
lkhtisar pencapaian kinerja keuangan SKpD

lkhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKpD
Hambatan dan kendala yang ada daiam pencapaian turget yung t"lahJt"tupk*

Entitas akuntansi/entitas laporan keuangan oaerah SKpD
menoasafl penyusunan laporan keuangan SKpD

Basis pengukuran yang mendasari penyusunun luporun k"runguigKF6
t"n"*Oun *"Olunun 
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C. pengakuan Unsur Laporan Keuangan 
i

r , Penerapan SAp berbasis akrual perru memperhatikan pengakuan unsur-unsurr ".^,.- |I g'H?t::*lf $:*.i::#*?L:il"tri*ffitriul"',1ffiilidiiii 
I| ffi:ttil*'ffi*r.fl:x;mn*r:r:?**::fiix[*:it- 
|t Fr,"'@""r"'ffii"r#1ffi[i:lnr:r,;*um*iru*:::ntr |

I 
raporan keuangan dapar di.ieliskan *u.'gui unriir, rg unsur 

I
I l' Pensakuan Aset 

rjeraskan bahwa aser diakui Dada saAr II 0.,"::,'H::1:?*TJ:iL::J::"J.*:ff:iji'i:;::JX::x*:ff;;;:; II i:rufl;iil"1,1i:.#t*:":::x*ljtm.,*,n:"ffi'"Til*...ffi |t *"ffi:Tif:'li:.T'flJ:;*J:*.?iil$r'*n*:m'.mH:i*t*i I
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diukur atau diestimasr. " "" ' !!'lelvuL uqrrqr 
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Penqakuan Unsur LaPoran Keuangan

Pen6akuan Belania dan Beban (Paragraf 96-'92

o Aeban diakui pada saat timbulnya kewajiban'

terjadinya konsumsi aset' atau terjadinya

p"nrtrnun manfaat ekonomi atau potensi

iasa.
o Belarrja diakui berdasarkan terjadinya

pengL'luaran dari Rekening Kas umum

negara/daerah atau entitas pelaporan

Pengakuan Unsur LaPoran Keuangan

Pengakuan Belanja (Paragraf 89)

o-Eelanja menurut basis akrual diahui pada

saat timbulnya kewajiban atau pada saal

dioeroleh manfaat.
o Belanja menurut basis kas diakui pada

saat terjadinya pengeluaran dari Rekening

Kas Umum Negara-/Daerah atau entitas

pelaporan

Penqakuan Unsur Laporan Keuangan

Pengakuan Pendapatan (Paragaf 99
o-Fendapatan-LO diakui pada saat timbulnya

haL atas pendapatan tersebut atau ada

aliran rrasuk sumber daya ekonomi

o Pendapatan-LRA diakui pada saat kas

diterima di Fekening Kas Umum Negara'/

Daerah atau oleh entitas pelaporan'

Penqakuan Unsur Laporan Keuangan

Pen;akuan PendaDatan { Paraoraf 8t'
o-Fendapatan menurut basis akrual diakui

Dada saat timbulnya hak atas pendapatan

iersebut atau ada aliran masuk sumber

dava ekonomi
o Pendapatan menurut basis kas diakui pada

saat kas diterima di Rekening Kas Umum

Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan'



D. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

Penting.iuga untuk memahami pengukuran unsur laporan keuangan. paragraf 9g
kerangka konseptual SAp menjelaskan bahwa pengukuran adalah proses pn,.lntupun
nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
Pengukuran pos pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis.
Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan rr-bn. duyu ekonomi atau sebesar nilai
wajar dari imbalan yang diberikan unluk memperoreh asei terseb,t. Kewajiban dicatat
sebesar nilai wajar sumber daya ekonorni yang digunakan pemerintah untuk memenuhi
kewajiban yang bersangkutan. paragraf 99 menegaskan bahwa pengukuran pos pos
laporan keuanean menggunakan mata Llang rupiah. Transaksi yanq menggunakan mata
uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uanq rupiah.

E. Keterkaitan Antar-Laporan Keuangan

. Laporan kerrangan yang disusun pemerintah daerah memiliki keterkaitan antara
laporan yang satu dengan laporan yang lainnya. Bentuk keterkaitan antarlaporan
keuangan dapat dilihat pacia gambar berikut ini.
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PERSAMMN DASAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Akuntansi didefinisikan sebagai sebuah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran,
pengklasifikasian. pengikhtisaran atas semua transaksi dan aktivitas keuangan, p-enyajian
laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Definisi tersebut diambil dari peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintah vano
merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan akuntansi di setiap instansi pemerintahai
di Indonesia, termasuk di pemerintah daerah dan satuan kerja di dalamnya.

Proses akuntansi ini akan mengolah semua transaksi dan aktivitas keuangan yang
ada di setiap entitas pemerintah daerah. proses tersebut kemudian -n.,ghurilkuiinformasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan dalam prose! evaluasi
dan pengambilan keputusan manajerial yang kemudian akan mempengaruhi pelaksanaan
pengelolaan keuangan daerah pada periode berikutnya. Jadi, inpur dari proses akuntansi
adalah transaksi dan oupuf-nya berupa laporan keuangan.

Pihak yang melaksanakan proses akuntansi ini dibagi menjadi dua entitas, yaitu
entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas akuntansi merupakan satuan kerya yang
merupakan pengguna anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan
menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya untuk
digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam hal ini, yanj dimaksud entitas akuntansi
adalah SKPD dan PPKD.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih
entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib
menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertuluan
umum. Dalam hal ini, yang dimaksud entitas peraporan adarah pemerintah daerah.

A. Pembukuan Tunggal (Single Entry) dan pembukuan Berpasangan (Doubte
Entry)

Sistem pembukuan tunggal (single-entry sysfem) sering disebut juga dengan sistem
tata buku tunggal atau tata buku saja. Dalam sistem ini pencatatan transaksi ekonomi
dilakukan dengan mencatat secara tunggal (tidak berpasangan). Transaksi yang berakibat

,IX*,',r**r &
*&rr,

I t
.rrt
,{'

&

.rt ,}
,t '*,.



bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan. l3ementara transaksi yang berakibat

berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran'

1. Pembukuan Tunggal (Single Entrvl

Sistem pencatata n single entry sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal

atau tata buku sala. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan

mencatat ,n"aru tu.,ggal (tidak berpasangan)' Trans'aksi yang berakibat bertambahnya

kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas

akan dicatat pada sisi pengeluaran. Di pemerintah daerah, selama hampir 3 dekade'

pencatatan ini diprakiikan, contohnya dalam Buku Kas Umum (BKU)'

Pencatatan semacam rtu disebut juga pembukuan Sistem tata buku tersebut

merupakansebagiankecildariakuntansi.Sisteminimemilikibeberapakelebihan,yaitu
sederhanadanmudahdipahami.AkanietapiSisteminijugamemilikikelemahan,antara
lain kurang lengkap unuk pelaporan karena hanya dapat melaporkan saldo kas' dan

tidak dapai melaporkan utang, piutang, dan ekuitas Juga sulit untuk melakukan kontrol

transaksi, akibatnya sulit menelusuri kesalahan pembukuan yang terjadi Oleh karena

itu, dalam akuntansi terdapat sistem pencatatan yang lebih baik dan dapat mengatasi

kelemahan diatas. Sistem ini disebut sistem doubler entry. Sistem pencatatan double

entry inilah yang sering disebut akuntansi'

Dalam sistem pembukuan berpasangan pengaruh ganda (dua sisi) dari setiap

transaksi akan dicatat pada akun-akun yang tepat Sistem ini juga meniadi satu cara untuk

membuktikankeakuratanjumlahyangdicatat.Jikasetiaptransaksidicatatdenganjumlah
debit dan kredii yang sama, maka iumlah seluruh debit pada akun harus sama dengan

iumlah seluruh kiediinya. Kesamaan antara debit dan kredit meniadi dasar dari sistem

pembukuan berpasangan (double-entry system) dalam pencatatan transaksi

2. Pembukuan Berpasangan (Double Entryl

Sistempencatatandoubleentryjugaseringdisebutsistemtatabukuberpasangan.
Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi akan dicatat secara berpasangan

(double = berpasangan, entry = pencalatan) Pencatatan dengan sistem ini disebut

dengan istilah menjurnal. Dalam pencatatan tersebut ada sisi debit dan kredit. Sisi debit

ada-di sebelah kiri, sedangkan sisi kredit ada di sebelah kanan. setiap pencatatan harus

menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi, yaitu aset: kewaiiban + ekuitas'

B. Persamaan Akuntansi

Berdasarkan definisi akuntansi di atas, langkah p,zrtama adalah melakukan identifikasi.

Identifikasi dilakukan untuk menganalisis tiap transaksi atau aktivitas keuangan yang

ada dengan menjawab pertanyaan "akun (kode rekening) apakah yang terpengaruh?"

dan "bagaimana pengaruhnya terhadap akun tersebut?" ' Untuk mempermudah proses

ideniifikasi transaksi dapat digunakan alat analisis yang disebut dengan Persamaan;WW
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Aset Kewajiban + Ekuitas

Sisi kiri Sisi kanan

Sisi debit Sisi kredit
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I C. Konsep Home Office(Kantor pusat) dan Bronch Office(Kantor Cabang)
I Konsep Home Olfice (Kantor pusat) dan Bronch Ot'fice (Kantor Cabang) atau yangl serinq disebut HoBo tidak hanya terdapat di intansr swasta, tetapijuga terdapat di instansiI pemerintahan termasuk pemerintah daerah. Struktur akuntansi di pemerintah daerah
I menggunakan konsep HoBo dimana ppKD bertindak sebagai kantor pusat dan SKpDI bertindak sebagai kantor cabang. Antara kantor pusat dan kantor cabang akan terdapat

I 
banvak transaksi inlernal

I contoh transaksi internal antara ppKD dan SKpD adarah pemberian Uang

I 
Persediaan (Up) Dalam hal ini, ppKD memberikan sejumrah uang kepada bendaharar pengeluaran sKpD yang akan digunakan sKpD untuk memenuhi kebutuhan belanlanya.I Dari sisi PPKD. arus kas keluar tersebut bukan merupakan beban. Begitu pula dari sisi

I sKPD, arus.kas.masuk tersebut bukan merupakan pendapatan. Hal ini dikarenakan arus

I 
kas masuk dan keluar tersebut masih berada dalam satu entitas pelaporan.

r Sebagai konsekuensi dari konsep HoBo ini, diperlukan kontrol pencatatan antara

I |ti?!:" SKpD melalui akun resiprokal (reciprocal account) ounn uLun-_n,r;ua, unn
I remoaran, untuk mencatat transaksi transaksi internar antara ppKD dan sKpD. Rt<unt ::;T:t' Ft'"#lfiH:_::il,^fi,f?J[$T:X?:::":,'$i,?:Tf.ffi* 5;53
t :""113?.l3li-,Uetompok 

Asel di Neraca ppKD. sedangkan Akun RK ppKD rerdopar

t 
oatam kerompok L.kuitas di Neraca SKpf)

LKltika terdapat ariran dana dari ppKD ke SKpD, seolah-orah ppKD memberikan

I "ilffi:ffiff',,::H:i'lliii3t :,::?,,*":'3'^TJmff :"f,?,'';:i,ffill:f:
| 3"run,dana.dari 

SKpD ke ppKD' seolah-olah SKpD mengembalikan modar atau investasi
I Kepada ppKD sehingga akun RK sKpD di sisi Aset ppKD akan berkurang dan akun RK

I llii_11 :lt ekuitas SKpD juga. berkurang. Dengan adanya akun resiprokal tersebur,

I 
-u^u persamaan akuntansi untuk ppKD dan SKpD adalah sebagai berikut.

I 1. Persamaan Akuntansi ppKD

l_-I _-,
T ASET -- KEWAJIBAN
lln
T I ., O 

FEK;TAS 

/

I I -r'f,X,in. fHSi:3; (+)pendapatan, 
I

t ] P_ersediaan, Kewajiban (J Beban 
i

I I tr'%'8 Jk Panjans 
i

l Drl

I
Il"
I 

r PersamaalDary A$rnr$si c.pmgl.ntajan - - , 
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ASET

+
Kas,

Piutang,
Persediaan,
RK SKPD,
Aset Tetap,

Dtl

KEvl/AJIBAN

0
Kewajiban

Jk. Pendek,
Kewajiban

Jk. Panjang

EKUITAS

+
(+) Pendapatan,

(J Beban



W$ixXYX' q.t.

ASET

+
K S,

Piutang,
Persedtaan,

Aset Tetap, dll

KEvl/AJIBAN

+
Kewajiban

Jk. Pendek,
Kewajiban

Jk. Panjang

EKUITAS

+
RK PPKD,

(+) Pendapatan,

t) Beban

ASET
Kas

0 15 juta

RK SKPD
(+) 15 juta

Persamaan Akuntansi PPKD

KEWAJIBAN + EKUITAS

Persamaan Akuntant;i SKPD

KEWAJIBAN +

2. Persamaan Akuntansi SKPD

Misalkan. BUD menerbitkan SP2D UP untuk SKPD sebesar Rp 20 000 000' maka

Dersamaan akuntansinya adalah sebagai berikut'

Persamaan Akuntansi PPKD

ASET=KEWAJIBAN+EKUITAS
Kas

(-) 20 juta

RK SKPD
(+) 20 juta

Persamaan Akuntansi SKPD

ASET=KEWAJIBAN+EKUITAS
" RKPPKD
^as (+) 2o juta

(-) 20 juta

Ketika uang UP diberikan kepada SKPD senilai Rp 2O 0-00 000' maka seolah-olah

PPKD menambah investasi pada SKPD sehingga akr'rn RK SKPD di sisi Aset PPKD akan

bertambah, sedangkan dari sisi SKPD seolah-olah menerima tambahan modal sehingga

akun RK PPKD di sisi ekuitas SKPD iuga bertambah Misalkan' SKPD menyetorkan

p"nJuputu,l ,nt.ibtsi ke kas daerah senilai Rp 15 000 000' maka persamaan akuntansinya

adalah sebagai berikut.



Ketika SKPD menyetor uang kepada ppKD senirai Rp 15.000.000, maka seolah-
olah SKPD mengembalikan investasi pada ppKD sehingja akun RK SKpD di sisi aset
PPKD akan berkurang dan akun RK ppKD di sisi ekuitas SKpD juga berkurang.

Semua transaksi yang terjadi antara ppKD dan sKpD pasii akan meribatkan akun
resiprokal. Transaksi transaksi tersebut, antara lain sebaqai berikut.
1. Penyerahan uang UplCUlfU.
2. Belanja SKPD yang menggunakan mekanisme LS.
3. Penyetoran pendapatan SKpD ke kas daerah.
4. Pengembalian sisa uang persediaan.
5. Mutasi baranq daerah.

;i*f 'llr'

,t ,t 9:{,
,,





. ,,,*,
'.x'.',rn' -,..,.. --.f

_,.,..:: 
, 

f.

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 239 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa kepala daerah harus menetapkan
peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan
berpedoman pada SAP. Kebijakan akuntansi tersebut merupakan dasar pengakuan,
pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta laporan keuangan.

Peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi tersebut sekurang-kurangnya
memuat hal berikut.

1. Definisi, pengakuan, pengukuran, dan pelaporan setiap akun dalam laporan
keuangan.

2. Prinsip prinsip penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.

Dalam pengakuan dan pengukuran juga mencakup kebijakan mengenai harga
perolehan dan kapitalisasi aset. Kebijakan harga perolehan merupakan pengakuan
terhadap jumlah kas,/setara kas yang dibayarkan terdiri atas belanja modal, belanja
administrasi pembelian/pembangunan, belanja pengiriman, pajak, dan nilai wajar imbalan
lainnya yang dibayarkan sebagai komponen harga perolehan aset tetap.

Kebijakan kapitalisasi aset merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas

dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai penambah nilai aset tetap.
Ikhtisar kebijakan akuntansi yang diberlakukan pada setiap tahun anggaran, dimuat
dalam CaLK.

Sebagai langkah awal dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual seluruh pemerintah
daerah harus menetapkan kebiiakan akuntansi. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip,
dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih
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oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang

ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah berisi

unsur-r,nsur pokok dari Standar Akuntansi Pemerintahan yang dijabarkan dalam pemilihan

suatu metode akuntansi, baik dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Oleh

karena itu, kebijakan akuntansi merupakan pedoman operasional akuntasi bagi fungsi-

fungsi akuntansi, baik di SKPKD maupun di SKPD.

Kebijakan akuntansi juga harus dipedomani oleh fungsi-fungsi di pemerintah

daerah, antara lain fungsi perencanaan, fungsi penyusun APBD, dan fungsi pelaksanaan

APBD. Dengan demikian, akan terjadi keselarasan antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah-

Memperhatikan sifatnya yang strategis, penyusunan kebijakan akuntansi harus

mendapatkan perhatian yang khusus. Dalam pembahasannya, perlu dijelaskan setiap

dampak dari metode yang dipilih, baik pada proses penganggaran, penatausahaan

maupun pelaporan. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang dihasilkan menjadi

operasional serta dapat implementasikan.

A. Komponen Utama Kebijakan Akuntansi

Sistem dan prosedur akuntansi serta penyusunan laporan keuangan harus

dikembangkan berdasarkan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan oleh pemerintah

daerah. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah ditetapkan melalui peraturan kepala

daerah dan harus dipastikan tidak ada perbedaan dengan peraturan kepala daerah tentang

sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah.

Kebijakan akuntansi merupakan instrumen penting dalam penerapan akuntansi

berbasis akrual. Dokumen yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah ini harus

dipedomani dengan baik oleh fungsi-fungsi akuntansi, baik di SKPD maupun di SKPKD.

Selain itu, dokumen ini tuga seyogyanya dipedomani oleh pihak-pihak lain seperti
perencana dan tim anggaran pemerintah daerah. Penyusunan kebijakan akuntansi harus

melibatkan semua pihak dan perlu dijelaskan setiap dampak dari metode yang dipilih,
baik pada proses penganggaran, penatausahaan maupun pelaporan.

Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang dihasilkan meniadi operasional serta

dapat diantisipasi implementasinya. Peraturan kepala daerah yang mengatur kebijakan

akuntansi dapat mengambil unsur-unsur pokok dari SAP, lalu mengembangkan dalam
pilihan-pilihan metode, baik dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah dilakukan melalui beberapa

tahapan berdasarkan komponen utama kebijakan akuntansi sebagai berikut.

1. Pengumpulan Referensi

Referensi utama penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual

adalah Lampitan I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Selain itu, pemerintah
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I daerah perlu memperhatikan rujukan atau referensi lain berupa peraturan perun.r^.^.^ 

- 
iI s*iil1ilxffJ:I:?iff*i:fi"ffjffi"ffyil"ffi:i:fi;il:;::i*"-- 
|I akuntansi o";"rtrtur'""l, yang terkaii dengun r.nu4ur.un akuntansi. 

' ' ---- standar 
I

t :"',ff::il:,"T::1,::"ff:T".JI#:H;::lff:T::ie 
yang khu l

I n";;";;;;;;;, pengukurannya 
r pemilihan metode vang khusus atas 

I

t ' ffi:11"""iiff1i*:.il:J-lX-",;::''u"" 
pensaturdn vang rebih rir '' ' 

I

I ' ffi:tiT:ffil1;,ff;;i:"!;:r*'didaram 
sAp' namun *o**"" rr": 

I

I , ;"'-::::nL"o,,.u.,,Akuntansi 
,_,_"."..:::__:_ _: II #*lhTx#,Hl]il*[Hil:T:i*#,::ffi'*x]l:+ilrffi |

I 
ke dalam pernyataan'pernya raan pada kebijakan akunransi peraporan knrungonl""''" I

I ;xf?::':r?,#fri;f*',fr.:i*{ril=#'#iril11Til::"l.ii, I
| 

-T::::ffi':::r;:::::J*ffi: 
diskusi dengan mengundang pa

I akuntun.r p"-n.iniut'un atau para pemansku kepentingan lainnya untuk -"rrj;,;* |
I 

masukan objektif dalam proses pnnorrunu-n rr"u!"r."" akunransinya. .'dtKcrrr 
I

I A. Hubungan Anrara SAB Kebijakan Akuntansi dan SApD I

| *ol;x;'!lT:Hilil:tT,ii:ffiffiHil?;il:ilTil;ffiilu:,x"';:; I
I daram proses akuntansi pemerintah daerah. pemerintah daerah menetapkan pilihan sesuai I| ffi:;Tixil:ilIfiil'J:":iT1il'Jj;:,'iXiff,ijiu:,"Tff.,:,**,:::** I
I aulur rangkaakuntabiritas kepada o"; p".;;;;;. proses pengumpuran data o"iljiJ I

| :iJJ:::i#"1:i:11:?:,l"jiffi?:ti:"J,Ti.T;:i*';:1'l:i"inffi{*[::,J: I
I 

nilihan bagan akun standar yang akan digunakan) 
I

I -",ffilr;,"iliil:::#r!ilil:&il:H:l'ft_ nunp,n p I; 
metode, dan teknik yang tepat, maka harus dipikirkan agar pemilihan kebijakan akur

J 
., 

(ebiiakan Akuntansi
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I b. Bagaimana prosedur pencatatannya dengan dokumen /formulirtersebut?

I 
. 

"?:.iilil; 
rnsur pengendalian internal untuk setiap transaksi? Apakah memaclai

I d. Siapa yang berwenang mencatatkan atau melakukan transaksi?

I e. Kapan transaksi tersebut dicatat, atau diakui?

I l,:ffiil:::::::'"',:":"*:::.1;:::,1.ffi:,1:::::,:?:_.pr.se.ur,
I manual akuntansi pemerintah daerah yang menjadibagian dari suatu sistem akunransr

I t ;ffi:|l,]fffi.r."r dan penerapan kebijakan akuntansiini sansat tersantuns

I Ftiln:lii",riJ[:f3J],'i::"11"JJ,:tT]]"ff::H:1"*:;:r:t i:H:il1";'t;':1,:r::i:hffffi':,:l*:Ti.ri:mi::1T"1tffi,iji:TI akuntansi. Hal ini dapat diraksanakan dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan.

t semua,dilakukan daram rangka -nnyuk."".ku. implementasi kebijakan akuntansi
I yang olouat.

t
I
I
T

I
T

I
II
I
I
I
T

I
I
I

I
I

I

I

| .r<eui;ulan nlrntansi - t' 
99-".(|!

,
'.' ,

rrrldnsr olasanya ollulrs dalam suatu buku prosedur/
rah yang menjadi bagian dari suatu sistem akuntansi

nerapan kebijakan akuntansi ini sangat tergantung
4) yang ada di pemerintah daerah, maka kesiapan
suksesnya penyusunan dan penerapan kebijakan
emerintah daerah perlu mempersiapkan aparatur
kerja dan menyesuaikan diri dengan kebijakan
akan dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan.
menyukseskan implementasi kebijakan akuntansi
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Sisikiridariakundisebutsisidebitdansisikanandisebutsisikredit.Bentukakunyang
fut.ny" yung lebih informatif dan lengkap adalah bentuk empat kolom yang digunakan

a"f"ti-o*tf. Beniuk empat kolorn-ini merupakan pengembangan dari akun bentuk

T Dua kolom tambahan diperlukan untuk menunlukkan saldo jumlah debit dan saldo

iu-tuit rnait auri setiap akun Contoh dari akun bentr-rk empat kolom dapat dilihat pada

tabel di bawah ini.

Nama Akun: Kas di Kas daerah lNomor Akun: 1.1.1.01.O1

saldo deblt sebesar Rp 8.500'000 setelah posting transaksi keempat'

Permendagri 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berbasis Akrual pada Pemerintah daerai pada Lanipiran II mendesain bentuk akun 4

kolom sebagai berikut.

PEMERINTAH PROVINSI/KABU]PATEN/KOTA ......
BUKU BESAR

Akun Kas pada tabel di atas mempunyai saldo debit sebesar Rp 8'000 000 setelah

transaksi pertama diposting dari iurnal ke buku besar l'akun) kas di kasda' dan mempunyat

SKPD

KODE REXENING
NAMA REXENING
PAGU APBD
PAGU PERUBAHAN APBD : """""'

- r*r-Lcsi;rtrnrl' let .l?:Pn\i

C. Bagan Akun

Buku besar (ledger) merupakan kumpulan dari akun-akun suahl organisasi yang sallng

b"rhubu.tgun, berdlsarkan Permendagri 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar

Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah' akun dikelompok

ke dalam tiga kelomPok berikut'
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dalam pemendagri 64/207i sebagaimana diuraikan unrilrut ini 
I

*iiod6'

I Neraca
I-

Aset

lKewajibanf:. --
ItrKUTIaS

Laporan Realisasi Anggaral
Pendapatan LRA

Belanja

Transfer

Pembiayaan

Laporan Operasional
Pendapatan LO

Beban

1..

2...

3...

4...

5...

6...

7...

8...

9...

" xdi" ifunr - * l} NJla Akud- I
Aset

Aset Lancar

Kas

Investasi Jangka pendek

Piutang Pendapatan

1.0.0.00.00

1.1.0.00.00

1.1.1.00.00

1.1.2.00.00

1.1.3.00.00
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1.1.4.00.00 Piutano Latnnva

Penyisihan Piutang -
Beban Dibavar di Muka

Persediaan

acat ,,nt' rk Dikonsolidasikan

lnvactasi Janoka Panianq

lnvestasi Janqka Paniang Nonpermanen

I lnvestasi Janqka Panjang Permanen

I Aset Tetap|, .-I lanan _

I Peralatan dan Mesin

I Gedunq dan Bangunan

I Jalan. lrigasi. dan Jaringan-

1.1.5.00.00

1.1 .6.00.00

1.1.7.00.00

1.1.8.00.00

1.2.0.00.00

1.2.1.00.00

1.2.2.00.00

1.3.0.00.00
'1.3.1.00.00

1.3.2.00.00
'1.3.3.00.00

1.3.4.00.00

1.3.5.00.00 Aset TetaP Lainya

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Akumulasi PenYusutan

Dana Cadangan

Dana Cadanqan

Aset Lainnya

Tagihan Jangka Panjang

1.3.6.00.00

1.3.7.00.00

1.4.0.00.00

1.4.1.00.00

1.5.0.00.00

1.5.',l.00.00

1.5.2.00.00 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Tidak Berwujud.

Aset Lain-lain

1.5.3.00.00

1.5.4.00.00

2.0.0.00.00 Kewaiiban 
-Kewaiiban Jangka Pendek. 
-

Utang Perhitungan Pihak KetiSa (PFK)-
2.1.0.00.00

2.1.'1.00.00

2.'1.2.00.00 Utang Bunga

2.1.3.00.00 Bagian Lancar Utang Jangka Paniang

2.1.4.00.00 Pendapatan Diterima di Muka

Utanq Beban

Utang Jangka Pendek !9rn!I9
2.1.5.00.00

2.1.6.00.00

2.2.0.00.00 Kewajiban Jangka Panlang

2.2.1.00.00 Utang Dalam Negeri

2.2.2.00.oo Utang Jangka Panjang Lainnya

Kewajiban

Kewajiban adalah kewajiban yang timbul dari perir;tiwa masa lalu yang penyelesaiannya

."r,gukibutkun aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah'

Klasifikasi dari akun kewajiban sebagaimana ter:antum pada tabel berikut'

;;--' 
't'- 
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I c. Ekuitas

I *T::::::'."f;#::Tnj"#i:ffi,*iffi::,|#1J:fi:1i?:j:ll:l 
II ekuitas sebaqaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut. 
Irw Ilffi |I ffi |l@ |

ll 2. Akun Laporan Realisasi Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah I
I a Akun Pendapatan LRA 

iekenins 
^". 

,-:.;-:; """. II t'il"*+*,rh#ffih*hffi:s*;mruru;:rl-*,r I

I :ffill; f"nlT" 
Akun Pendapatan LRA adalah sebagaimana rercanrum dalam rabel 

Ilrltltltlllrl
I 

t 
ffiffi"1 semua penseiuaran dari rekenins kds umum daerdh ydns menguranq I

I saHo anggaran lebih dalam periode tahun u.,g"gu.un bersangkutan yur,g taur u;ul I; dineroleh pembayarannya kembali oreh pemerintah daerah. Krasifikasi akun berir;;:;: ;1T.;,,;,1
:-'.-. "i,.':- ::1 * *' * 1, )*,r,

3.0.0.00.00
,_'r' *ary3n*pkgrr rr *
Ekuitas

3.1.0.00.00 Ekuitas

3.1.1.00.00 Ekuitas

3.1 .2.00.00 Ekuitas SAL

3.1.3.00.00 Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

4.0.0.00.00
t\,*tra*ku&.*;:*,xx|

PENDAPATAN ASLI DAEFAH {PAD) _ LFA
4.1.1.00.00 Pendapatan Pajak Daerah - LRA
4.1.2.00.00 Pendapatan Retribusi Daerah LFIA

4.1.4.00.00 Lain-lain PAD Yano Sah - LRA
4.2.1.00.00 Pendapatan Transfer pemerintah pusat-Dana perimbanqan _ LRA

PendapatanTransferpemerintah pusat-Danaperimbanoan LRA
Transfer Pemerintah daerah Lainnva - LRA

4.2.4.O0.OO

4.3.0.00.00 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH LRA
4.3.1.00.00 Pendapatan Hibah - LRA

Dana Darurat LRA
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| 5.1.2.00 00 
I 

Belanja Barang dan Jasa 
---]

| ] s.t.s.oo.oo I eetanja sunga 
--..]

| | 5 1 4.00 00 | 
Belanja Subsidi -- ]

I 5 1.5.00.00 ' Belanja Hibah 
-| | a i 

^ 
no nn I Retenir Bantuan Sosial _l

| | s.2.0.00.00 I BELANJA N/oDAL ---l
| < r 1 nn nn ' Rateni^ ModalTanah I

I 
| 5.2.2.00.00 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin '

| | 5.2.3.00.00 | gelania Modal Gedung dan Bangunar t

| [ 5.2 4.00 00 i Belanja Modal Jalan' lrigasi dan Jarin!]gl-.]

I I 5.2.5.00.00 I Belanja Modal Aset Tetap Lainnva - -l

I c. Akun Transfer

I NU.ifikasi akun transfer sebagaimana tercanturrL dalam tabel berikut'

l --r---6-'
I | 6.0.0.00.00 ITRANS

| | o.t.o.oo oo l rnnNspen anot Flnstr peNonprrnN 
i

I 6 1 1 oo oo Transfer Bagi Hasil Paiak Daerah

I ^ r r ^^ ^.r 
I T.'ncfar Re.'i Hasil Pendapatan Lainnva _ |

| | o z.o.oo.oo I rnnNsreR enNrunNl KeunNcnN

I L 6.2.1 00.00 I Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah daerah Larnnya I

I ' 6.2.2 oo.0o Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

| | o z 3.oo oo I transter Bantuan Keuangan Lainnya

| | 6 2.4.00 00 | Transfer oana otonomi rnusus

I a Akun PembiaYaan

I pn.biavaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan'l

I utuu pengetuaran yang akan diterima kembali' baik pada tahun anggaran yang

lbersanqkutan.uupu.'padatahun-tahunanllgaranberikutnya.Klasifikasiakun
I pembiayaan sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut'

I
I l7.O.O.0O.OO I PEMBIAYAAN

I I z.t o.oo.oo 
I 

prNentH/nnN peNletnvnnN

I | 71.1.00.00 Penqgunaan SILPA

I
I I z.l a.oo.oo 

I 
plnjaman oatam trtegeri

I | 7 1.5.00 00 ] Penerimaan Kembali Piutang

1r*- ",@

3,dxxuQ;
6.0.0.00.00

reL"rD-
TRANSFER

TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN

Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
6.1.0.00.00

6.1.1.00.00

6.1.2.00.00 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

TRANSFER BANTUAN KEUANGAN

Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah daerah Lainnya

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Transfer Bantuan Keuangan La!!yL-

6.2.0.00.00

6.2.1.00.00

6.2.2.00.00

6.2.3.00.00

6.2.4.00.00 Transfer Dana Otonomi Khusus

&{*arq3
5.0.0.00.00 -\ 

-\ 1 "\\-t\ -

ils'c{E{A > -
BELANJA

BELANJA OPERASI5.1.0.00.00

5.'1.1.00.00 Belanja Pegawai

5.1.2.00.00 Belanja Barang dan Jasa

5.1.3.00.00 Belanja Bunga

5.1.4.00.00 Belanja Subsidi

5.1.5.00.00 Belanja Hibah

5.'1.6.00.00 Belanja Bantuan Sosial

5.2.0.00.00 BELANJA IVIODAL

5.2.1.00.00 Belanja ModalTanah

5.2.2.00.00 Belanja lvlodal PeralqlqljleAug9!

5.2.3.00.00 Belania Modal Gedung dan Bangunar-
5.2.4.00.00 Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jarinllan

5.2.5.00.00 Belanja Modal Aset T"luP!e'nlye

**.^ry
7.0.0.00.00

-- - - *U'cl'-- j1
PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penoounaan SiLPA

Pencairan Dana Cadangan

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Piniaman Dalam Neqeri

Penerimaan Kembali Piutang

7.1.0.00.00

7.1.1.00.00

7.1.2.00.00

7.1.3.00.00

7.'1.4.00.00

7.1.5.00.00
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t 
pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. 

: _". II "li*:,?*'i***t.*'*ifrgfi:gi,r{ffi; 
I

7.1.6.00.00

7.1 .7 .00.00

Penerimaan Kembali Investasi nonpermanen Lainnya
Pinjaman Luar Neqeri

Penerimaan Utang Jangka panjang Latnnya
PENGELUARAN PEI\,4BIAYAAN

Pembentukan Dana Cadanoan

Penyertaan l\,4odal/lnvestasi pemerjntah daerah

7.1.8.00.00

7.2.0.00.00

7.2.'t.OO.00

7.2.2.00.00

7.2.3.00.00

7.2.4.OO.OO

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri
Pemberian Pinjaman Daerah

Pengeluaran Investasi nonpermanen Lainnya
Pembayaran Pokok pinjaman Luar Negeri
Pembayaran Utang Jangka panjang Lainnya

7.2.5.OO.OO

7.2.6.00.00

7.2.7.O0.00

'{S*&,q*t
8.0.0.00.00

-tf-|l * Ilum;l(,ta
PENDAPATAN _ LO

Pendapatan palak Daer.h - Lo 
_ 

-

Pendapatan Retribusi Daer"h - Lo 
'_. 

-

Pendapatan Hasll pengelolaan f-Gyaa"Eaeraf, yang
Dipisahkan - LO
Lain-lain PAD Yanq Sah - LO
PENDApATAN TRAnsren _ ro -- 

-

Pendapatan Transfer p"rerintahEsatLO_ _-

8.1.0.00.00

8.1.1.00.00

8.1.2.00.00

8.1.3.00.00

8.1.4.00.00

8.2.0.00.00

8.2.1.00.00

8.2.2.00.00 P"nlgpglgl La!q9f9.g!!tah pusat - Lainnya Lo
8.2.3.00.00 Pendapatan Transfer pemerintah daerah Lajnnya - LO

Bantuan Keuanqan - LO

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG=AH_r'
Pendapatan Hibah - LO
Dana Darurat - LO
Pendapatan Lainnya - LO
SURPLUS nonopERAStoNAL - Lo 

-_ --

8.2.4.00.00

8.3.0.00.00

8.3.1.00.00

8.3.2.00.00

8.3.3.00.00

8.4.0.00.00

8.4.1.00.00 Surplus Penjualan Aset nonlancar LO
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jingk, p*lang _ LO

8.4.2.00.00

8.4.3.00.00 Surplus dari Kegiatan nonOperasional Lainnya _ LO
penonpnrnru Lunn erasn lil
Pendapatan Luar Biasa - LO

8.5.0.00.00

8.5.1 .00.00



b. Akun Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan

yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau

ii.b-ulnyu kewajiban. Xtasintasi akun beban sebagaimana tercantum dalam tabel

sebaqai berikut.

:rye&f:
9.0.0.00.00

SrgF:-
BEBAN

9.1.0.00.00 BEBAN OPERASI _ LO

9.1.1.00.00 Beban Pegawai - LO

9.1.2.00.00 Beban Barang dan Jasa

9.1.3.00.00 Beban Bunga

9.1.4.00.00 Beban Subsidi

9.1.5.00.00 Beban Hibah

9.1.6.00.00 Beban Bantuan Sosial

9.1.7.00.00 Beban Penyusutan dan Amortisasl

9.1.8.00.00 Beban Penyisihan Piutang

9.1.9.00.00 Beban Lain-lain.

c.

Akun Beban Non-OPerasional
Beban nonoperasional merupakan beban yang ;ifatnya tidak rutin Klasifikasi beban

nonoperasional sebagai berikut.

- l** :
9.3.0.00.00 DEFISIT NONOPERASIONAL

Defisit Penjualan Aset Non-Lancar - LO

Delisit Penyelesaian Kewaiiban Jangka Panjang - LO

Detisit dari Kegiatan Nonoperasional Lainnya - LO

9.3.1.00.00

9.3.2.00.00

9.3.3.00.00

Akun Beban Transfer-Lo
Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk

mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang

diwaiibl,'anolehperaturanperundang-undangan']Klasifikasibebantransfer-Losebagai
berikut.

Beban nansfer Bagi Hasil9.2.1.00.00

Beban Transfer Bagi Hasil

Beban Transfer Bantuan ke Pemerintah Daerah

Beban Transler Bantuan9.2.4.00.00

Beban Transler Bantuan

Beban Transfer Dana Otonomi Khusul;



e. Akun Beban Luar Biasa

Beban luar biasa adalah beban yang terjadi dari kejadian luar biasa. Kasifikasi beban
luar biasa sebagai berikut.

9.4.1.00.00

&*xww





SIKLUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN

A. Pendahuluan

Akuntansi adalah suatu sistem. Sistem adarah suatu kesatuan yang terdiri atas
subsistem-subsistem atau kesatuan yang lebih kecir, yang berhubungan satu sama rain
dan memiliki tujuan tertentu. suatu sistem mengorah maikan (inpuf) menjadi keluaran(output) Inpuf sistem akuntansi adarah bukti,bukti transaksi daram bentuk dokumen
atau formulir' oufput nya adarah laporan keuangan. Di daram proses akuntansi, terdapat
beberapa catatan yang dibuat. catatan-catatan tersebut adalah jurnal, buku besar, dan
buku pembantu.

siklus akuntansi merupakan serangkaian tahapan yang harus diralui untuk mengubah
input berupa transaksi sehingga menghasirkan ouput berupa laporan keuangan. Siklus
akuntansi secara sederhana digambarkan oleh baqan berikut.

Siklus Akuntansi

Alat:
Kode Rekening
(Buku Besar)

Aiat:
Neraca
Saldo

:u 

;;;:'-*"'***'',,',, " 
'"





I,{%srr*.,_. 
$s**.,* ._W

I Penjurnalan djbedakan menjadi 2:

I " i:t3iffl,THtr##,',L:;l:T:-'::T:I;'ii::yiijil',#:!ti]il."',il'"1 
|

I' ifi::iii*ffi:?'H'il'?"ff#J"""ildengankodeu,'ur4pnnduputun I

I " "-:il?H::fi"';'il:5:1il1ffi;T:i::f;:l*l:ffi::H:,iT,*"*" Il ' 3::::H:HJff:fi':lni:i::TJ:;:l -".oua jurnarnnansia,sdja yaitu I

l , Fl:iii-itr.:i::dengan 

kode o*uL r *o' ?rn*ajiban 3-ekuitas serta s pendaJalat 

II 4. Posring ke buku besar.

I :r:i:mmTff;:"i"'penvesuaan I| ; ffffi#*;ilJi',u.*". I

I ,*'**:*-**y:*;ffi* 
|

I Adapun penjelasan dan urutan langkahJangkah penyusundn laporan keuanqan I

I ffi'.,t;#rAnssaran 
di Buku Jurnararah 

merakukan o"".","o" ,,,.n I| ".Jifixfl1?J,x?:"ff:'.:::.i:l iiiH:T"*,3i.#";i#: 
penca'a'an

I t. Jurnal Anggaran ppKD 
\ 
'KPD/PPKD 

Itlll1"",rl 'i l
Il ''; l
I "' ^ir<rusnruntansi 

pemerinrarran r1s 

I

dm't fr.f*'x it"rruilunf - *X glt fff"oit'
01/o1/2014 3.1.2.01.01 Estimasi Pendapatan XXX

3.'t .2.O2.O1 Estimasi Penerimaan Pembiayaan XXX

3.1.2.03.01 Apropriasi Belanja XXX

3.1.2.O4.01 Apropriasi Pengeluaran belanja xxx
3.1 .2.05.01 Estimasi Perubahan SAL XXX

*Q&*r"&& xlhAkln - nodcdamguq-1n"t Klgrit'
o1/01/20 t 4 3.1.2.01.01 Estimasi Pendapatan XXX

3.1.2.05. 0'1 Estimasi Perubahan SAL XXX

3.1.2.03.01 Apropriasi Pengeluaran belanja XXX



*salKode@.
- 

ir I M 'sfl5ilrt
0aloal2014 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan F xxx

8.1 .2.01.01 Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-Lo F xxx

iei-6d'
071o712014 9.t.2.25.03

Honorarium Tenaga Ahli/lnskuktur/
Narasumber

F xxx

9.1 .2.01.01 Beban Persediaan Alat Tulis Kantor F xxx

1 .1 .1 .03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran F xxx

Contoh jurnal untuk mencatat pembelian aset secara LS'

1.3.2.04.01



"4@ b+;^w -?-7-__
Namd A*lnr 7 7 ,b8li %"aiy

08/08t2014 3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL XXX

4.1.2.O1 .01 Pelava'tan Kesehatan di pLskesnas LBA

Honorarium Tenaga Ahli/lnstruktur/
Narasumber

5.1.2.01.01

iTilSg' *{oS*al*rn - - rGora"." elr\- F *rbb* d6a,!

07/07 t2014 5.2.2.04.01 Belanja Modal Pengadaan Kendaraan
Dinas Bermotor Perorangan

07/07/2014 3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL



I
Jurnal penyesuaian hanya dilakukan dengan membuat lurnal finansial saja sebagai 

I. wlffil
,. #|
-"ji:1.::::fff:jl::11 11'",[:::1ffi1,T]l:s,*lsii:#::;::il#:* |
LRi\, belanja, dan PembiaYaan I

Proses posting akun-akun dari jurnal ke buku besar disebut dengan posting' Posting I

Hj::t1?H"*?:?;il?T:ilifl::'H:fliliru::'l'j"nlff:,$:iiYf,?.;T; 
Isecara kronologis sebagaimana halnya penjurnalan' tetapi dapat juga secara periodil

(mingguan alau bulanan). I
Posting merupakan proses pemindahan informasi' minimal berupa tanggal transaksi I

i;:;,*:im:f::ili*jH:1ff;#ffiilJi'::,::*:i:1iilltffi:'"1;:Ti 
Idebii maka ketika dipindahkan ke buku besar iumlah rupiah tersebut diletakkan di kolon

debit iuga sebesar angka yang sama l
Adakalanyasatunamaakundijurnalberkalikali,baikdiposisidebitataupunkredit:l

H'fffi,1':'"T';:?li::j:Bfj:jt;Tx'::l:*m;:gi:""};ff:i:l 
IakanterlihatbanyaktransaksiuntukakunXjikadiclalamjurnalakunXdijurnal/dicate

berkalFkali 
I

I

I

411 oastpaqfkuntanylkrorl Pe{;lri.dn Dt'an ' 
I

WWy-
Jurnal penyesuaian hanya dilakukan dengan membuat lurnal finansial saja sebagai

imolementasi basis akrual.

Contoh jurnal PenYesuaian:

O*11q61ifi' \"--'i! ffi@
31t1212014 1.1 .7.01.01 Persediaan Alat Tulis Kantor F xxx

9.1.2.01 .01 Beban Persediaan Alat Tulis l(antor F xxx

3111212014 9.1 .7.01.04
Beban Penyusutan Alat Angkutan
Darat Bermotor

F xxx

1.3.7.01.04
Akumulasi Penyusutan Alat
Angkutan Darat Bermotor

F xxx

31/1212014 9.1.2.03.03 Beban Jasa Listrik F xxx

2.1.5.02.01 Utang Belanja Jasa xxx

E. Posting ke Buku Besar

Buku besar (ledgerl alauyang merupakan kumpulan akun-akun digunakan untuk

mencatat secara terpisah aset, kewajiban, ekuitas, per:rdapaian-LO, beban, pendapatan-

LRA, belanja, dan PembiaYaan.

Proses posting akun-akun dari jurnal ke buku besar disebut dengan posting' Posting

ke buku besar sekaligus merupakan penggolongan dan peringkasan transaksi sebab tiap-

tiap data transaksi dibawa ke masing-masing akun yang sesuai Posting dapat dilakukan

secara kronologis sebagaimana halnya penjurnalan, tetapi dapat juga secara periodik

(mingguan atau bulanan).

Posting merupakan proses pemindahan informasi, minimal berupa tanggal transaksi

dan lumlah-rupiah dalam buku jurnal ke buku besar yang berkaitan untuk masing-masing

uyut jurnul. Jumlah rupiah dalam akun yang dijurnal atau dicatat di buku jurnal di posisi

debii. maka ketika dipindahkan ke buku besar iumlah rupiah tersebut diletakkan di kolom

debit juga sebesar angka yang sama'

Adakalanya satu nama akun dijurnal berkalikali, baik di posisi debit ataupun kredit'

Meskipun dijurnal lebih dari satu kah, buktt bntut yang akan menampung akun tersebut

tetap hanya satu buku besar. Dengan demikian, dalam buku besar akun X misalnya'

akan terlihat banyak transaksi untuk akun X jika di clalam jurnal akun X diiurnal/dicatat

berkali-kali.



llustrasi proses posting adalah sebagai berikut.

Buku Jurnal

1.1.1.03.01 Kas di Bendahara

3.1 .3.01 .01 RK PPKD

Buku Besar

Dinas.........

1.1.1.03.01

Kas di Bendahara

Dinas.........
3.1.2.01.01

Kas di Bendahara pengeluaran

01/01t2014

F. Penyusunan Necara Saldo Setelah penyesuaian

Neraca saldo adalah daftar,/kumpulan akun beserta saldonya. penyusunan neracasaldo ini dilakukan dengan menuiiskan kode dan nama akun beserta saldonya dalamdalam neraca saldo dengan sardo debit atau kredit yang sesuai dengan sardo buku besar.selanjutnya, total kolom debit dan korom kredit aihit,Ing au., dituliskan di baris paling
bawah untuk menunjukkan kesamaan saldo kolom dettit/kredit.
Contoh neraca saldo setelah penyesualan:

Neraca Saldo Setelah penyesuaian
perTanggal 31 Desember 2014

tl

SKPD Dinas xxx

-!! 
;r*ratol' -

1.1.3.02.01 Piutang Flestribusi pelayanan Kesehatan
1 . t .7.O1.O1 Persediaan Alat Tulis Kantor
1.3.1.11.04

-- 

-t -'



wlffili ffil
12.1.i.02.01 lutansbelanjaiasa ffi 

Iffitul#li 4rffiffil#l##lffil
G. MenYusun LaPoran Keuangan I

Setelah neraca saldo setelah penyesuaian selesai dibuat' selaniutnya disusun laporan I
keuangan. Laporan keuangan pokok terdiri atas btrrikut ini 

l
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)' I
2. L-aporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LFLSAL) lWe&KXeryW 1

\-t T{ *t-- _ ffixqK
1.3.2.04.0',1 16n.r.r"n .lina( hcrmotor oefofanqan XXX

a.n^' rnen nadrrnal kantof XXX
1.3.3.01.01

XXX
1 .3.7.01 .04 ^L"m',l.ci 

nanv|ls ian alat anokutan darat bermotor
xxx

1.3.7.02.01 ^r-,,-.,r--i ^a^,,,'Q,rt'n honarnan oeduno tempat ke4a

Utang PPh 21

Utang PPN Pusat

ll+.hd hal^nia iese

xxx
2.1 .1 .03.01

XXX
2.1.1.04.01

xxx
2.1 .1.02.01

Ekuitas
trcrim.ci nan rhahan SAL

XXX
3.1.1.01.01

XXX
3.1.2.05.01

RK PPKD

Pelayanan k"t"helgljLPuEk"9tg! - !r4

XXX
3.1.3.01 .01

XXX
4.1.2.01.01

XXX
5.1.1.01.01 /:^ii D^L^L PNlq/r renar ret1resenlasl

T,,^i-h^4n lzal rrrne XXX
5.1 .1 .01 .02

n '^i'n^an iahalen XXX
5.1 .1 .01 .03

'ti,^i.^^.n fr rnnci.rnel xxx
5.1.'1.01.04

-n,ni.^^.n harae XXX
5.1.1 .01 .06

xxx
5.1.1 .01 .07

-n,hi.^^rn pPh/tUnien.lan khuSUS
XXX

5.1.2.01 .01 a^1.^i. .bi l||li<. kenior
xxx

5.1.2.24.O1 H^n^r.rir rm tona.'a ahli/narasumber/instruktuf
XXX

5.2.2.O4.O'l aar.niA m^dal nenoadaan kendaraan dinas p'3rorangan

o^r6\,.n.n kacahatan.li nlrskesmaS - LO xxx
8.1.2.01.01

xxx
9.1.1.01.01 /:-ii ^^rz^lz PNIS/r r^n.r renresentaSi-LO

n,^i-^^an kal rrrd, - | O xxx
9.1.'1 .01 .02

'li,hi.n^.n irhrtan - IO XXX
9.1.1.01.03

n,-i.^^.n f' rn.rci.lnrl - I O xxx
9.1.1.01.04

'ti,hi.^^rh hartc - lO xxx
9.1.1.0',l.06

n,ni.hdan PPh/l nianoan khusus - LO XXX
9.1.1.01.07

EroF..h ^Arca.lieen alAt tulis kantor xxx
9.1.2.01.01

aah'h i.<, listrik XXX
9.1.2.03.03

xxx
9.1.2.25.03 !.r^n^r'rir rm tanaoa ahli/instruKur/narasumber

XXX
9.1.7.01.04 a6h'h ^ohvl<rrten elat anokutan darat bermotor

xxx
9.1.7.02.01 Beban penyusutan bangunan gedung tempat Kerla

xxx xxx
Jumlah

G. Menyusun LaPoran Keuangan

Setelah neraca saldo setelah penyesuaian selesai dibuat' selanjutnya disusun laporan

keuangan. Laporan keuangan pokok terdiri atas berikut ini'

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

2. L-aporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LFLSAL)'

x.& &: * & & X eX & ; x:X & x*&,&m&;&"ur*.&,*X :



.&a?a*!*
- - a r, a -- --F I-. . .Jrrryad-kuf, . ' rd*TI oroil ,; liecn r

'1.1,7.01.01 |. |.1.u3.Ut Kas di bendahara penoeluaran xrx
o4/ )4/2014 3. 1 .3.01 .01 RK PPKD

XXX

pemerintah Kabupaten XyZ
Dinas......_
NERACA

per 31 Desember 2OlX
%rr, ,ta 1x \r' r*lt&&

,rt .r, *, * fu!^ q
rr(

2

ASET

ASET LANCAR

3 4
1.0.0

1.1.0 2

1.t .1 3 nas dan setara kas
1.1 .2 4 Investasi Jangka pendek
1.1.3 5 Hrulang pendapatan

Piutang lainnya6

1.1.5 7 Penytsthan piutano
1.1.6 8 Heban dibayar di muka

Persediaan1.1.7 I
XXX

1.1.8 '10 Aset untuk dikonsolidasikan
11 Jumrah Aset Lancar (3 s.d 10) xxx



:tl::::::isxi I
| $*r+fi**t$,g" *'s*giffi |
l'ili**frH*ffi;;;ffi': Irllffill ffill' Hl
l ffil
l"

X:'lS::::iSXl:i,

:'tlFkp*ils] --Try.n; E-{Ea-Lg€{
3111212014 3.1.2.03.01 Anronriasi belania XXX

Estimasi Perubahan SAL XXX
3.1.2.05.01

3.1.2.01.01 Estimasi PendaPatan
XXX

3111212014 4.1 .2.O1.O1 Pelayanan kesehatan di Puskesimas- LRA XXX

3.1.2.06.01 Surplus/defisit - LRA xxx

5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNs/uang representasl xxx

5.1.1.0',1.02 Tunjangan keluarga
xxx

5.'1.1 .01.03
-n rnienoan iabatan XXX

1l rnianoan lunosional xxx
5.1.'1.01.04

Tunianqan beras

Tunjangan PPh/khusus

XXX
5.'1.1.01.06

5.1.1.01.07
xxx

5.1.2.01.01 Belanja alat tulis kantor XXX

5.1 .2.24.O1
Honorarium tenaga ahli/narasumberl
Instruktur

xxx

5.1.2.04.01
Belania modal pengadaan kendaraan
.linas Deroranqan

XXX

31112/2014 3.1.2.05.01 Estimasi perubahan SAL XXX

3.1 .2.06.01 Surplus/defisit - LRA xxx

a"rril **,.rt ' ., ----Tlffi6lv 5a fqdq ;{*1
XXX

31112120't4 8.1.2.01.01 Pelayanan Kesehatan di Pusk?smas - LO

3.1.2.06.01 Surplus/Defisit - LO XXX

9.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang represientasi - LO XXX

9.1.'1.01.02 Tunjangan Keluarga- LO XXX

9.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan - LO XXX

9.1.1.01.04 Trnien.ran Funosional- LO XXX

T'lnirnoen Beras- LO xxx
9.1.1.01.06

Tunjangan PPh/khusus - LO xxx
9.1.1.01.07



XF lrltl'arun ]f|p'a Akun BeJ,,,. ....|)ebit Kred!!
9.1.2.01.01 Belanja persediaan alat tulis kantor XXX

9.1.2.01.01 Beban jasa listrik XXX

L1.2.24.01 Honorarium tenaga ahli/Narasumber/
Instruktur XXX

9.1.7.0'1.04 Beban penyusutan alat angkutan darat
bermotor XXX

Ll .7.O2.O1
Beban penyusutan bangunan gedung
tempat kerja XXX

31/12/2014 3.1.1.0'1.01 Ekuitas XXX

3.1.1.02.01 Surplus/defisit - LO XXX

L Menyusun Neraca Saldo Setelah.lurnal Penutupan

Jurnal penutup kemudian diposting ke buku besar. Setelah diposting, saldo di buku
besar tersebut akan bernilai nol atau nihil. Dengan demikian, pada awal tahun berikutnya
tidak akan muncul saldo buku besar bersangkutan. Sehingga dengan demikian, saldo
yang ada hanya saldo akun akun riil, yaitu akun akun neraca atau persis sepedi yang
ditunjukkan di laporan keuangan berupa neraca. Format neraca saldo setelah penutupan
sama persis dengan format neraca saldo setelah penyesuaian, hanya judulnya diganti
neraca saldo setelah penutupan dan angka di neraca saldo setelah penutupan merupakan
saldo terakhir setelah posting jurnal penutup.

Contoh Neraca Saldo setelah Penutupan:

Pemerintah Kabuoaten XYZ
Neraca Saldo Setelah Penutuoan
perTanggal 31 Desember 2014

SKPD: Dinas.........

Ykode
.**r*xtfr :

ret -
,a;rgatcto

|*$s6;1 ' xl(redit
1.1.1.02.0'1 Kas di bendahara penerimaan

1.1.1.03.01 Kas di bendahara pengeluaran XXX

1.1.3.02.01 Piutang restribusi pelayanan kesehatan XXX

1.1.7.01.01 Persediaan alat tulis kantor XXX

1.3.2.04.01 Klendaraan dinas bermotor perorangan XXX

1.3.7.01.04 Akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor XXX
'1.3.7.01 .04 Akumulasi penyusutan bengunan gedung tempat kerja XXX

2.1.1.03.01 Utang PPh 2'1 XXX

2.1.1.04.01 Utang PPN pusat XXX

2.1.1.O2.O1 Utang belanja jasa XXX

3.1.1.02.01 Surplus/defisit - LO XXX

3.1.2.06.01 Estimasi perubahan SAL XXX

3.1.2.06.01 Surplus/defisit - LFIA XXX

3.1 .3.01 .01 RK PPKD XXX
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PROSEDUR AKUNTANSI SKPD DAN PPKD

Prosedur Akuntansi SKpD dan ppKD yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan
daerah, yaitu seperti berikut.
) Akuntansi pendapatan dan piutang.
l Akuntansi belanja barang dan jasa, beban serta persediaan.
! Akuntansi belanja modal dan aser tetao.
. Akuntansi pembiayaan. investasi dan kewaiiban.
- Akunlansi dana cadangan dan rransaksi nonaneearan
! Akuntansi koreksi kesalahan, jurnal penyesuuialn"dan jurnal penutup.

A. Akuntansi Pendapatan dan piutang

l. Akuntansi pendapatan

a. Definisi
Definisi pendapatan menurut SAp adalah semua penerimaan rekening kas umum
daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak
pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

b. Klasifikasi pendapatan
Klasifikasi pendapatan menurut pp Nomor 71 Tahun 2010 dan permendagri 64
Tahun 2013.
1) Pendapatan asli daerah (pAD).
2) Pendapatantransfer.
3) LainJain pendapatan daerah yang sah.

'* ,t ...t ,t ,

t
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Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan LRA

Pembiayaan

Pendapatan LO

IlngtFl , xoaimtiii ; iarna nhr , t *ebtl [{9dft*
8/4/2014 3...... RK PPKD XXX

8.. Pendapatan LO XXX

i.ra{gCat&, {tit la-Akrrr| " ruliraf,tun & !g!rt6r *fKrqdll x
8/4/2014 1 ..... Piutang....... XXX

8.... Pendapatan LO XXX



Contoh 3:

Adanya pendapatan pada tanggal 30 September 2O!4-yang belum dibayar oleh

pasien rawat inap sebuah RSUD adalah sebesar Rp 30 juta Tagihan iersebut

belum dibayar karena pasiennya masih dirawrt'

Dengan menggunakan basis akrual, maka pendapatan tersebut diakui sebesar

Rp 30 1utu, meskipun secara tunai uang tersebut belum diterima di rekening kas

umum daerah, akan tetapi sejumlah uang tersrzbut sudah menjadi hak bagi RSUD

tersebut.

Jurnal otas tronsoksi ini adalah:

Debet Piuiang yang belum ditagihkan 30'000 000

Kredit PendaPatan 30. 000. 000

Sedangkan pada saat pasien melunasi kewalibannya' maka jurnal transaksinya

adalah,

Debet Kas 30.000.000

Kredit Piutang yang belum ditagihkan 30 000 000

Jika basis yang digunakan basis kas, maka tidal< dilakukan pencatatan atas transaksi

tersebut, oleh karena pendapatan tersebut belum diterima secara tunai oleh RSUD'

Pencatatan akan dilakukan ketika si pasien trzlah melunasi seluruh kewajibannya

kepada RSUD tersebut.

Jurnal transaksi dengan menggunakan basis kas:

Debet Kas 30.000.000

Kredit PendaPatan 30. 000.000

g. Penyajian" 
Peniapatan LRA disajikan di LRA, sedan'gkan Pendapatan LO disajikan di

Laporan Operasional (LO).

2. Akuntansi Piutang

a. Definisi
Piutang adalah hak tagih pemerintah keparda pihak lain yang belum diterima

pembayarannya Hak tagih tersebut bisa brzrasal dari kewenangan pemerintah

daerah, misalnya untuk memungut pajak darzrah, retribusi daerah' atau hak tagih

karena memberikan pinjaman kepada pihah lain

b. Jenis Piutang
1) Piutang pendapatan adalah piutang atas pendapatan pemerintah daerah yang

beruPa berikut ini.

a) Piutang Pajak
b) Piutang retribusi.

c) Piutang hasil kekayaan daerah yang dipisahkan'

::

*
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I d) Piutang lain lain pAD yang sah.

I e) Piutang transfer pemerintah pusat.

ll fl Piutang bantuan kekayaan.

A s) Piutang hibah.

f h) Piutang pendapatan lainnya.

I 2) Piutang lainnya, yang termasuk piutang lainJain adalah:

I 
a) bagian lancar tagihan.jangka panjang.

I 3) Pengakuan

I a) Telah diterbitkan surat ketetapan.

I b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

I c. Pencataian piutang
f Pencatatan iurnal di buku jurnal finansial saat timbulnya hak tagih/piutang.

I d. Penyajian

I 1) Disajikan sebagai aset lancar di neraca sebesar nilai yang jatuh tempo dalam
I tahun berjalan dan yang akan ditagih daram 12 bulan ke depan berdasarkan

I surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan.

I 2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dirunasi di atas 12

I bulan berikurnya.

I 
t) Aset lancar diungkapkan pula dalam CaLK.

I
I B. Akuntansi Belanja Barang dan Jasa, Beban serta persediaan

I 
l. Akuntansi Belanja Barang dan Jasa

I a. Definisi

I Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang

I mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan

I Vang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

I Belania adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai

I kekavaan bersih.

I b Klasifikasi Betanja

I Menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, belanja dikelompokkan sebagai

I belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga, yaitu sebagai berikut.

I 1) Belanja Operasi

I a) Belanja pegawai

I b) Belanja barang

I c) Belanja bunga

I d) Belanla subsidi

I e) Belanja hibah

| 0 Belania bantuan sosial

I
I
I eroseour nr<untansi Egeo ulqixo a?li e c
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Belanja modal
Belanja tak terduga

c. Prinsip pengakuan dan pengukuran

Belanja diakui pada saat terjadinya pengelluaran dari rekening kas umum

daerah.

1) Pengeluaran melalui bendahara pengelueLran, pengakuan belanjanya terjadi

pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang

mempunyai fungsi perbendaharaan.

2) Koreksi atas penerimaan kembali belana yang terjadi pada periode dicaiat

sebagai pengurang belanja. Apabila diterirna pada periode berikutnya, koreki

belanja dicatat sebagai pendapatan lainlerin LRA.

d. Pencatatan belanja barang dan.iasa

Jurnal atas belanja dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas

akuntansi, pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan

LRA.

Contoh pencatatan belanja di buku jurnal:

e. Penyajian
Belanja akan dilaporkan dalam LRA setelah akun Pendapatan'

2. Akuntansi Beban

a. Definisi
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode

pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi

aset atau timbulnYa kewajiban.

b. Klasifikasi beban

1) Beban oPerasi

a) Beban pegawai

b) Beban barang

c) Beban bunga

d) Beban subsidi

e) Beban hibah
f) Beban bantuan sosial

g) Beban penyusutan aset tetap/amortisasi
h) Beban PenYisihan Piutang
i) Beban lainJain

,\
3)
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101412a14 9... Beban..

XXX

1 Kas di bendahara penqeluaran

KaS di bendahara nen.'c rAan
XXX

1
XXX

3.. RK.PPKD
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Contoh 2'
Pencatatan iurnal untuk mencatat beban di buku lurnal finansial dengan

mekanisme pembaYaran LS di SKPD:

q;sl' &}x.:t* - ui"iqg\ " -310' 5xlit,
101412014 9...... Beban.. XXX

3... FK-PPKD XXX

Contoh 3:

Beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nttat

kekayaan bersih telah terpenuhi, walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening

kas umum daerah atau tleh entitas pelap,:ran. Pendapatan seperti bantuan

pihak luarlasing dalam bentuk jasa disajikrn pula pada LO'

Pada tanggal 15 Agustus 2014 diterima tagihan pembelian bahan laboratorium

.nbnru, Rp 15 iuta. Akan tetapi, pembayaran atas tagihan ini dilakukan pada

tanggal 2L Agustus 2014 Atas transaks'i belanja ini' jurnal transaksi yang

buai adalah:

Debet Beban bahan laboratorium 15 000'000

Kredit Utang Pemasok 15 000 000

(jurnal pada saat tagihan diterima/tanggat 15 Agustus 2014)

Debet Utang Pemasok 15 000 000

Kredit Kas 15 000.000

(urnal pacla saat pembayaran,/tanggal 25 Agusius 2014)

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas' maka LRA

disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan

pembiayaan diakui pacla saat kas diterima' di rekening kas umum daerah atau

oleh entitas pelaporan, serta belania, transfer dan pengeluaran pembiayaan

diakui pada saai kas dikeluarkan dari rekening kas umum daerah Namun

demikian. bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis

akrual, maka LRA disusun berdasarkan b'asis akrual'

e. PenYa.jian

Beban dilaporkan dalam laporan operasiona'l (L0)

3. Akuntansi Persediaan

a. Definisi Persediaan
Aset dalam bentuk barang atau perlengkapern (supplies) yang diperoleh dengan

maksud untuk mendukun! kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang

yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam ranqka pelayanan

knpldu -u.yurukat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan
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Contoh persediaan;

1) Persediaan ATK.
2) Persediaan benda akurr.
3) Persediaan obat-obatan.
4) Persediaan bibit.
5) Persediaan pupuk.
6) Persediaan bahan pembersih.
7) Persediaan bahan bangunan.
8) Persediaan amunisi.

b. Prinsip pengakuan dan pengukuran
1) Persediaan dinilai dengan perhitungan fisik pada akhir periode.
2) Persediaan yang berasal dari pembelian, maka dinilai berdasarkan biaya

perolehan.
3) Persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri maka dinilai

berdasarkan biaya standar.
4) Persediaan yang diperoleh dengan cara lain, seperti hibah atau rampasan

dinilai sebesar nilai wajar
5) saldo persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga pemberian terakhir.

c. Pencatatan Persediaan
Contoh jurnal yang dibuat di buku jurnal finansial saat pembelian persediaan
menggunakan mekanisme Up:

a!ix&'trWxr- )^ryW-- %bit' ggdit *
6/6/2014 1 .... Persediaan.. XXX

1 ..... Kas di Bendahara Pengeluaran XXX

d. Penyajian
Persediaan dilaporkan dalam neraca dan diungkapkan dalam caratan atas laporan
keuangan.

C. Akuntansi Belanja Modal dan Aset Tetap

1. Akuntansi belanja modal

a. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset
lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
Kriteria belanja modaj adalah sebagai berikut.
1) Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perorehan aset tetap atau aset

lainnya yang dengan demikian menambah aset pemerintah daerah.
2) Pengeluaran tersebut merebihi batasan minimai kapitalisasi aset tetap atau

aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
3) Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk diiual.
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b. Prinsip pengakuan dan pengukuran

f) fetan;a aiatui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum

3)

oaeran.
Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanjanya terjadi

padJ saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang

mempunyai fungsi perbendaharaan

Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat

sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya' koreksi

belanja dicatat sebagai pendapatan lainlain'

c. Pencatatan belanja modal

1) Jurnal atas belanja tunai dibuat pencatatannya di buku anggaran yang akan

menghasilkan LRA.
2) ConLh pencatatan belanja modal pembelian aset tetap secara tunai di buku

jurnal adalah sebagai berikut.

Yang perlu diingat adalah bahwa jika transaksi yang terjadi secara kredit

(tidat tunai), maka tidak dicatat jurnal realisasi anggaran' melainkan hanya

pencatatan di buku jurnal finansial atas aset tetap yang diperoleh'

d. Penyaiian
Belanja modal dilaporkan dalam LRA'

2. Akuntansi Aset TetaP

b

Aset ietap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari

12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau

dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Klasifikasi aset tetaP

1) Tanah.
2) Peralatan dan mesin.

3) Gedung dan bangunan.

4) Jalan. irigasi. dan jaringan.

5) Aset tetaP lainnYa.

6) Konstruksi dalam Pengerlaan.

Prinsip pengakuan dan Pengukuran
Aset diakui pada saat potersi manfaat ekonomi rnasa depan diperoleh oleh pemerintah

daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal Seialan

Jnngun pnn"rupun basis akrual, aset dalam tenhrk piutang atau beban dibayar di

-uL diuk i ketika hak klaim untuk mendapratkan arus kas masuk atau manfaat

ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau t<utap masih terpenuhi' dan nilai klaim
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Pencatatan pembelian mobil ambulan secara tunai di buku jurnal finansial:

Contoh 2:
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b. lnvestasi diklasifikasikan menjadi berikut ini'

1) lnvestasi jangka Pendek
Diharapkan dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama

setahun atau kurang ditujukan dalam rangkl manajemen kas Berisiko rendah

ataubebasdariperubahanataupenguran!|anhargayangsignifikan'
Contoh: investasi dalam saham dan invest;asi dalam obligasi'

2) lnvestasi jangka Panjang
Dimaksudkan untuk me"ndapatkan manfaat ekonomi dan maniaat sosial yang

dimiliki lebih dari dua belas bulan' Sifat penanamanr

a) Permanen: tnvestasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki

secara berkelanjutan'
Contoh: penyertaan modal pemerintah daerah'

b) Nonpermanen: lnvestasi jan;ka panjarLg yang dimaksudkan untuk dimiliki

tidak berkelanjutan'
Contoh: piniaman jangka panjang kepada entitas lain' dana bergulir'

investasi dalam proyek pembangunan

Prinsip pengakuan dan Pengukuran

1) lnunstusl iu.tgka pendek dicatat sebesar nilai perolehan'

2i Investasl jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan' termasuk biaya

tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas

investasi tersebut.

Pencatatan investasl

Pencatatan investasi dilakukan di buku iurnal finansial. Adapun contoh.pencatatan
d.

investasi oleh pemerintah daerah di buku iurnal finansial sebagai berikul

Penyajian
lnvestasi akan dilaporkan dalam neraca dan diungkapkan dalam caLK pemerintah

daerah.

3. Akuntansi kewajiban

a. Akuntansi kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu

yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

Pemerintah.

b. Kewajiban diklasifikasikan menjadi berikut ini'

1) Kewajiban .iangka Pendek
Adalah kewajiban yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal

PelaPoran.
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Jenis kewajiban jangka pendek
a) Utang perhitungan pihak ketiga (pFK)
b) Utang bunga
c) Bagian lancar utang jangka panjang
d) Pendapatan diterima di muka
e) Utang beban
f) Utang jangka pendek lainnya

2) Kewajiban jangka panjang
Kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
Jenis kewajiban jangka panjang terdiri atas berikut ini.
a) Utang dalam negeri
b) Utang luar negei
c) Utang jangka panjang lainnya

3) Prinsip pengakuan dan pengukuran
a) Kewajiban diakui jika besar kemungkinan sumber claya ekonomi akan

dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan
dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang
dapat diukur dengan andal.

b) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat
kewajiban timbul.

c) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
d) Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata

uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada
tanggal neraca.

4) Pencatatan kewajiban.
Transaksi kewajiban dicatat di buku jurnar finansial. contoh jurnal timburnya
kewajiban:

Y@S *"fr-tn * lfina3ur5 ,. Debit Krecrit
10/4/2014 1 .... Kas di kas daerah.. XXX

2..... ur4n9......... XXX

5) Penyajian dan pelaporan
Kewajiban akan dilaporkan di neraca dan diungkapkan dalam CaLK.

E. Akuntansi Dana Cadangan dan Transaksi Non_Anggaran

1. Akuntansi Dana Cadangan

a. Akuntansi dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menamnuno
kebutuhan yang relatif besar yang tidak bisa dipenuhi daiam satu tahui
anggaran.

b. Pencatatan dana cadanqan.

&.1*x,rrr,
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Akun pembentukan dana cadangan merupakln transaksi pembiayaan' sehingga

pencatatannya dilakukan di buku anggaran'

Berkaitan dengan transaksi pembentukan dann cadangan ini, juga mengakibatkan

akun kas di kas daerah bergeser ke akun daneL cadangan, sehingga atas transaksi

ini juga dicatat di buku iurnal finansial.

c. Penyajian
Dana cadangan merupakan akun yang dilap'crkan di neraca bagian aset'

2. Akuntansi Transaksi Nonanggaran
a. Akuntansi transaksi nonanggaran adalah akl ivitas penerimaan dan pengeluaran

kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan' belania' transfer' dan

pembiaYaan Pemerintah.

Contohnya: perhitungan pihak ketiga (PFK) dan kiriman uang'

Jenis transaksi nonanggaran terdiri atas berikut ini'

1) Perhitungan Pihak ketiga:

Kas yang berasal dari iumlah
Membayar (SPM) atau diterima
potongan TasPen dan Askes.

2) Kiriman uang

Mutasi kas antarrekening kas negara/daerah

3) Transaksi yang tidak tercantum dalam APBD

b. Pencatatan transaksi nonanggaran

Pencatatan transaksi nonanggaran (tronsitoris) dilakukan di buku jurnal

finansial.
1) Contoh pencatatan penerimaan PFK di buku jurnal finansial:

E""l!l frt lr!'-7ln)il* ; "ltd; ],rr&! {

101412014 1 .... Kas di bendahara Pengeluaran XXX

2...... Utang PPK xxx

dana yang dipotong dari Surat Perintah

secara tunai untuk pihak keiiga, misalnya

1) Contoh pencatatan pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan

Contoh pencatatan dana cadangan di bul<u lurnal finansial'

Pengeluaran pembiayaan
-Pembentukan dana cadangan

p!l
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Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain l<as yang tidak berulang yang terjadi

pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas

apubilu laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan' dilakukan dengan

pembetulan pada akun kas dan akun aset yang bersangkutan'

b. Kesalahan berulang dan sistemik, yaiiu kesalaharr yang disebabkan oleh sifat alamiah

(normal) dari ienis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan teriadi secara

berulang.

Kesalahanberulangdansistemiktidakmemerlul<ankoreksi'melainkandicatatpada
saat terladi pengeluaran kas untuk mengembaliLkan kelebihan pendapatan dengan

.nn.gu.ungi'pn.dapatan LRA maupun pendape'tan LO yang bersangkutan'

2. Jurnal PenYesuaian

Jurnal penyesuaian dibuat setiap akhir tahun periode pelaporan di buku iurnal

finansial. lujuannya, yartu untuk mencatat akun terutang/akrual' ditangguhkan/

deft'erol, koreksi, dan ayat jurnal lain yang diperlukan untuk memutakhirkan akun-

ak n nn.a.u dan akun-akun pendapatan LO dan beban'

Jurnal penyesuaian, meliputi berikut ini'

a. Akun terutang/akrual adalah untuk mengakui kewajiban yang belum dibayar atau

hak pemda yang belum diterima sampai dengan akhir tahun anggaran

b. Akun tangguhan/det't'eral adalah kas yang sudah diterima atau dibayarkan' tetapi

sampai akhir tahun anggaran belum menjadi hak/kewaiiban pemerintah daerah'

Contoh pencatatan .jurnal penyesuaian di buku lurnal finansial atas akun akrual

Pencatatan koreksi kesalahan di buku jurnal finansial:

Tqciid\ --qtq^ _.tt&E-- - -rytl lt.i
101412014 1.. Kas di kas daerah XXX

L..... Beban pegawal XXX

(terutang):

31112/2014 1 .... Piutang xxx

R Pendapatan LO XXX

9.... Beban XXX

2.. Utang beban xxx

3$&r'Y

Pencatatan koreksi kesalahan di buku jurnal:
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3. Jurnal Penutup

Jurnal yang dibuat untuk tujuan menorkan seruruh saldo akun akun laporan
operasional dan laporan realisasi anggaran. Jurnal penutup ada 2. yaitu jurnal penutup
LRA dan Jurnal Penutup LO.
a. Langkah pedama. membuat jurnal penutup LRA. yaitu menutup jurnal anggaran

yang pertama kali dibuat, kemudian menutup akun pendapatan, belanja, transfer dan
pembiayaan ke akun surplus/defisit. Kemudian saldo akun surplus,/defisit ditutup ke
akun estimasi perubahan SAL.

b. Langkah kedua, menutup akun-akun pendapatan LO dan beban ke akun surplus/
defisit. Kemudian saldo akun surplus,/defisit ditutup ke akun ekuitas.
Jurnal Penutun LRA

Contoh penyesuaian atas akun det'ferol (ditangguhkan pengakuannya):

, _&nggat_, Kode Akun ! r*,*",y, 
, r D.3l,ir; {tsSt

3111212A14 2... Pendapatan diterima cl muka XXX

8 Pendapatan
XXX

9... Beban XXX
2. Utang beban XXX

S Snd&r"t {6dSh'd,h _ ,r"ge 4gin Debit ,{t"9{31/12t2014 3.. Apropriasi belanja XXX

3... Estimasi perubahan SAL XXX

3.... Estimasi pendapatan
XXX

31/'12/2014 4.. Pendapatan-LRA XXX

5..... Belanja....
XXX

3.... Surplus/defist LRA

Surplus/defist LRA
XXX

31/1212014 3..
XXX

3.. Estimasi perubahan SAL XXX

Jurnal Penutup LO.

& ese& & lld"A,ku* - N!['ln"f- -l ."bi. &r"ft
31/12/20't4 3... Pendapatan LO XXX

3.... Beban XXX

3.. Surplus/defisit LO XXX

31/12/2014 3.... Surplus/defisit LRA XXX

3... Ekuitas
XXX

l. . ph'edurAkuntansi ,oroo*Sof ,t e *;;- " , " ' t
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